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KATA PENGANTAR 

 

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan, UPT Instalasi Farmasi 

Provinsi dan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Provinsi Kalimantan 

Utara Tahun 2021-2026 merupakan perencanaan pembangunan kesehatan di 

Provinsi Kalimantan Utara dalam 5 (Lima) tahun. Penyusunan RENSTRA 

mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 

Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019, Renstra Kementerian 

Kesehatan RI, Sistem Kesehatan Nasional, dan Standar Pelayanan Minimal 

Bidang Kesehatan. 

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan, UPT Instalasi Farmasi Provinsi 

dan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Provinsi Kalimantan Utara 

Tahun 2021-2026 dilakukan dengan mengikutsertakan berbagai unsur di 

lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara serta pemangku 

kepentingan terkait lainnya. Diharapkan Renstra Dinas Kesehatan, UPT 

Instalasi Farmasi Provinsi dan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan 

Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 dapat menjadi acuan resmi bagi 

penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan, UPT Instalasi Farmasi Provinsi 

dan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Provinsi Kalimantan Utara dan 

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara. 

Dengan tersusunnya Renstra Dinas Kesehatan, UPT Instalasi Farmasi 

Provinsi dan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Provinsi Kalimantan 

Utara Tahun 2021-2026 kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan 

yang setinggi-tingginya kepada semua pihak atas kontribusinya dalam 

penyusunan Renstra Dinas Kesehatan, UPT Instalasi Farmasi Provinsi dan 

UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 

2021-2026. 
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Kami menyadari bahwa Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi 

Kalimantan Utara Tahun 2021- 2026 masih belum sempurna, karenanya 

masukan yang bersifat konstruktif sangat diharapkan. 

 
                                                                Tanjung Selor, Juli 2021 

                                               KEPALA  DINAS KESEHATAN  
 

                                                           Usman, SKM, M.Kes 
                                                                     Pembina Utama Muda, IV/c 
                                                                              NIP 19680817 199312 1 004 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara dibentuk berdasarkan 

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam 

Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan diubah melalui Peraturan 

Gubernur Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur 

Nomor 21 Tahun 2016 Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi 

Kalimantan Utara. Adapun tugas menyebutkan bahwa Dinas Kesehatan 

mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang 

menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas 

pembantuan. 

Dalam rangka mendukung terlaksananya tugas dan fungsinya tersebut 

diperlukan adanya dokumen perencanaan yang memberikan arah dan acuan 

yang jelas dengan memanfaatkan, mengelola, mengoptimalkan serta 

mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada serta sarana dan 

prasarana yang dimiliki. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen 

perencanaan yang memiliki tujuan dan fungsi untuk mengarahkan pelayanan 

publik Organisasi  Perangkat  Daerah  dan pembangunan daerah dalam 

jangka 5 (lima) tahun ke depan pada masa kepemimpinan kepala daerah dan 

wakil kepala daerah terpilih. Ruang lingkup renstra meliputi langkah- langkah 

strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai 

serta pengembangan arah pelayanan yang akan dicapai Dinas Kesehatan 

dalam lima tahun ke depan sesuai amanat Undang- Undang Nomor 25 Tahun 

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan 

Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor ..... Tahun 2021 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026, 
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serta memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan  Republik 

Indonesiatahun2019–2024.

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 

2021-2026 diawali dengan persiapan penyusunan antara lain pembentukan tim 

penyusun Renstra, orientasi Renstra, penyusunan agenda kerja tim Renstra, 

dan pengumpulan data dan informasi. Berdasarkan data dan informasi yang 

berhasil dikumpulkan tersebut, disusun Rancangan awal Renstra Dinas 

Kesehatan dengan kegiatan analisis permasalahan, analisis gambaran 

palayanan Dinas Kesehatan, dan penelaahan dokumen perencanaan yang 

terkait, misalnya Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis (KLHS). Selanjutnya dari hasil analisis dan telaah tersebut, 

dirumuskan sekaligus dianalisis isu-isu strategis yang hasilnya akan dijadikan 

dasar untuk merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan. 

Berdasarkan arah kebijakan maka ditetapkan rencana program, kegiatan, sub 

kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, dan lokasi. 

Rancangan awal Renstra yang telah tersusun dengan mempertimbangan 

Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pernyusunan Rancangan Renstra 

Perangkat Daerah dan Forum Perangkat Daerah tersebut kemudia, dijadikan 

dasar untuk menyusun Rancangan Renstra Dinas Kesehatan. Kepala 

Perangkat Daerah kemudian menyampaikan Rancangan tersebut kepada 

Bappeda untuk diverifikasi guna  melihat  kesesuaiannya  dengan Rancangan  

awal  RPJMD Provinsi Kalimantan OUtara. Hasil verifikasi dipergunakan untuk 

menyempurnakan Rancangan Renstra dengan mempertimbangkan Perda 

RPJMD. Seperti diketahui Rancangan RPJMD sebelum disahkan menjadi 

Perda RPJMD, harus melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

(Musrenbang) RPJMD dan penyusunan rancangan akhir RPJMD. Berdasarkan 

hasil penyempurnaan rancangan renstra, disusunlah Rancangan Akhir Renstra 

Dinas Kesehatan, dan sekali lagi setelah diverifikasi kembali dengan 

Rancangan Renstra yang telah disempurnakan, setelah sesuai maka langkah 

akhir adalah penetapan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 

Tahun 2021-2026. 
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Selanjutnya Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 

Tahun 2021-2026 diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan dalam 

penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan 

Utara untuk kurun waktu 1 (Satu) tahun. Selain itu diharapkan pula dapat 

dijadikan pedoman dalam mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan 

rencana pembangunan bidang Kesehatan selama lima tahun. 

 

1.2. Landasan Hukum 

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2021-

2026, didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421) 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi 

Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 229);. 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 09  Tahun 2015  tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679);. 

4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136). 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6178) 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Presiden 

(PERPRES) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
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(RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 10). 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312). 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1540). 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 

Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 

Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 1447). 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1781); 

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis 

Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal 

Bidang Kesehatan  

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2020 tentang rencana 

strategis kementerian kesehatan tahun 2020-2024.   

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang 

Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi 

Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi 
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Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1); 

17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.  

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor ..... Tahun 2021 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan 

Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara 

Tahun 2021 Nomor.....). 

19. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan 

TataKerja Dinas  Daerah  Provinsi Kalimantan Utara. 

20. Peraturan Gubernur No. 7 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Cabang Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara. 

21. Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata 

Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan 

Utara. 

22. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 Organisasi dan Tata Kerja 

Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara. 

S(AHUN201-ESEHATAN P

1.3. Maksud danTujuan 

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan 

Tahun 2021-2026 sebagai dasar bagi seluruh stakeholder dan seluruh 

aparatur Dinas Kesehatan dalam melaksanakan kebijakan pembangunan 

urusan kesehatan selama 5 (lima) tahun ke depan. 

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan 

Tahun 2021-2026, sebagai berikut: 

1. Mengetahui capaian kinerja Dinas Kesehatan periode sebelumnya; 

2. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, 

kegiatan dan sub kegiatan  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi  Dinas  

Kesehatan; 

3. Menjabarkan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Kaltara yang 

telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun2021-2026; 

4. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kerja 
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(Renja) Perangkat Daerah; dan 

5. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan 

program/kegiatan/Sub Kegiatan pembangunan untuk mencapai target 

tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun.S(RENSTRA) TAHUN2 

N UTARA 

1.4. Sistematika Penulisan 

Sistematika penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas 

Kesehatan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan 

rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab 

berikutnya dapat dipahami dengan baik. 

 

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKATDAERAH 

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat 

Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, 

mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki 

Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, 

mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan 

melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode 

sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas 

Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan 

RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan 

utama  yang  masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui 

Renstra Perangkat Daerah ini. 

 

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

Pada   bab   ini   dijelaskan   mengenai   permasalahan   dan   isu 

strategis  yang dihadapi oleh Perangkat Daerah dalam pelayanan 

berdasarkan telaahan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat 

Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan 
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wakil kepala daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra 

Perangkat Daerah Provinsi, serta Telaahan Rencana Tata Ruang 

Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.NCANA 

STRAEGIS(RENSTRA) TAHUN2021-INAS KESEHATAN PROV. KALIMANTAN UTARA 

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan 

sasaran jangka menengah PerangkatDaerah. 

 

BAB V STRATEGI DAN ARAHKEBIJAKAN 

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan 

arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahunmendatang. 

 

BAB VI RENCANA  PROGRAM  DAN  KEGIATAN  SERTA PENDANAAN 

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, 

indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. 

 

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah 

yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai 

Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai 

komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran 

RPJMD. 

 

BAB VIII PENUTUP 

Pada bagian ini bab  ini  berisi  catatan  penting  yang  perlu 

mendapat  perhatian, baik dalam angka pelaksanaannya 

maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai 

dengan kebutuhan, serta kaidah-kaidah pelaksanaan dan 

rencana tindak lanjut.  
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BAB II 
GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

 

 

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi 
 

Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara, 

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas melaksanakan 

urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah 

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas 

tersebut Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara menyelenggarakan fungsi, 

sebagai berikut : 

 
Kepala Dinas Kesehatan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut : 

 
a. Mengoordinasikan penyusunan program kerja Sekretariat dan Bidang-

bidang dengan membimbing/mengarahkan/memberi petunjuk untuk 

penyusunan rencana kerja Bidang Kesehatan sesuai dengan rencana 

strategis Pemerintah Daerah. 
 

b. Merumuskan dan menetapkan Renstra Bidang Kesehatan berdasarkan 

rencana strategis Pemerintah Daerah dan memperhatikan usulan program 

dan permasalahan serta skala prioritas masing-masing Bidang agar arah 

kebijakan menjadi lebih fokus. 

c. Menyusun pedoman kerja sebagai acuan/standardisasi dalam 

pelaksanaan penyelesaian kerja. 
 

d. Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan kesehatan dengan 

mengkoordinasikan semua sektor terkait agar dapat dicapai standardisasi 

dalam penyelenggaraan kesehatan; 
 

e. Mendistribusikan tugas kepada Sekretaris/Kepala Bidang sesuai tugas 

pokok dan fungsi masing-masing. 
 

f.        Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijakan guna mewujudkan 

keterpaduan dan keserasian kerja. 

g. Mengendalikan pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional 

Dinas Kesehatan dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi 

dalam upaya optimalisasi hasil kerja.  
 

h. Menandatangani naskah dinas berdasarkan kewenangannya untuk 

keabsahan naskah dinas bidang kesehatan. 
 

i.       Menjalin kerja sama dengan institusi pemerintah lain dan atau pihak ketiga 

(dalam ataupun luar negeri) dalam rangka peningkatan keberhasilan 

program bidang kesehatan. 
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j.        Memberikan perijinan bagi tenaga kesehatan tertentu dalam rangka 

pelaksanaan praktek memberikan pelayanan umum kepada masyarakat di 

bidang kesehatan sesuai dengan kewenangan (Bidan, Perawat, Asisten 

Apoteker, dll). 
 

k. Memfasilitasi pengelolaan dan penyelenggaraan pembiayaan dan jaminan 

kesehatan oleh kelompok masyarakat tertentu dengan institusi terkait. 
 

l.        Memfasilitasi penyelenggaraan kesehatan lintas Kabupaten/Kota. 
 

m. Memberdayakan sumber daya dan mitra kerja dibidang kesehatan dengan 

meningkatkan kerja sama serta melibatkan mereka secara aktif dalam tiap 

pelaksanaan program bidang kesehatan. 
 

n. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk 

mengukur kinerja bawahan dalam upaya peningkatan kapasitas bawahan. 
 

o. Melakukan pembinaan pegawai dengan memantau, menegur, 

mengarahkan agar dapat dicapai hasil kerja yang optimal. 
 

p. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan dengan 

membandingkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat 

pencapaian program dan permasalahan/kendala yang dihadapi serta 

menyusun upaya-upaya penyelesaian masalahnya. 
 

q. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas Kesehatan yang 

diberikan oleh Gubernur Kalimantan Utara. 
 

r. Melaporkan seluruh kegiatan baik secara tertulis maupun lisan untuk 

bahan pertimbangan pengambilan keputusan Kepala Daerah. 

 

Sekretaris mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut : 
 

a. Mengarahkan penyusunan rencana kegiatan Subbagian sesuai tugas, 

kebijakan, permasalahan dan target dengan membimbing dan 

mengarahkan agar dapat tersusun rencana kegiatan yang 

akuntabel/accountable dan dapat terlaksana/reliable. 
 

b. Menyusun  rencana  program  dengan  mengkompilasi  usulan  semua 
 
Subbagian dan menentukan skala prioritas untuk bahan perumusan 

Renstra SKPD Dinas Kesehatan. 
 

c. Menyusun rencana pelaksanaan program tahunan dengan mengkompilasi 

rencana pelaksanaan program semua Subbagian yang telah ditentukan 

skala prioritasnya agar dapat dicapai realisasi fisik dan keuangan 

maksimal. 

d. Mendistribusikan tugas kepada para Kasubbag dibawahnya dengan 

disposisi yang jelas, rinci, sistematis dan tepat agar dapat dipahami dan 

dilaksanakan dengan sebaik baiknya. 
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e. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan Program dengan mengadakan 

konsolidasi secara periodik dalam rangka penemuan masalah secara dini 

dan pemecahan masalahnya. 
 

f.        Mengendalikan tugas administratif dan teknis operasional kesekretariatan, 

perencanaan program & pelaporan, Umum & Kehumasan, Keuangan dan 

Kepegawaian dengan memerikan bimbingan, arahan dan pengawasan 

yang intensif. 
 

g. Mengkoordinasikan pelaksanaan kerja sama dengan selalu menegakkan 

standardisasi pelaksanaan pekerjaan dan keterbukaan. 
 

h. Menyusun  bahan  koordinasi  administrasi  umum  dan  kepegawaian, 
 
ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan 

serta pengaduan masyarakat dengan mengkompilasi bahan yang 

disiapkan para Kasubbag serta menentukan skala prioritas; 
 

i.        Menyiapkan bahan koordinasi dan bimbingan, koordinasi penyusunan 

anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan dengan 

melibatkan secara penuh Kasubbag Keuangan dalam mencari dan 

mengumpulkan bahan-bahan dimaksud. 
 

j.        Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk mengukur 

kinerja bawahan dalam upaya peningkatan kapasitas bawahan. 

k. Melakukan pembinaan pegawai dengan memantau, menegur, 

mengarahkan agar dapat dicapai hasil kerja yang optimal. 
 

l.        Mengevaluasi pelaksanaan program dengan membandingkan rencana dan 

realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan 

permasalahan/kendala yang dihadapi serta menyusun upaya-upaya 

penyelesaian masalahnya. 
 

m. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan program dengan 

memperhatikan hasil evaluasi pada “huruf l” di atas guna lebih 

meningkatkan kualitas pelaksanaan dan pengembangan program. 
 

n. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya. 
 

o. Melaporkan seluruh pelaksanaan program baik secara tertulis maupun 

lisan untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan Kepala Dinas. 

 

Kepala Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai Uraian 

Tugas sebagai berikut: 

a. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan 

kebijakan sebagai bahan penyusunan Renstra SKPD. 

b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan Renstra SKPD. 
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c. Membagi tugas kepada bawahan/pelaksana/staf sesuai dengan 

jabatan/tugasnya secara jelas, rinci, sistematis dan tepat agar dapat 

dipahami dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 

d. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi) penyusunan rencana 

anggaran SKPD beserta UPTDnya agar pelaksanaan penyusunan 

anggaran sesuai dengan kebutuhan Dinas. 

e. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi) penyelenggaraan 

perencanaan dan perbendaharaan keuangan Dinas sesuai dengan aturan 

yang berlaku. 

f. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi) penyelenggaraan tata 

laksana pembukuan keuangan dan perencanaan Dinas. 
 

g. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi) proses verifikasi 

dokumen keuangan dan perhitungan anggaran dan pelaksanaan kegiatan 

fasilitasi penyusunan program Dinas. 

h. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk 

mengetahui/mengukur kinerja bawahan. 

i. Melakukan pembinaan pada bawahan secara berkelanjutan untuk 

meningkatkan kinerja bawahan. 

j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana dan 

realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan 

permasalahan yang dihadapi serta saran pemecahan masalahnya. 

k. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan kegiatan dengan 

melakukan telaahan mendalam serta konsultasi dengan pihak terkait. 
 

l. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas. 
 

m. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan atau tertulis kepada atasan. 

 

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Uraian Tugas 

sebagai berikut : 
 

a. Menyiapkan rencana kegiatan Subbagian Umum berdasarkan tugas, 

permasalahan dan kebijakan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang 

diperlukan dan mengolahnya sebagai bahan penyusunan Renstra SKPD. 
 

b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan Renstra SKPD 

dengan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dan mengolahnya 

agar menjadi pedoman dalam pelaksanaannya. 

c. Membagi tugas kepada bawahan/pelaksana/staf sesuai dengan jabatan/ 

tugasnya secara jelas, rinci, sistematis dan tepat agar dapat dipahami dan 

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya 
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d. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi) pengelolaan data 

kepegawaian SKPD Dinas dan UPTDnya sesuai arahan BKD Prov. agar 

Data Kepegawaian selalu mutakhir (up to date) dan mudah di akses & 

diolah. 
 

e. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi) penyiapan bahan 

mutasi pegawai SKPD Dinas dan UPTDnya agar proses mutasi dapat 

terlaksana dengan lancar, tepat waktu dan akurat. 
 

f. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi) penyiapan 

kesejahteraan pegawai SKPD Dinas dan UPTDnya agar PNSD dapat 

menerima hak-haknya dengan baik dan tepat waktu. 

g. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi) penyiapan bahan 

pembinaan pegawai agar kinerja PNSD dilingkungannya selalu prima. 
 

h. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi) pengelolaan naskah 

dinas agar naskah-naskah dinas tersebut dapat dicari dan ditemukan 

dengan mudah dan cepat saat diperlukan. 
 

i. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi) penyelenggaraan 

urusan perlengkapan dinas agar kegiatan kantor Dinas Kesehatan dapat 

terselenggara dengan baik. 

j. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi) penyelenggaraan 

urusan kerumahtanggaan dinas agar dapat dimonitor dan segera 

diantisipasi jika terjadi sesuatu. 
 

k. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi) penyiapan bahan 

tatalaksana dinas yang komprehensif agar dapat dicapai hasil kerja 

optimal/prima. 
 

l. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi) pelaksanaan Layanan 

Hukum dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim beserta UPTDnya 

agar selalu tercipta suasana/iklim kerja yang kondusif dan produktif. 
 

m. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi) Fasilitasi/Sosialisasi 

Regulasi/Aturan Hukum (UU, PP, dll) baik yang telah ada dan yang baru 

agar para PNSD selalu mengetahui, memahami serta mematuhinya. 
 

n. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi) pelaksanaan 

koordinasi untuk pengembangan organisasi agar dapat dicapai 

pelaksanaan pelayanan Subbagian Umum yang prima. 
 

o. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk 

mengetahui/mengukur kinerja bawahan. 

p. Melakukan pembinaan pada bawahan secara berkelanjutan untuk 

meningkatkan kinerja bawahan. 
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q. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana dan 

realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan 

permasalahan yang dihadapi serta saran pemecahan masalahnya. 
 

r. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan kegiatan dengan 

melakukan telaahan mendalam serta konsultasi dengan pihak terkait. 
 

s. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas. 

t. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan Subbagian Umum baik 

lisan maupun tertulis kepada atasan. 

 

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai Uraian Tugas sebagai 

berikut : 
 

a. Mengarahkan penyusunan rencana kegiatan Bidang Kesehatan 

Masyarakat, kebijakan, permasalahan dan target dengan membimbing dan 

mengarahkan agar dapat tersusun rencana kegiatan yang 

akuntabel/accountable dan dapat terlaksana/ reliable. 
 

b. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan 

keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan 

masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga. 
 

c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan 

keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan 

masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga. 

d. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, 

gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, 

kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga. 
 

e. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi 

masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan 

lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga. 
 

f. Mendistribusikan tugas kepada para Kasubbid dibawahnya dengan 

disposisi yang jelas, rinci, sistematis dan tepat agar dapat dipahami dan 

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 

g. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan program dengan mengadakan 

konsolidasi secara periodik dalam rangka penemuan masalah secara dini 

dan pemecahan masalahnya. 

h. Mengendalikan tugas administratif dan teknis operasional Bidang 

Kesehatan Masyarakat dengan memberikan bimbingan, arahan dan 

pengawasan yang intensif. 

i. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk 

mengukur kinerja bawahan dalam upaya peningkatan kapasitas bawahan. 
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j. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya. 

k. Melaporkan seluruh pelaksanaan program baik secara tertulis maupun 

lisan untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan Kepala Dinas. 

 

Kepala  Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi sebagai berikut : 
 

a. Menyiapkan rencana kegiatan bidang kesehatan kelaurga dan gizi 

masyarakat sesuai, permasalahan dan kebijakan sebagai bahan 

penyusunan Renstra SKPD. 
 

b. Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional 

kesehatan keluarga dan gizi masyarakat. 
 

c. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi) perumusan dan 

penyusunan pedoman pelaksanaan, koordinasi dan pengawasan dalam 

penerapan upaya pelayanan kesehatan keluarga, meliputi kesehatan ibu 

dan bayi baru lahir, kesehatan Balita dan anak pra sekolah, kesehatan 

anak usia sekolah dan remaja, kesehatan usia subur, kesehatan usia lanjut 

serta perawatan kesehatan masyarakat. 
 

d. Menyiapkan rumusan pedoman pelaksanaan serta koordinasi dalam 

penerapan standardisasi pelayanan kesehatan keluarga yang akan 

dilaksanakan oleh masyarakat. 
 

e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam penerapan standardisasi 

pelayanan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat. 
 

f. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi) perumusan dan 

penyusunan pedoman pelaksanaan serta koordinasi dalam penetapan 

standardisasi dan sertifikasi teknologi pelayanan gizi yang meliputi: 

pelayanan gizi makro, pelayanan gizi mikro, pelayanan gizi institusi, 

pembinaan konsumsi makanan, kewaspadaan pangan dan gizi serta 

jaringan informasi pangan dan gizi. 

g. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi) perumusan dan 

penyusunan pedoman pelaksanaan serta koordinasi dalam penerapan 

standardisasi pelayanan gizi yang dilaksanakan oleh masyarakat. 

h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan standardisasi dan 

sertifikasi teknologi pelayanan gizi. 
 

i. Fasilitasi pelaksanaan pelayanan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat. 

j. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan/tugasnya secara jelas, 

rinci, sistematis dan tepat agar dapat dipahami dan dilaksanakan dengan 

sebaik-baiknya. 

k. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja dan kapasitas. 
 

l. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas. 
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m. Melaporkan pelaksanaan tugas baik secara lisan maupun tertulis kepada 

atasan. 

 

Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan mempunyai Uraian 

Tugas sebagai berikut : 
 

a. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan 

kebijakan sebagai bahan penyusunan Renstra SKPD. 

b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan Renstra SKPD. 

c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan/tugasnya secara jelas, 

rinci, sistematis dan tepat agar dapat dipahami dan dilaksanakan dengan 

sebaik-baiknya. 

d. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi) perumusan dan 

penyusunan pedoman pelaksanaan, koordinasi dan pengawasan dalam 

penerapan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan 

masyarakat. 

e. Menyiapkan rumusan pedoman pelaksanaan serta koordinasi dalam 

penerapan standardisasi promosi kesehatan dan pemberdayaan 

kesehatan masyarakat. 

f. Melaksanakan kampanye serta penyebar luasan informasi mengenai 

program kesehatan dan pola hidup bersih & sehat kepada masyarakat 

melalui organisasi masyarakat, instansi pemerintah dan swasta baik skala 

Provinsi maupun Kab/Kota. 

g. Mengembangkan metode dan teknologi komunikasi tepat guna dan tepat 

sasaran untuk meningkatkan penetrasi penyebar luasan program promosi 

kesehatan. 
 

h. Menyiapkan rumusan pedoman dan melaksanakan kemitraan dengan 

mitra kerja dan pembimbingan dalam upaya meningkatkan promosi 

kesehatan dan pencapaian Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 

i. Menyiapkan rumusan pedoman dan melaksanakan bimbingan 

pengembangan pengobatan tradisional. 
 

j. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk 

mengetahui kinerja bawahan. 

k. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja dan kapasitas. 
 

l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana dan 

realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan 

permasalahan yang dihadapi serta alternatif pemecahan masalahnya. 
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m. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan kegiatan dengan 

melakukantelaahan yang mendalam serta berkonsultasi dengan pihak 

terkait. 

n. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas. 

o. Melaporkan pelaksanaan tugas baik secara lisan maupun tertulis kepada 

atasan. 

 

Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga 

mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut : 
 

a. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan 

kebijakan sebagai bahan penyusunan Renstra SKPD. 

b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan Renstra SKPD. 

c. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi) perumusan dan 

penyusunan pedoman penyehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah 

raga. 

d. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi) pengkoordinasian, 

monitoring dan evaluasi penyehatan lingkungan dan penyehatan air lintas 

Kabupaten/Kota, kesehatan kerja dan olah raga. 

e. Melaksanakan pembinaan teknis operasional penyehatan lingkungan 

kesehatan kerja dan olah raga. 

f. Melaksanakan pemetaan pencemaran lingkungan yang berpotensi 

mengganggu kesehatan lingkungan. 

g. Melaksanakan koordinasi pembinaan lintas program dan lintas sektor 

dalam upaya penyehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga. 

h. Melaksanakan pemantauan kesehatan lingkungan pra dan pasca bencana 

serta sanitasi daerah. 

i. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan/tugasnya secara jelas, 

rinci, sistematis dan tepat agar dapat dipahami dan dilaksanakan dengan 

sebaik-baiknya. 

j. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan 

kebijakan sebagai bahan penyusunan Renstra SKPD. 

k. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan Renstra SKPD. 

l. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan/tugasnya secara jelas, 

rinci, sistematis dan tepat agar dapat dipahami dan dilaksanakan dengan 

sebaik-baiknya. 

m. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan dalam pengembangan kawasan. 
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n. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk 

mengetahui kinerja bawahan. 

o. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas. 

p. Melaporkan pelaksanaan tugas baik secara lisan maupun tertulis kepada 

atasan. 

 

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai Uraian 

Tugas sebagai berikut : 

a. Mengarahkan bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan 

pegendalian penyakit Menular dan pencegahan dan pegendalian penyakit 

tidak menular serta kesehatan jiwa menyusun rencana kegiatan Bidang 

sesuai dengan Renstra dan Renja Dinas Kesehatan Kalimantan Utara. 

b. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Surveilans dan 

Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan 

Jiwa. 

c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Surveilans dan 

Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesesehatan 

Jiwa. 

d. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Surveilans dan 

Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan 

Jiwa. 

e. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang Surveilans dan Imunisasi, 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa. 

f. Mendistribusikan tugas kepada para Kasubbid dibawahnya dengan 

disposisi yang jelas, rinci, sistematis dan tepat agar dapat dipahami dan 

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 

g. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan program dengan mengadakan 

konsolidasi secara periodik dalam rangka penemuan masalah secara dini 

dan pemecahan masalahnya. 

h. Mengkoordinasikan pelaksanaan kerja sama dengan selalu menegakkan 

standardisasi pelaksanaan program dengan sistem keterbukaan. 

i. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk 

mengukur kinerja bawahan dalam upaya peningkatan kapasitas bawahan. 
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j. Melakukan pembinaan pegawai dengan memantau, menegur, 

mengarahkan agar dapat dicapai hasil kerja yang optimal. 

k. Mengevaluasi pelaksanaan program dengan membandingkan rencana 

dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan 

permasalahan/kendala yang dihadapi serta menyusun upaya-upaya 

penyelesaian masalahnya. 

l. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya. 

m. Melaporkan seluruh pelaksanaan program baik secara tertulis maupun 

lisan untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan Kepala Dinas. 

 

Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai Uraian Tugas sebagai 

berikut : 
 

a. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan bidang 

kesehatan surveilans dan imunisasi dan kebijakan sebagai bahan 

penyusunan Renstra SKPD. 

b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan surveilans 

dan imunisasi berdasarkan Renstra SKPD. 

c. Mengkoordinasikan, Merumuskan pedoman pelaksanaan kebijakan 

operasinal pengelolaan surveilans dan imunisasi dikabupaten/kota wilayah 

Kalimantan Utara. 

d. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan/tugasnya secara jelas, 

rinci, sistematis dan tepat agar dapat dipahami dan dilaksanakan dengan 

sebaik-baiknya. 

e. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi) perumusan dan 

penyusunan pedoman pelaksanaan surveilans dan imunisasi . 

f. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi) perumusan dan 

penyusunan rencana surveilans dan imunisasi. 

g. Melaksanakan bimbingan serta evaluasi surveilans dan imunisasi. 

h. Melaksanakan penanggulangan vektor dan binatang perantara menular 

penyakit skala Provinsi. 

i. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk 

mengetahui kinerja bawahan. 

j. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja dan kapasitas. 

k. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana dan 

realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan 

permasalahan yang dihadapi serta alternatif pemecahan masalahnya. 
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l. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan kegiatan dengan 

melakukantelaahan yang mendalam serta berkonsultasi dengan pihak 

terkait. 

m. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas. 

n. Melaporkan pelaksanaan tugas baik secara lisan maupun tertulis kepada 

atasan. 

 

Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai 

Uraian Tugas Jabatan sebagai berikut : 

a. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan 

kebijakan sebagai bahan penyusunan Renstra SKPD. 

b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan Renstra SKPD. 

c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan/tugasnya secara jelas, 

rinci, sistematis dan tepat agar dapat dipahami dan dilaksanakan dengan 

sebaik-baiknya. 

d. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi) perumusan dan 

penyusunan pedoman pelaksanaan,pengamatan masalah 

Pencegahan dan pengendalian penyakit  menular. 

e. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi) penyusunan 

perencanaan dan melaksanakan tindakan preventif pengendalian penyakit 

menular. 

f. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan serta analisis data pengendalian 

penyakit menular. 

g. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian penyakit menular dengan 

kunjungan ke lapangan serta pemetaan potensi munculnya penyakit 

menular. 

h. Melaksanakan penyelidikan kemungkinan terjadi bencana dan upaya 

penanggulangannya termasuk faktor risikonya. 

i. Fasilitasi kegiatan penanganan pengendalian penyakit menular di Provinsi 

Kalimantan Utara. 

j. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pecegahan dan 

pengendalian penyakit menular. 

k. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk 

mengetahui kinerja bawahan. 

l. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja dan kapasitas. 
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m. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana dan 

realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan 

permasalahan yang dihadapi serta alternatif pemecahan masalahnya. 

n. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan kegiatan dengan 

melakukantelaahan yang mendalam serta berkonsultasi dengan pihak 

terkait. 

o. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas. 

p. Melaporkan pelaksanaan tugas baik secara lisan maupun tertulis kepada 

atasan. 

 

Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa 

mempunyai Uraian Tugas Jabatan sebagai berikut : 

a. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan 

kebijakan sebagai bahan penyusunan Renstra SKPD. 

b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan Renstra SKPD. 

c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan/tugasnya secara jelas, 

rinci, sistematis dan tepat agar dapat dipahami dan dilaksanakan dengan 

sebaik-baiknya. 

d. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi) perumusan dan 

penyusunan pedoman pelaksanaan, pengamatan masalah pengendalian 

penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa. 

e. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi) penyusunan 

perencanaan dan melaksanakan tindakan preventif pengendalian penyakit 

tidak menular dan kesehatan jiwa. 

f. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan serta analisis data pengendalian 

penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa. 

g. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian penyakit tidak menular dan 

kesehatan jiwa dengan kunjungan ke lapangan serta pemetaan potensi 

munculnya penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa di Provinsi 

Kalimantan Utara. 

h. Fasilitasi kegiatan penanganan pengendalian penyakit tidak menular dan 

kesehatan jiwa. 

i. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian 

penyakit tidak menular dan Kesehatan Jiwa 

j. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas. 

k. Melaporkan pelaksanaan tugas baik secara lisan maupun tertulis kepada 

atasan. 
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Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai Uraian 

Tugas Jabatan  sebagai berikut : 

a. Mengarahkan penyusunan rencana kegiatan seksi sesuai tugas, kebijakan, 

permasalahan dan target dengan membimbing dan mengarahkan agar 

dapat tersusun rencana kegiatan yang akuntabel dan dapat terlaksana. 

b. Menyusun rencana program dengan mengkompilasi usulan semua Sub 

Bidang dan menentukan skala prioritas untuk bahan perumusan Renstra 

SKPD Dinas Kesehatan. 

c. Menyusun rencana pelaksanaan program tahunan dengan mengkompilasi 

rencana pelaksanaan program semua Sub Bidang yang telah ditentukan 

skala prioritasnya agar dapat dicapai realisasi fisik dan keuangan yang 

maksimal. 

d. Mendistribusikan tugas kepada para Kaseksi dibawahnya dengan 

disposisi yang jelas, rinci, sistematis dan tepat agar dapat dipahami dan 

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 

e. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan program dengan mengadakan 

konsolidasi secara periodik dalam rangka penemuan masalah secara dini 

dan alternatif pemecahan masalahnya. 

f. Mengendalikan pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional 

Bidang Pelayanan Kesehatan dan SDK dengan memberikan bimbingan, 

arahan dan pengawasan yang intensif. 

g. Mengkoordinasikan pelaksanaan kerja sama dengan senantiasa 

menegakkan standardisasi pelaksanaan pekerjaan dan keterbukaan guna 

pencapaian program yang optimal. 

h. Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan pelayanan kesehatan, 

Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan 

dengan mengumpulkan, menghimpun dan mengolah bahan-bahan 

berkenaan agar proses koordinasi menjadi lebih fokus. 

i. Menyiapkan dan menyusun pedoman pelaksanaan pelayanan kesehatan, 

Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan , 

dengan mengumpulkan, menghimpun dan mengolah bahan-bahan 

berkenaan agar dapat dituangkan menjadi pedoman. 

j. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian pelayanan kesehatan, 

Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan 

dengan melakukan kunjungan lapangan, rapat-rapat, fasilitasi dan 

sosialisasi agar dapat dicapai hasil optimal. 
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k. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk 

mengukur kinerja bawahan dalam upaya peningkatan kapasitas bawahan. 

l. Melakukan pembinaan pegawai dengan memantau, menegur, 

mengarahkan agar dapat dicapai hasil kerja yang optimal. 

m. Mengevaluasi pelaksanaan program dengan membandingkan rencana 

dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan 

permasalahan/kendala yang dihadapi serta menyusun upaya-upaya 

penyelesaian masalahnya. 

n. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan program dengan 

memperhatikan hasil evaluasi, guna lebih meningkatkan kualitas 

pelaksanaan dan pengembangan program. 

o. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya. 

p. Melaporkan seluruh pelaksanaan program baik secara tertulis maupun 

lisan kepada atasan. 

 

Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut: 

a. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan 

kebijakan sebagai bahan penyusunan Renstra SKPD. 

b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan Renstra SKPD. 

c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan/tugasnya secara jelas, 

rinci, sistematis dan tepat agar dapat dipahami dan dilaksanakan dengan 

sebaik-baiknya. 

d. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi) perumusan dan 

penyusunan pedoman pelaksanaan, koordinasi dan pengawasan dalam 

penerapan upaya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. 

e. Menyelia kegiatan operasional di bidang Pelayanan Kesehatan Primer, 

Pelayanan Kesehatan Rujukan, termasuk peningkatan mutunya dan 

pelayanan kesehatan tradisional. 

f. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pelayanan 

Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, termasuk peningkatan 

mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional 

g. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi, di bidang Pelayanan Kesehatan 

Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, termasuk peningkatan mutunya 

dan pelayanan kesehatan tradisional 

h. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan 

Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, termasuk peningkatan mutunya 

dan pelayanan kesehatan tradisional 
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i. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk 

mengetahui kinerja bawahan. 

j. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja dan kapasitas. 

k. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana dan 

realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan 

permasalahan yang dihadapi serta alternatif pemecahan masalahnya. 

l. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan kegiatan dengan 

melakukantelaahan yang mendalam serta berkonsultasi dengan pihak 

terkait. 

m. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas. 
 

n. Melaporkan pelaksanaan tugas baik secara lisan maupun tertulis kepada 

atasan. 

 

Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai Uraian Tugas 

sebagai berikut: 

a. Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan 

kebijakan sebagai bahan penyusunan Renstra SKPD. 

b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan Renstra SKPD. 

c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan/tugasnya secara jelas, 

rinci, sistematis dan tepat agar dapat dipahami dan dilaksanakan dengan 

sebaik-baiknya. 

d. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi) penyusunan rumusan 

pedoman pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan farmasi komunitas, 

farmasi klinik dan kerja sama profesi. 

e. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi) penyusunan rumusan 

pedoman pelaksanaan kebijakan di bidang penggunaan obat tradisional 

dan essensial Nasional. 

f. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi) penyusunan rumusan 

pedoman pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan dan pengelolaan 

obat public untuk pelayanan Kesehatan dasar serta pengadaan alat dan 

perbekalan Kesehatan skala Provinsi dan lintas Kabupaten/Kota. 

g. Menyelia (membimbing, mengarahkan, mengawasi) penyusunan rumusan 

pedoman pelaksanaan kebijakan di bidang penggunaan obat asli 

Indonesia, produk simplisia obat asli Indonesia, UKM obat asli Indonesia 

serta pengembangannya. 

e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan koordinasi, 

pembinaan dan pengendalian teknis produksi, pengadaan, distribusi 
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dan penggunaan obat, obat tradisional, kosmetika, alat dan perbekalan 

Kesehatan serta PKRT, makanan & minuman, zat adiktif, narkotika dan 

bahan berbahaya skala Provinsi. 

i. Melaksanakan pengawasan terhadap alat dan perbekalan Kesehatan 

termasuk perbekalan Kesehatan rumah tangga (PKRT). 

j. Melaksanakan pengelolaan (meliputi perencanaan, pengadaan 

penyimpanan, pendistribusian, monitoring, evaluasi dan pelaporan) obat, 

alat dan perbekalan Kesehatan bagi pelayanan Kesehatan skala Provinsi. 

k. Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk 

mengetahui kinerja bawahan. 

l. Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja dan kapasitas. 

m. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana dan 

realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan 

permasalahan yang dihadapi serta alternatif pemecahan masalahnya. 

n. Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan kegiatan dengan 

melakukan telaahan mendalam serta berkonsultasi dengan pihak terkait. 

o. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas. 

p. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan dan atau tertulis kepada 

atasan. 

 

Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai UraianTugas 

sebagai berikut : 

a. Menyiapkan penyusunan rencana kegiatan bidang SDMK sesuai tugas, 

kebijakan, permasalahan dan target. 

b. Menyusun rencana program perumusan kebijakan operasional di bidang 

Sumber Daya Manusia Kesehatan. 

c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Sumber Daya 

Manusia Kesehatan. 

d. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di di bidang Sumber Daya 

Manusia Kesehatan. 

e. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang Sumber Daya Manusia 

Kesehatan. 

f. Mendistribusikan tugas kepada para dibawahnya dengan disposisi yang 

jelas, rinci, sistematis dan tepat agar dapat dipahami dan dilaksanakan 

dengan sebaik-baiknya. 

g. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan program dengan mengadakan 

konsolidasi secara periodik dalam rangka penemuan masalah secara dini 
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dan alternatif pemecahan masalahnya di bidang sumber daya manusia 

kesehatan. 

h. Merencanakan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan di 

fasilitas kesehatan. 

i. Menyelia (merencanakan, mengusulkan dan mengevaluasi) peneribitan 

lisensi praktek, STR bagi tenaga kesehatan. 

j. Merumuskan, merencanakan upaya peningkatan sumber daya manusia 

kesehatan (pendidikan fomal dan non formal lainya) sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

k. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas. 

l. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan dan tertulis kepada atasan. 

 

Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesehatan pada Dinas 

Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara dibentuk UPT Instalasi Farmasi sebagai 

unit pengelola obat atau unit pengelola teknis yang mengelola obat dan 

perbekalan kesehatan untuk mendukung ketersediaan obat dalam pelayanan 

kesehatan dasar. Dalam melaksanakan tugas UPT Instalasi Farmasi mempunyai 

fungsi sebagai berikut : 

a. Pelaksanaan analisa kebutuhan obat, perbekalan kesehatan untuk semua 

unit pelayanan Dinas Kesehatan; 

b. Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian obat, 

perbekalan kesehatan; 

c. Penyiapan, pencatatan dan pelaporan mengenai persediaan obat dan 

perbekalan kesehatan 

d. Pengamatan terhadap mutu dan khasiat obat secara umum baik yang ada 

dalam persediaan maupun yang akan di distribusikan; 

e. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan obat, perbekalan kesehatan untuk 

seluruh Dinkes Kabupaten/Kota; 

f. Pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan urusan 

dalam/rumah tangga; dan 

g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai 

peraturan yang berlaku. 

 

Susunan organisasi UPT Instalasi Farmasi terdiri dari : 

Kepala UPT Instalasi Farmasi mempunyai UraianTugas sebagai berikut: 

a. Menyusun analisa kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan 

Kabupaten/Kota; 
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b. Melaksanakan kegiatan seleksi obat dan memberikan inforrmasi mengenai 

obat dan perbekalan kesehatan Kabupaten/Kota; 

c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pendistribusian obat dan 

perbekalan kesehatan  ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; 

d. Membuat laporan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan; 

e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi ketersediaan obat dan perbekalan 

kesehatan; 

f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai 

denga peraturan yang berlaku. 

 

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai UraianTugas sebagai berikut: 

a. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan UPT; 

b. Menyelenggarakan urusan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi; 

c. Mengelola urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventarisasi UPT; 

d. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan, kepegawaian dan 

umum; 

e. melaksanakan teknis administrasi kepala UPT; 

f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan program kegiatan UPT sesuai 

dengan peraturan yang berlaku; dan 

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
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GAMBAR 2.1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN 

PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data :  Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan  

                          Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021  
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GAMBAR 2.2STRUKTUR ORGANISASI UPT INSTALASI FARMASI 

   PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber Data :  Peraturan Gubernur Kalimantan Utara 

Nomor 12 Tahun 2018 
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Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 30 Tahun 2019 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Utara adalah 

Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan (Kelas B) di Tarakan. Rumah Sakit Umum 

Daerah Provinsi Kalimantan Utara berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas 

Gubernur di bidang pelayanan kesehatan yang bersifat spesifik dan berbentuk 

Lembaga Teknis. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Utara mempunyai 

tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang 

pelayanan kesehatan paripurna, pendidikan dan pelatihan. 
 

Untuk menyelenggarakan tugas, Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan 

mempunyai fungsi: 

 
a. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan paripurna, pendidikan 

dan penelitian sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh 

Pemerintah Daerah; 
 

b. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian 

kebijakan bidang pelayanan kesehatan paripurna, pendidikan dan penelitian; 
 

c. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian urusan 

umum dan keuangan; 
 

d. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian pelayanan 

bidang medik dan keperawatan; 
 

e. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi, pengendalian, penunjang 

dan pengembangan sumber daya manusia serta peningkatan mutu; 
 

f. pembinaan kelompok jabatan fungsional; 
 

g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang 

tugas dan fungsinya. 

 

Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Utara 

terdiri atas :  

a. Direktur; 

b. Wakil Direktur Umum, membawahkan : 

1. Bagian Perencanaan, membawahkan : 

a) Sub Bagian Penyusunan Program; 

b) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi. 

2. Bagian Sekkretariat, membawahkan : 

a) Sub Bagian Tata Usaha dan Hukum; 

b) Sub Bagian Rumah Tangga; 
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c) Sub Bagian Humas, Pemasaran dan Kerjasama. 

3. Bagian Organisasi, Kepegawaian dan Diklit, membawahkan : 

a) Sub Bagian Organisasi, Admnistrasi dan Mutasi Pegawai; 

b) Sub Bagian Diklat, Penelitian dan Perpustakaan. 

c. Wakil Direktur Pelayanan, membawahkan : 

1. Bidang Pelayanan Medik, membawahkan : 

a) Seksi Sumber Daya Pelayanan Medik; 

b) Seksi Mutu Pelayanan Medik. 

2. Bidang Pelayanan Keperawatan, membawahkan : 

a) Seksi Sumber Daya Pelayanan Keperawatan; 

b) Seksi Mutu Pelayanan Keperawatan. 

3. Bidang Pelayanan Penunjang, membawahkan : 

a) Seksi Sumber Daya Pelayanan Penunjang; 

b) Seksi Mutu Pelayanan Penunjang. 

4. Instalasi Pelayanan, terdiri atas: 

a) Instalasi Rawat Jalan; 

b) Instalasi Rawat Inap; 

c) Instalasi Rawat Darurat; 

d) Instalasi Perawatan Intensif; 

e) Instalasi Bedah Sentral; 

f) Instalasi Anestesi; 

g) Instalasi Sterilisasi dan Laundry; 

h) Instalasi Farmasi; 

i) Instalasi Radiologi; 

j) Instalasi Patologi Klinik; 

k) Instalasi Patologi Anatomi; 

l) Instalasi Gizi; 

m) Instalasi Rehabilitasi Medik; 

n) Instalasi Kedkteran Kehakiman; 

o) Instalasi Pengolah Data Elektronik; 

p) Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (IPSRS); 

q) Instalasi Kesehatan Lingkungan dan Limbah; 

r) Instalasi Keselamatan Kerja (K3); 

s) Instalasi Bank Darah; 
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d. Wakil Direktur Keuangan, membawahkan : 

1. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, membawahkan : 

a) Seksi Penyusunan dan Evaluasi Anggaran; 

b) Seksi Perbendaharaan dan Penatausahaan Pengeluaran . 

2. Bidang Akuntansi, membawahkan : 

a) Seksi Akuntansi Keuangan; 

b) Seksi Manajemen Akuntansi. 

3. Bidang Pengelolaan Pendapatan, membawahkan : 

a) Seksi Pengembangan Pendapatan; 

b) Seksi Penatausahaan Pendapatan; 

e. Komite, terdiri atas : 

1. Komite Hukum dan Etik; 

2. Komite Medik; 

3. Komite Keperawatan; 

4. Komite Pengendalian Pencegahan Infeksi / Pasie Safety. 

f. Satuan Pengawas Intern (SPI); 

g. Staf Medik Fungsional (SMF); 

h. Dewan Pengawas 

i. Jabatan Fungsional 
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DEWAN PENGAWAS

BAGIAN 

PERENCANAAN                   
BAGIAN SEKRETARIAT                              

BAGIAN ORGANISASI, 

KEPEGAWAIAN DAN 

DIKLIT                                               

BIDANG ANGGARAN & 

PERBENDAHARAAN                         
BIDANG AKUNTANSI 

BIDANG PENGELOLAAN 

PENDAPATAN                                       
BIDANG PELAYANAN MEDIK                          

BIDANG PELAYANAN 

KEPERAWATAN

BIDANG PELAYANAN 

PENUNJANG                     

SUBBAGIAN 

PENYUSUNAN 

PROGRAM                                         

SUBBAGIAN TATA 

USAHA DAN HUKUM

SUBBAGIAN ORGANISASI, 

ADMINISTRASI & MUTASI 

PEGAWAI

SEKSI PENYUSUNAN & 

EVALUASI ANGGARAN                                       

SEKSI AKUNTANSI 

KEUANGAN                               

SEKSI PENGEMBANGAN 

PENDAPATAN                                             

SEKSI SUMBER DAYA 

PELAYANAN MEDIK                                                                        

SEKSI SUMBER DAYA 

PELAYANAN KEPERAWATAN                                                                      

SEKSI SUMBER DAYA 

PELAYANAN PENUNJANG                                                                             

SUBBAGIAN 

MONITORING                         

DAN EVALUASI                                                           

SUBBAGIAN RUMAH 

TANGGA                                 

SUB BAG 

DIKLAT,PENELITIAN 

DAN PERPUSTAKAAN

SEKSI 

PERBENDAHARAAN & 

PENATAUSAHAAN 

PENGELUARAN                                             

SEKSI AKUNTANSI 

SEKSI 

PENATAUSAHAAN 

PENDAPATAN                                     

SEKSI MUTU PELAYANAN 

MEDIK                                                 

SEKSI MUTU PELAYANAN 

KEPERAWATAN                                   

SEKSI MUTU PELAYANAN 

PENUNJANG                                                           

SUBBAGIAN HUMAS, 

PEMASARAN & 

KERJASAMA RS                                                      

RAWAT JALAN CSSD & LAUNDRY KEDOKTERAN KEHAKIMAN

RAWAT INAP RADIOLOGI REHABILITASI MEDIK

GAWAT DARURAT FARMASI REKAM MEDIK

BEDAH SENTRAL PATOLOGI KLINIK BANK DARAH

ANESTESI & REANIMASI PATOLOGI ANATOMI

PERAWATAN INTENSIF GIZI

DIREKTUR                                                                                                                                          

KELOMPOK 

JABATAN 

FUNGSIONAL

INSTALASI INSTALASIKOMITE-KOMITE :

KOMITE MEDIK

KOMITE KEPERAWATAN

KOMITE TENAGA KESEHATAN LAINNYA

KOMITE ETIK & HUKUM

KOMITE PENCEGAHAN & 

PENGENDALIAN INFEKSI

KOMITE  MUTU DAN KESELAMATAN 

PASIEN

KOMITE PPRA

PENGOLAHAN DATA 

ELEKTRONIK
LOGISTIK

KOMITE FARMASI & TERAPI

SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL

STAF MEDIS FUNGSIONAL

STAF KEPERAWATAN FUNGSIONAL

KESEHATAN LINGKUNGAN 

& K3

PEMELIHARAAN SARANA 

RS

WADIR UMUM WADIR KEUANGAN WADIR PELAYANAN

GAMBAR 2.3 STRUKTUR ORGANISASI RSUD TARAKAN 

PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sumber Data :  Lampiran Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 30 Tahun 2019  

             Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah 
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2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 
 

2.2.1. Sumber Daya Aparatur Dinas Kesehatan dan UPTD Dinas 

Kesehatan (RSUD Tarakan) 
 

Sumber daya manusia adalah merupakan unsur yang paling menentukan 

dalam proses pembangunan, khususnya Sumber Daya Aparatur yang merupakan 

mesin penggerak berjalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan 

kepada masyarakat. 

Komposisi pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 2.1   Kualifikasi Pendidikan di Dinas Kesehatan 

No. 
Kualifikasi Pendidikan 

Gender Jumlah 

Pria Wanita  

1. SD 1 - 1 

2. SLTP 1 - 1 

3. SLTA 11 4 15 

4. Diploma satu (D1) - - - 

5. Diploma Tiga (D3) 2 19 21 

6. Sarjana (S-1/D-4) 28 38 66 

7. Pasca Sarjana (S-2) 8 2 10 

Jumlah 51 63 114 

  Sumber Data : Dinas Kesehatan Kaltara Tahun 2021 
 
 
 

Tabel 2.2   Pangkat dan Golongan di Dinas Kesehatan 

No. Pangkat dan Golongan 
Gender 

Jumlah 
Pria Wanita 

1 I/a Juru Muda - - - 

2 I/b Juru Muda Tk. I - - - 

3 I/c Juru - - - 

4 I/d Juru Tk. I - - - 

5 II/a Pengatur Muda - - - 

6 II/b Pengatur Muda Tk. I 1 - 1 

7 II/c Pengatur - 8 8 

8 II/d Pengatur Tk. I - - - 

9 III/a Penata Muda 3 9 12 

10 III/b Penata Muda Tk. I 4 11 15 

11 III/c Penata - 2 2 

12 III/d Penata Tk. I 6 4 10 

13 IV/a Pembina 3 1 4 

14 IV/b Pembina Tk. I 1 - 1 

15 IV/c Pembina Utama Muda 1 - 1 

16 IV/d Pembina Utama Madya - - - 
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Sumber Data : Dinas Kesehatan Kaltara Tahun 2021 
 

 

                 Tabel 2.3   Pejabat Struktural dan Fungsional (PNS) Dinas Kesehatan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Sumber Data : Dinas Kesehatan Kaltara Tahun 2021 
 
  

Rincian jumlah pegawai RSUD Tarakan disajikan dalam Tabel 2.4 sampai 

dengan Tabel 2.7 sebagai berikut: 

 

Tabel 2.4   Data Pegawai dan Kualifikasi Pendidikan  

RSUD Tarakan Tahun 2021 

No. 
Kualifikasi Pendidikan 

Gender Jumlah 

Pria Wanita  

1 SD 7 5 12 

2 SLTP 12 9 21 

3 SLTA 154 118 272 

4 Diploma satu (D1) 1 7 8 

5 Diploma Tiga (D3) 161 381 542 

6 Sarjana (S-1/D-4) 131 227 358 

7 Pasca Sarjana (S-2) 32 27 59 

Jumlah 498 774 1272 

 
Sumber Data : UPTD RSUD TarakanTahun 2020 

 
 
 
 
 
 
 

17 IV/e Pembina Utama - - - 

18 PTT 25 35 60 

Jumlah 51 63 114 

No. Struktural & Fungsional 
Gender 

Jumlah 
Pria Wanita 

1 Eselon II.A 1 - 1 

2 Eselon III.A 3 - 3 

3 Eselon IV.A 6 4 10 

4 Fungsional Kesehatan - 6 6 

5 Non Struktural/Fungsional 9 25 34 

Jumlah 19 35 54 
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Tabel 2.5   Pangkat Golongan UPTD RSUD Tarakan 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sumber Data : UPTD RSUD Tarakan Tahun 2020 
 

Tabel 2.6   Pejabat Struktural dan Fungsional (ASN) 

UPTD RSUD Tarakan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sumber Data : UPTD RSUD Tarakan Tahun 2020 
 

Komposisi jabatan dalam struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah 

Tarakan Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan 

Utara Nomor 54 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit 

Daerah Provinsi Kalimantan Utara adalah 1 (satu) orang Eselon II.A, 3 (tiga) orang 

Eselon III.A, 8 (delapan) orang Eselon III.B, dan 17 (tujuh belas) orang pejabat 

dengan Eselon IV.A. 

 

No. Pangkat dan Golongan 
Gender Jumlah 

Pria Wanita  

1 I/a Juru Muda - - - 

2 I/b Juru Muda Tk. I - 1 1 

3 I/c Juru 1 2 3 

4 I/d Juru Tk. I 3 3 6 

5 II/a Pengatur Muda 3 4 7 

6 II/b Pengatur Muda Tk. I 11 4 15 

7 II/c Pengatur 33 73 106 

8 II/d Pengatur Tk. I 27 42 69 

9 III/a Penata Muda 26 80 106 

10 III/b Penata Muda Tk. I 38 74 112 

11 III/c Penata 15 35 50 

12 III/d Penata Tk. I 32 48 80 

13 IV/a Pembina 11 9 20 

14 IV/b Pembina Tk. I 7 2 9 

15 IV/c Pembina Utama Muda 1 1 2 

16 IV/d Pembina Utama Madya 2 2 4 

17 IV/e Pembina Utama - - - 

18 Tenaga BLUD 292 390 682 

Jumlah 502 770 1272 

No. Struktural & Fungsional 
Gender 

Jumlah 
Pria Wanita 

1 Eselon II.A 1 - 1 

2 Eselon III.A 8 2 10 

3 Eselon IV.A 8 6 14 

4 Fungsional Kesehatan 261 566 827 

5 Non Struktural/Fungsional 221 199 420 

Jumlah 499 773 1272 
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Tabel 2.7   Data Pejabat Struktural RSUD Tarakan  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data : UPTD RSUD Tarakan Tahun 2020 

 
 
 
2.2.2. Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan dan UPTD Dinas    

 
Kesehatan(RSUD Tarakan) 

 
Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, 

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara dilengkapi dengan sarana dan 

prasarana berupa : 

 
Tabel 2.8.a Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kaltara Tahun 2021 
 

NO. Jabatan Struktural JUMLAH 
   

1. Eselon II.B - 
   

2.   Eselon III.A 2 
   

3.   Eselon III.B 8 
   

4.   Eselon IV.A 15 

   

 Jumlah 25 
   

No. Kendaraan Roda Empat (4) Jumlah 
   

1. Kijang Inova 1 

   

2. Avanza 1 

   

3. Hilux Double Cabin 4x4 4 

   

4. Hilux Singel Cabin 1 
   

5. Rush 4 

   

 Kendaraan Roda Dua (2)  
   

1. Sepeda Motor 19 

   

 Jumlah 30 

   



37 
 

 
 

Tabel 2.8.b  Jumlah Sarana dan Prasarana UPTD RSUD Tarakan 

RODA 4 

Jenis Kendaraan Tipe/Merk Kendaraan 

Mopen/Minibus Ambulance LUXIO 1.5 X M/T S402RG-ZMXFJJ  
1.495 cc 

Mopen/Minibus Ambulance DAIHATSU S401RV-ZMDEJJ HJ  
1.298 cc 

Mopen/JEEP DAIHATSU TAFT T.DSL F50 RV 
2530 HT 2.530 cc SOLAR 

Mini Tap Biru Daihatsu 

Mini Tap Biru Daihatsu 

Mini Tap Biru Daihatsu 

Mopen/Minibus MITSUBISHI Colt L.300 1400 cc ISI 
SILINDER 1.597 CC 

Mopen/Minibus MITSUBISHI Colt L.300 SOLAR 
2.346 cc ISI SILINDER 2.477 CC 

Mopen/Ambulance MITSUBISHI Colt DX L.300/1600 
cc ISI SILINDER 1.597 CC 

Mopen/Minibus MITSUBISHI L300  ISI SILINDER 
1600 cc 

Mopen/Ambulance MITSUBISHI COLT L300 ( 1400 ) 
1.597 cc 

Mopen/Ambulance MITSUBISHI L300 DIESEL   
SOLAR  ISI SILINDER  2.477 cc 

Mopen/Ambulance MITSUBISHI / L300GB  1400cc ISI 
SILINDER 1.597 CC 

Mopen/Mikrobus TOYOTA DYNA RINO BY 43 ( 6 
Ban ) ISI SILINDER 3.660 CC     
SOLAR 

Moben/Pick Up TOYOTA LF 60 SOLAR ISI 
SILINDER 2.446 CC 

Moben/Pick Up TOYOTA/RH 11 1587 cc 

Mopen/SEDAN TOYOTA/SOLUNA 1500  ISI 
SILINDER 1498 CC 

Mopen/Minibus TOYOTA/KF 70 1781 cc 

Mopen/Minibus TOYOTA AVANZA 1300 G ( 
F601RM-GMMFJJ ) ISI SILINDER 
1.298 CC 

Mopen / Kijang Toyota 

Mopen / Kijang Toyota 1781 CC 

Mopen / Kijang Toyota  1781 CC 

Mopen / Kijang Toyota 
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Mopen / Kijang Toyota 

Mopen / Kijang Toyota 

Mopen / Kijang Toyota 

Mopen / Kijang Toyota  1781 CC 

Mopen / Kijang Toyota Hitam 

Mobil/Kijang Toyota Innova  1998 CC 

Mobil/Kijang Toyota Innova  1998 CC 

Mobil/Kijang Toyota Innova  1998 CC 

Mobil/Kijang Toyota Innova  1998 CC 

Mobil/Kijang Toyota Innova  1998 CC 

Mobil/Kijang Toyota Innova  1998 CC 

Mobil/Kijang Toyota Innova  1998 CC 

Mobil Pick Up TOYOTA HILUX  2494 CC 

Mopen/Ambulance ISUZU/NHR 55 SOLAR  2.771 CC 

Mopen/Ambulance ISUZU/NHR 55  SOLAR  ISI 
SILINDER  2.771 cc 

Mopen/Ambulance Isuzu Panther  2499 CC 

Moben/Pick Up SUZUKI FUTURA ST 160 ISI 
SILINDER 1.591 CC 

Mopen/Minibus Ambulance SUZUKI 1493 CC 

Mobil Ambulance Suzuki AVP 

Mopen / JEEP JEEP CJ - 7 

Mobil Ambulance HYUNDAI STAREX 2.5 DIESEL 
MT 2497 CC 

Mobil/Kijang AVANZA 1.329 CC 

Mobil/Kijang AVANZA 1.329 CC 

Mobil/Kijang AVANZA 1.329 CC 

Mobil/Kijang AVANZA 1.329 CC 

Mobil/Kijang AVANZA 1.329 CC 

Mobil/Kijang AVANZA 1.329 CC 

Mobil/Kijang AVANZA 1.329 CC 

Mobil/Kijang AVANZA 1.329 CC 

Mobil/Kijang AVANZA 1.329 CC 

Mobil/Kijang AVANZA 1,3 EM/T  

Mobil/Kijang AVANZA 1,3 EM/T  

Mobil/Kijang AVANZA 1,3 EM/T  

Mobil/Kijang AVANZA 1,3 EM/T  

Mobil/Kijang NEW AVANZA 1,3 EM/T VIN 2019  
1329 CC 

Mobil/Kijang NEW AVANZA 1,3 EM/T VIN 2019  
1329 CC 

Mobil/Kijang NEW AVANZA 1,3 EM/T VIN 2019  
1329 CC 
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Untuk peningkatan pelayanan yang lebih optimal maka RSUD Tarakan 

sudah memfungsikan gedung baru dengan jumlah kapasitas tempat tidur yang 

lebih banyak sesuai Surat Keputusan Direktur RSUD Tarakan No. 

YM.02.01.2.1.V.5144. Dengan perubahan ini maka terjadi perubahan yang 

signifikan terhadap peningkatan pelayanan yang ada terlihat dari data sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RODA 3 
 

Jenis Kendaraan Tipe/Merk Kendaraan 

SPD-MTR/RODA 3 KAISAR TRISEDA ISI SILINDER 
149 CC 

SPD-MTR/RODA 3 KAISAR TRISEDA ISI SILINDER 
149 CC 

SEPEDA MOTOR RODA 3 VIAR 

    

RODA 2   

Jenis Kendaraan Tipe/Merk Kendaraan 

SPD-MTR RODA 2 HONDA NF 11A1C M/T ISI 
SILINDER  109 CC 

SPD-MTR RODA 2 HONDA NF 11A1C M/T ISI 
SILINDER 109 CC 

SPD-MTR RODA 2 HONDA NF 11A1C M/T ISI 
SILINDER 109 CC 

SPD-MTR RODA 2 Vespa 

SPD-MTR RODA 2 Yamaha CRYPTON  105 CC 

SEPEDA MOTOR RODA 2 Skuter Honda Beat  108.2 CC 
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Tabel 2.9   Jumlah Tempat Tidur Rawat Inap UPTD RSUD Tarakan 
 

No. 
 

RUANG 
KELAS Jumlah 

VIP I II III Non kls Isolasi Intensif Total 

1 ICU       10 10 

2 PICU       3 3 

3 TULIP/covid      56  56 

4 VIP NI 10       10 

5 DAHLIA    50    50 

6 ANGGREK A   30     30 

7 ANGGREK B  4 16 25    45 

8 ASOKA  30    2  32 

9 MAWAR IBU  5 8 15 2   30 

10 MAWAR BAYI     15   15 

11 ASTER     15   15 

12 FLAMBOYAN/TB 
TERPADU 

    4   
4 

13 TERATAI  1  31 16   48 

 TOTAL 10 40 54 121 52 58 13 348 

 PROSENTASE 
(%) 

3% 11% 16% 35% 15% 17% 4% 
100 % 

            Sumber Data : RSUD Tarakan Provinsi Kaltara Tahun 2021 
 
 

RSUD Tarakan dalam melaksanakan pelayanannya didukung dengan beberapa 

peralatan canggih sebagai berikut: 
 
  

Tabel 2.10 Daftar Peralatan Medis UPTD RSUD Tarakan 
 

No Nama Barang Jumlah 

Kondisi 

Baik 

1 Tiang infus 53 53 

2 Bed patient 125 125 

3 Spirometer/Diagnostic Spirometer 7 6 

4 Tensimeter 64 64 

5 Nebulizer 40 40 

6 Meja Periksa / Tempat tidur periksa / 

Examination Table 31 31 

7 
Pen Light / Lampu Senter 12 12 

8 
Stetoskop/ Stetoskop Dewasa 85 85 

9 
Termometer digital 76 76 

10 X-Ray Film Viewer 29 29 

11 Echo/ Echocardiograph 5 5 

12 Tensimeter Digital 51 51 

13 Timbangan Pasien 10 10 

14 Kursi roda 28 28 

15 Cool box immunization / Cold Chain 

(untuk penyimpan vaksin) 1 1 
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16 Resusitator Anak 6 6 

17 

Examination light / Examination lamp 

/ Lampu periksa / Hanging lamp 18 18 

18 
ECG/EKG/Electrocardiograph 13 13 

19 
Resusitator bayi/neonatus 3 3 

20 Stetoskop bayi 15 15 

21 Timbangan bayi 8 8 

22 Sudip/penekan lidah/Tongue 

depressor 28 28 

23 

Reflex hammer/Palu pengukur reflex 8 8 

24 Vena section 3 3 

26 Stetoskop anak 14 14 

27 Vaccine Refrigerator 1 1 

28 Dressing Trolley 13 13 

29 Timbangan anak 4 4 

30 Aspirator/Vacuum/Suction pump 

portable 6 6 

31 Pemotong GIP manual 2 2 

32 Nierbeken 33 32 

33 Tromol 4 4 

34 Alat pembuka gips 3 3 

35 
Tensimeter Digital / 

Sphygmomanometer Digital dengan 

manset untuk bayi dan anak 5 5 

36 Lampu kepala / head lamp 4 4 

37 Minor Surgery Set 7 7 

38 Hecting set 4 4 

39 
Meja Mayo / Meja instrumen / 

Intrumen table 19 19 

40 Lemari obat kaca 8 8 

41 Gynecological Bed/Obstetric table 

and accessories 17 17 

42 Utility Trolley 16 16 

43 Doppler 14 13 

44 Forcep Biopsi 1 1 

45 Obstetric-gynecologic general 

manual instrument 2 2 

46 Implant Kit 1 1 

47 IUD Kit 1 1 

48 Pap smear kit 1 1 
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49 Sterilisator Portable 1 1 

50 Tampon tang 3 3 

51 USG 3D 3 3 

52 USG Transvaginal 1 1 

53 Timbangan dewasa; 13 13 

54 Bak instrumen 12 12 

55 USG 4D 1 1 

56 

Suction pump/Pompa vakum 

/Vacuum-powered body fluid suction 

apparatus; Suction Pump Mobile 22 22 

57 Lampu sorot 8 8 

58 Tonometer 2 2 

59 
Lensmeter / Lensometer 1 1 

60 Retinoscope 1 1 

61 Biometer A-scan 1 1 

62 Autorefraktometer 1 1 

63 Buku Ishihara-kanehara 2 2 

64 
Contrast Sensitivity Test 1 1 

65 Kampimeter Goldman 1 1 

67 Refrakto keratometer 1 1 

68 Lembar kartu tes baca 1 1 

69 Lup/Kaca Pembesar 2 2 

70 Opthalmoscope direk 1 1 

71 Set dilator punktum 1 1 

72 Slit Lamp 3 3 

73 Snellen test Projector 1 1 

74 Tonometer non-kontak 1 1 

75 Tonometer Schiotz 1 1 

76 USG Mata 1 1 

77 

Laser Fotocoagulasi Glaukoma Set 1 1 

78 
Trial Lens Contact (Fitting) 1 1 

79 
Laser Fotocoagulasi Retina Set 1 1 

80 
Ophthalmic trial lens set 1 1 

81 

Bingkai ujicoba trial lens (trial frame) 2 2 

82 Opthalmoscope indirek 1 1 

83 Chart Projector 1 1 

84 Lembar optotip snellen dengan clock 

dial 1 1 
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85 Audiometer 1 1 

86 THT Unit/Ent Diagnostik unit/ENT 

Examination set/ENT treatment 3 3 

87 ABR/BERA (Brain Evoke Respon 

Audiometer) 1 1 

88 Diafanoskop 1 1 

89 Garpu tala 2 2 

90 Hak serumen 1 1 

91 Lensa frenzel 1 1 

92 Luc serumen 1 1 

93 Nasofaringoskop 1 1 

94 Otoscope 2 2 

95 Parasintesis set 1 1 

96 Rhinuscope 1 1 

97 Rinomanometer 1 1 

98 Set irigasi serumen 1 1 

99 Set irigasi sinus 1 1 

100 Sound proof box 1 1 

101 Spekulum hidung 2 2 

102 Sinuskop 1 1 

103 

Tang untuk mengambil benda asing 1 1 

104 Sudip/penekan lidah/Tongue 

depressor 1 1 

105 Trocar anthrum 1 1 

106 Tymphanometer 1 1 

107 Nasopharyngoscope (flexible or 

rigid) and accessories 1 1 

108 Pressure regulator 37 37 

109 Light Curing 4 4 

110 Sterilisator/Sterilisator Basah 4 4 

111 Tromol 1 1 

112 Alat endodontic dasar 1 1 

113 Alat peraga penyuluhan kesehatan 

gigi 1 1 

114 Abrasive device and 

accessories/Alat poles 1 1 

115 Lecron 1 1 

116 Tang Klamer 2 jari 1 1 

117 Tang Klamer 3 jari 1 1 

118 Anasthesi local set 2 1 

119 Cavity preparation set 1 1 

120 Tensimeter Anaeroid 8 8 

121 Endodonty set 1 1 
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122 Operating stool 4 4 

123 Dental unit 4 4 

124 Tang ortodontik dasar 1 1 

125 
Pulse Oxymeter / Oximeter / Pulse 

Oximeter / Oksigen Saturasi/SPO2 37 37 

126 Defibrilator 15 15 

127 Treadmill 3 3 

128 Lampu rontgen 5 5 

129 Trolley barang steril 4 4 

130 Holter Monitor 5 5 

131 Tabung Oksigen 17 17 

132 Resusitator Dewasa 15 15 

133 Laringoskop 39 38 

134 Resusitation Set / Resusitation bay / 

Resusitation kit 12 12 

135 Brainmaping 32 channels 1 1 

136 Elektromyogram (EMG)/Evoke 

Potential/Neurostimulator 2 2 

137 Mechanical chair/Kursi mekanis 1 1 

138 Electroencephalograph 2 2 

139 Woods lamp 1 1 

140 Alat pembuka gips elektric (Cast 

removal instrument) 1 1 

141 Orthopedic manual surgical 

instrument 1 1 

142 Bak instrument kaca 1 1 

143 Automatic Blood Pressure 2 2 

145 Transcranial Doppler (TCD) 1 1 

146 Syringe Pump 88 88 

147 Kursi roda elektrik/Powered 

wheelchair 2 2 

148 Emergency Trolley / Resuscitation 

Crash Cart 25 25 

149 Set bedah minor THT 1 1 

150 Biopsi tang 1 1 

151 Mastoidectomy set 2 2 

152 Lampu Operasi Bergerak/Operating 

Lamp Mobile 13 13 

153 Dioda laser surgical 1 1 

154 Phototherapy unit 7 7 

155 ESU/Electrosurgical Unit 4 4 

156 Lemari Peralatan 92 92 

157 Tabung Oksigen 2 0 

158 Stretcher/Brankar 21 21 
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159 Pocket oximetry 3 3 

160 Bed-side Monitor/Bed-patient 

monitor/Patient monitor 69 68 

161 Infusion pump 43 43 

162 
Blood pressure computer 1 1 

163 Vacum Ekstraktor/Fetal vacuum 

extractor 3 3 

164 Diagnostik set 2 2 

165 Bed patient electric 16 16 

166 Infant radiant warmer 8 8 

167 Aspirator/Vacuum/Suction pump 

portable 10 10 

168 Emergency set 3 3 

169 Oxygen Concentrator / Portable 

Oxygen Generator. 8 8 

170 Body trolley 4 4 

171 Ventilator 37 37 

172 Pesawat Sinar-X, Stationer,Fixed 

Table x-ray system, general x-

ray,Pesawat Rontgen 2 2 

173 Tromol 3 3 

174 Magill forcep 3 3 

175 Pinset Chirurgical 5 5 

176 Pinset anatomis 5 5 

177 Arteri clamp 6 6 

178 Central Monitor 3 3 

179 Phonocardiograph 1 1 

180 

Cardiac massage unit/ CPR Machine 2 2 

181 Pesawat Sinar-X, Mobile 4 4 

182 Cardiac output 2 2 

183 Lesion temperature monitor 6 6 

184 Continuous positive airway pressure 

(CPAP) 4 4 

185 Infant ventilator HFO 1 1 

186 Inkubator infant 1 1 

187 Baby Suction Pump 3 3 

188 Infant ventilator 1 1 

189 ICU Bed Electric 15 15 

190 Opthalmoscope 2 2 

191 Matras decubitus 8 8 

192 Tensimeter, Air Raksa 3 3 

193 Automated external defibrillator 

(AED) 1 1 
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194 Bed-side cabinet 38 38 

195 Oxygen set+flowmeter 81 81 

196 

Lemari penyimpanan bahan-bahan 

FNAB 1 1 

197 Pispot 12 12 

198 ECG/EKG/Electrocardiograph 12 CH 2 2 

199 Water circulating hot or cold pack 5 5 

200 

Diagnostic Hruby fundus 

lens/Funduscopy 1 1 

201 Resusitasi Bayi beserta masker 1 1 

202 ECG/EKG/Electrocardiograph 3 CH 2 2 

203 USG 2D 2 2 

204 Antidecubitus Matras 5 5 

205 Food trolley 5 5 

206 Lemari Steril 2 2 

207 Bak Catheter 1 1 

208 Meja Suntik 1 1 

209 Waskom 1 1 

210 Flowmeter Oksigen 1 1 

211 Gilyserine Spuit 1 1 

212 Irigator 1 1 

213 Infusion set 3 3 

214 Meja Obat 35 35 

215 

Glucose test system/reagen 

pemeriksaan Glukosa 1 1 

216 Over-bed table / meja makan pasien 23 23 

217 HEPA filter 4 4 

218 

Tensimeter Anaeroid / 

Sphygmomanometer Aneroid 2 1 

219 Suction Thorax 1 1 

220 

Obstetric-gynecologic specialized 

manual instrument 1 1 

221 Inkubator infant Tansport 1 1 

222 Portable air compressor. 1 1 

223 Box/TT Bayi/bed baby 34 34 

224 Intubation set 3 3 

225 Liquid medication dispenser 2 2 

226 Magill forcep 2 2 

227 

Aspirator/Vacuum/Suction pump 

portable 1 1 
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228 

Blood and plasma warming 

device/Alat memanaskan darah dan 

plasma 9 9 

229 Endoskopik video monitor 3 3 

230 Colonoscopy 1 1 

231 

Endoscopic electrosurgical unit and 

accessories 1 1 

232 Hospital Endoscope Cabinet 1 1 

233 Lightsource for endoscopy 1 1 

234 Lampu operasi (Ceyling Type) 14 13 

235 Mesin Anestesi ventilator 8 8 

236 

Gastroenterology-urology fiberoptic 

retractor 1 1 

237 Ureteral stone dislodger 1 1 

238 Katarak dan Bedah Refraktif 1 1 

239 Mikroskop operasi 5 5 

240 Arthroscope 1 1 

241 Blanket warmer/Hipotermia unit 4 4 

242 Boor Ortopedi 4 4 

243 Pesawat Sinar-X, C-Arm 2 2 

244 General Instrument Bone Surgery 3 3 

245 Set kraniotomi dasar 1 1 

246 Laparoscopy 2 2 

247 

Major Surgery Instrument Set utk 

vaskuler 1 1 

248 Microsurgical instrument 3 3 

249 Monitor for laparoscopy 1 1 

250 Operating table, electric 2 2 

251 Operating table with orthopedi set 1 1 

252 

Set Instrumen Bedah Saraf 

Fungsional 1 1 

253 

Set Instrumen Bedah Saraf Minimal 

Invasif 1 1 

254 Set Instrumen Bedah Vaskuler 1 1 

255 Set Instrumen Skullbase 1 1 

256 

Set Instrumentasi Bedah Saraf 

Spinal 1 1 

257 Torniket / Torniquet 2 2 

258 Urologi instrumen set 8 8 

259 UV Sterilizer 3 3 

260 Wire Instrument Set 1 1 

261 Ultrasonic Generator 1 1 

262 Mesin Anestesi 7 7 
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263 Suction pump/Pompa vakum 

/Vacuum-powered body fluid suction 

apparatus; Suction Pump Mobile 

12 10 

264 Anesthetic vaporizer 1 1 

265 Operating headlamp 2 2 

266 USG untuk regional anastesi dan 

pemasangan CVP 1 1 

267 YAG Laser Set 1 1 

268 Nonpneumatic tourniquet 2 2 

269 Manual surgical instrument for 

general use 1 1 

270 Autoclave 2 2 

271 ECG/EKG/Electrocardiograph 6 CH 1 1 

272 Alat partus set 3 3 

273 Curretage instrument set 2 2 

274 Cardiotocograph/CTG 2 2 

275 Infusion warmer 1 1 

276 Meja Periksa Ginekologi dan kursi 

pemeriksa 1 1 

277 Pengait IUD 2 2 

278 Cardiac monitor (including 

cardiotachometer and rate alarm) 1 1 

279 Hemodialisa 11 11 

280 
Medical Gas Outlet Analyzer 15 15 

281 Water purification system for 

hemodialysis. 1 1 

282 Argon laser for otology, rhinology, 

and laryngology 1 1 

283 CR(Computed radiography)/Cine or 

spot fluorographic x-ray camera 

1 1 

284 Radiographic system, digital (DR) 1 1 

285 Printer Processing Film / Paper 3 3 

286 Surveymeter 1 1 

287 Personnel protective shield 16 16 

288 Aphron protector x-ray 11 11 

289 Absolute Dosimetry (full set, 

Radioteraphy Measurement) 2 2 

290 Pesawat Sinar-X, Mammografi 1 1 

291 Digital mammography 

system/Pesawat Mammografi Digital 

1 1 

292 Focused ultrasound stimulator 

system for aesthetic use 

2 2 

293 CT-Scan 2 2 

294 Brick lead mobile 4 4 
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295 Pesawat Sinar-X, Dental Panoramic 1 1 

296 Pesawat Sinar-X, Dental 1 1 

297 MRI/Magnetic Resonance Imaging 2 2 

298 Printer Processing Film / Paper   1 1 

299 Lead aphron 3 3 

300 Pesawat Sinar-X, Fluoroscopy 2 2 

301 Penumbuk Obat / Lumpang Stamper 15 15 

302 Lemari Es 16 16 

303 Gelas Pengukur 10 mL 6 6 

304 Rak penyimpanan 23 23 

305 Automated hemoglobin 

system/hematology analizer 

4 4 

306 Blood specimen collection 

device/Centrifuge 

3 3 

307 Imunologi analyzer 2 2 

308 Centrifugal chemistry analyzer for 

clinical use/centrifuge kimia klinik 

4 4 

309 Blood Gas Analyzer 1 1 

310 Electrolyte Analyzer 1 1 

311 Flame emission photometer for 

clinical use/Fotometer flame 

emission 

3 3 

312 Pipetting and diluting system for 

clinical use/Perangkat pipet 

7 7 

313 

Automated urinalysis system/urin 

analizer 1 1 

314 

Microscopes and 

accessories/Mikroskop 3 3 

315 LED 1 1 

316 Coagulation instrument/Peralatan 

koagulasi 1 1 

317 Microbiological specimen collection 

and transport devicE 1 1 

318 General purpose laboratory 

equipment labeled or promoted for a 

specific medical use/Peralatan 

umum laboratorium 

2 2 

319 Biosafety cabinet level 2A 2 2 

320 Bunsen 1 1 

321 Microbiological incubator 1 1 

322 Blood storage refrigerator and blood 

storage freezer/refrigerator & freezer 

1 1 
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323 Mesin diagnostik M. tuberculosis 

otomatik 

1 1 

324 
Alat pengukur (penggaris besi) 1 1 

325 Alat pengukur berat (timbangan) > 1 

Kg 1 1 

326 Automatic tissue processing 1 1 

327 Alat pengukur berat (timbangan) < 1 

Kg 1 1 

328 Cytocentrifuge/Sitosentrifus 1 1 

329 Embedding center 3 3 

330 Fume hood 1 1 

331 Manual microtome 1 1 

332 Mesin standar automatic pulasan 

immunohistokimia 1 1 

333 Microscope binocular 5 5 

334 Pisau 1 1 

335 Rak slide 2 2 

336 Sterilisator kering/Dry-heat sterilizer 6 6 

337 Shaking waterbath 2 2 

338 Opthalmic camera 1 1 

339 Hot plate + stirrer 1 1 

340 Hot or cold disposable pack 1 1 

341 Refrigerator 1 1 

342 Mesin Polymerase Chain Reaction 

(PCR) 

1 1 

343 Nebulizer jet 4 4 

344 Microwave diathermy 4 4 

345 Traction Unit 1 0 

346 Parallel bars 1 1 

347 Electro stimulation & analgesia 1 1 

348 Lampu infra merah 7 7 

349 Laser therapy 1 1 

350 LF electro therapy 1 1 

351 Shortwave diathermy. 2 2 

352 Ultrasound theraphy 2 2 

353 Preparation table 1 1 

354 Autopsy table 2 2 

355 Autopsy instrument 4 4 

356 Autopsi set 2 2 

357 Body Bags 1 1 

358 Weighting machine for organs 1 1 

359 Refrigerated Mortuary Cabinet     1 1 
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360 ID Printer/Camera; marker radiografi; 

marker timbal/Radiographic film 

marking system 

1 1 

361 Blood specimen collection 

device/Centrifuge 

1 1 

362 Inkubator indikator biologis 3 3 

363 UPS 1 1 

364 Timbangan kg 1 1 

365 Medical washer-disinfector         6 6 

366 Ground tester 3 3 

367 Cart/bed washer disinfector 2 2 

368 Drying cabinet 4 4 

369 Ultrasonic cleaner for medical 

instruments 

1 1 

370 Verification cleaning device 1 1 

371 Washer disinfector - mounted 2 1 

372 Alat partus set 1 1 

373 Sterilisator suhu rendah 1 1 

374 Autoclave mounted double door 2 2 

373 Water treatment system 1 1 

JUMLAH 2500 2486 

 
                    Sumber Data :  UPTD RSUD Tarakan Tahun 2021 
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Tabel 2.11   Daftar Aset UPTD RSUD Tarakan Tahun 2021 

No. Nama Barang  Jumlah 

    

1. Aset Tetap   
    

 Tanah  3 Bidang 
    

2. Peralatan dan Mesin   
    

 Alat-alat Besar  6 unit 
    

 Alat-alat Angkut  30 unit 
    

 Alat Bengkel dan alat ukur  113 ubit 
    

 Alat Pertanian  132 unit 
    

 Alat kantor dan Rumah Tangga  10196 unit 
    

 Alat studio dan alat komunikasi  196 unit 
    

 Alat Kedokteran  1480 unit 
    

 Alat Laboratorium  288 unit 
    

 Alat-alat Persenjataan/Keamanan  13 unit 
    

3. Gedung dan Bangunan   
    

 Bangunan gedung  94 unit 
    

4. Jalan, Irigasi dan jaringan   
    

 Banguna Air / Irigasi/ Instalasi  1 unit 
    

5. Aset Tetap Lainnya   
    

 Buku dan Perpustakaan  12 unit 
    

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan  14 
    

7. Aset Lainnya  1 (Jaringan Softwere) 
    

 
Sumber Data :  UPTD RSUD Tarakan Tahun 2021 
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2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

1 Usia Harapan Hidup 73.35 74 74.80 75 73.5 72.47 72.47 72.89 72.59 97.93 96.89 97.19 98.76

2
Angka Kematian 

Ibu (AKI)
300 280 240 220 200 190 80 173 151.90 147.37 300.00 127.17 75.95

3
Angka Kematian 

Bayi (AKB)
21 20 18 17 10 3 9 12 10.89 667.00 200.00 141.67 91.83

4
Angka Kesakitan 

Malaria
5 4.5 4 3 2 0.09 0.04 0.08 0.10 100.00 100.00 375.00 200.00

5
Angka Kesakitan 

DBD
45 44 43 42 41 42.11 52 169 73.38 95.70 82.69 24.85 55.87

6
Penemuan kasus 

baru TB Paru
65 67 67 66 67 57 46 64 29 85.07 68.66 96.97 43.28

7

Persentase 

Pelayanan 

Kesehatan bagi 

Keluarga Miskin

60 70 80 90 100 80 85.75 96.90 100.76 114.29 107.19 107.67 100.76

No.
Indikator

Kinerja

Target 

IKK

Target Renstra Realisasi Capaian Rasio Capaian

2.3. Kinerja Pelayanan 
 

Capaian Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan 

Utara diuraikan dalam tabel: 

 
Tabel 2.12   Capaian Indikator Kinerja Dinas Kesehatan 

         Tahun 2017 - 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pengukuran kinerja instansi pemerintah dilakukan dengan cara 

membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja 

dengan realisasinya sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat 

realisasi anggaran dan tingkat capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada 

tahun 2020. 

Tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk 

menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis perangkat 

daerah juga mengevaluasi seberapa  baik  kinerja  organisasi. Capaian Kinerja 

merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan 

kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah   diperjanjikan. 

Instrumen yang digunakan dalam Survei Kepuasan Masyarakat di lingkup layanan 

UPTD RSUD Tarakan Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2019 disusun dengan 

mengacu kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan 

Publik. Dalam penerapannya, dilakukan pengembangan dan penyesuaian berdasarkan 

konteks atau kebutuhan surveipelayanan. 
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Dalam Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, 

ruang lingkup (variabel) yang disurvei untuk setiap jenis layanan adalah sebagai 

berikut : 

a. Persyaratan 

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis 

pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. 

b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan 

penerima pelayanan, termasuk pengaduan. 

c. Waktu Penyelesaian 

Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 

d. Biaya/Tarif 

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam 

mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya 

ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. 

e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan 

diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini 

merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. 

f. Kompetensi Pelaksana 

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana 

meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. 

g. Perilaku Pelaksana 

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. 

 

Untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan publik tahun 

2020 di UPTD RSUD Tarakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dilakukan di 

6 (enam) area pelayanan, yaitu: 
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Tabel 2.13Lokus Survei Berdasarkan Jenis Layanan 

No. Unit Pelayanan 

1 Instalasi Gawat Darurat 

2 Instalasi Farmasi 

3 Instalasi Radiologi 

4 Instalasi Rawat Inap 

5 Instalasi Rawat Jalan 

6 Instalasi Laboratorium 

 

Jumlah sampel yang ambil dalam survey pengukuran kepuasan masyarakat 

terhadap pelayanan publik ditentukan dengan memperhatikan populasinya. 

Populasi dimaksud merupakan masyarakat yang mengakses layanan dalam 

kurun waktu satu semester (6 bulan). 

Selanjutnya nilai IKM tersebut dibagi kedalam beberapa kriteria penilaian 

sebagai berikut: 

 

Tabel 2.14 Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi,  

                   Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan 

 

Sumber : Permenpan-RB No.14 Tahun 2017 

 
Analisis data lanjutan yang bersifat kualitatif dilakukan secara deskriptif 

melalui penyajian data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi 

lapangan. Analisis kualitatif merupakan deskripsi maupun pendalaman dari 

analisis kuantatif yang menghasilkan indeks atau gambaran numerik atas kondisi 

layanan. Oleh karen itu, analisis kualitatif memberikan gambaran kualitatif atas 

temuan yang diperoleh, terutamap ada aspek permasalahan dan tantangan 

penyelenggaraan layanan. Selain itu, analisis deskriptif kualitatif juga menjadi 

bagian dari input analisis secara keseluruhan yang dilakukan melalui pendekatan 

triangulasi data, yaitu mengkonfirmasikan berbagai data dan informasi dari 

Nilai 

Persepsi Nilai Interval 
Nilai Interval 

Konversi 
Mutu 

Pelayanan 
Kinerja Unit 

1 1,00-2,5996 25-64,99 D Tidak Baik 

2 2,6-3,064 65-76,60 C Kurang Baik 

3  3,0644-3,532 76,61-88,30 B Baik 

4 3,5324-4,0 88,31-100,00 A Sangat Baik 
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berbagai sumber data (kuesioner, wawancara mendalam, dan observasi). 

Pendekatan ini diharapkan dapat hasil penelitian. 

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh 

UPTD RSUD Tarakan Provinsi Kalimantan Utara dilakukan dengan melakukan 

perbandingan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai 

ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis UPTD RSUD Tarakan 

Provinsi Kalimantan Utara beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai 

berikut: 

 

Tabel 2.15Capaian Indikator Kinerja Utama RSUD Tarakan 

                     Tahun 2017 - 2021 

No 
Indikator 
Kinerja 
Utama 

Target Renstra Realisasi Capaian Rasio Capaian 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017  2018 2019 2020 2021 

1. 
Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 

65 70 80 85 90 89,5 78,13 69,63 74,28 82,65 137,7  112 87,00 87,39 91,83 

 
 

Tabel 2.16 Jenis Layanan RSUD Tarakan Tahun 2020 
  

NO 
   

NAMA INSTALASI 
   

NO 
   

NAMA INSTALASI 
  

             
                 

                 
            

  

1. 
   

Instalasi Rawat Jalan 
   

4. 
   

Instalasi Rawat Inap 
  

             

      - Poli Bedah        - Ruang Perawatan VIP Nusa Indah   

      - Poli Mata        - Ruang Perawatan Melati   

      - Poli Penyakit Dalam        - Ruang Perawatan Dahlia   

      - Poli Saraf        - Ruang Perawatan Flamboyan   

      - Poli THT        - Ruang Perawatan Aster   

      - Poli Jantung        - Ruang Bersalin Bougenvile   

      - Poli Kebidanan dan Kandungan        - Ruang Perawatan Mawar   

      - Poli Anak        - Ruang Perawatan Kamboja   

      - Poli Kulit dan Kelamin        - Ruang Perawatan Teratai   

  

 

   - Poli Gigi dan Mulut / Gigi dan Mulut 
Anak 

       - Ruang Perawatan Stroke Center   

            
- Ruang   Perawatan   Trauma  
   Center   

      

-  PKBRS (Pelayanan Keluarga 
Berencana Rumah Sakit) 

- Konsultasi Gizi 
- Konsultasi Psikologi           
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2. 
   

Instalasi Bedah Sentral 
   

5. 

 

  

Instalasi Gawat Darurat         

    - OK Bedah Umum       - Gawat Darurat Non Bedah 

    - OK Bedah Ortopedi       - Gawat Darurat Bedah 

    - OK Bedah Kebidanan       - Didukung  Tenaga medis dan 

    - OK Bedah THT       Perawat dengan sertifikat ATLS, 

    - OK Bedah Mata       ACLS, BTLS, BTCLS dan PPGD 
            

 

 

           

3 
  

- Instalasi Intensif ( ICU/ICCU, 
   

6. 
  

- Instalasi Anaestesi        

   NICU, dan PICU )        
            

            
           

7.    - Instalasi Sterilisasi dan Laundry        
            

            

8. 
   

- Instalasi Rehabilitasi Medik 
   

14. 
  

- Instalasi Radiologi         
            

            

9. 
   

- Instalasi Farmasi 
   

15. 
  

- Instalasi Patologi Klinik         

    - Apotek Rawat Jalan        

    - Apotek Rawat Inap        
          

            
         

10.    -Instalasi Gizi    16.   - Instalasi Bank Darah 
            
            
         

11.    -Instalasi Pemeliharaan Sarana    17.   - Instalasi Sterilisasi dan Laundry 

    Rumah -Sakit ( IPSRS )        
          

            

12. 
   

-Instalasi K3 
   

18. 
  

- Instalasi Pemulasaran Jenazah         
            

            
         

13.    -Instalasi PDE    19.   - Instalasi Kesling & Limbah  
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Tabel 2.17 Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Tarakan 

Tahun 2016 - 2020 
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69 
 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

1. 6,439,882,271    5,593,389,793    3,975,833,178.00   3,532,594,296.00   3,880,156,146.34   5,528,219,608.00    3,843,695,764.00   3,434,077,804.00   

2.

-
Belanja 

Pegawai
1,988,100,000    2,767,898,600    2,109,540,000.00   2,685,444,000.00   1,476,562,316.00   1,539,575,761.00    1,821,075,071.00   2,286,584,500.00   

-

Belanja 

Barang dan 

Jasa

21,991,772,500  20,210,431,500  29,235,094,000.00 58,124,209,409.00 16,954,280,490.79 18,899,917,244.33  28,151,105,199.00 48,663,145,482.00 

-
Belanja 

Modal
11,973,496,500  10,849,530,257  15,593,506,926.80 32,300,642,425.00 10,349,270,316.00 10,493,784,845.00  15,036,853,127.74 31,579,964,395.77 

42,393,251,271  39,421,250,150  50,913,974,104.80 96,642,890,130.00 32,660,269,269.13 36,461,497,458.33  48,852,729,161.74 85,963,772,181.77 

No.
Anggaran Realisasi 

Total 

Uraian 

Belanja Tidak 

Langsung 

(BTL)

Belanja 

Langsung 

(BL) :

Tabel 2.18 Tabel Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan 

Tahun 2017 – 2020 
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Tabel 2.19 Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan 

                                                               RSUD Tarakan Tahun 2016 – 2020 
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Tabel 2.20 Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan 

BLUD RSUD Tarakan Tahun 2016 – 2020 
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2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 

Hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Kesehatan RI dan Renstra 

Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa tantangan yang perlu untuk ditindaklanjuti di Provinsi 

Kalimantan Utara adalah upaya intensif untuk mempercepat penurunan stunting, AKI (Angka 

Kematian Ibu) dan AKB (Angka Kematian Bayi), pengendalian penyakit menular dan tidak 

menular serta peningkatan cakupan imunisasi. Faktor determinan kematian ibu dan bayi serta 

stunting disebabkan oleh faktor multidimensi dimana penanganannya perlu dilakukan dengan 

melibatkan lintas sektor. Pengendalian penyakit menular dan tidak menular juga perlu  untuk 

melibatkan lintas sektor dan masyarakat. Tantangan lain yang juga tidak bisa diabaikan 

adalah tentang ketersediaan jumlah, jenis, distribusi dan kualitas tenaga kesehatan yang 

belum mampu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah di Kalimantan 

Utara, khusunya di daerah terpencil/kepulauan. 

Sistem Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara mengatur upaya mewujudkan derajat 

kesehatan setinggi-tingginya bersama masyarakat, Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota melalui Upaya Kesehatan Kegawatdaruratan kejadian luar biasa dan 

bencana. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memiliki 1 (satu) Rumah Sakit Provinsi yaitu 

RSUD Tarakan dan Instalasi Farmasi Provinsi yang merupakan UPT Dinas Kesehatan 

Provinsi Kalimantan Utara. Saat ini juga sudah ada bangunan Bapelkes (Balai Pelatihan 

Kesehatan), selain itu dalam 5 (tahun) ke depan sudah direncanakan dan dianggarkan untuk 

pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) serta rencana pembangunan 

Rumah Sakit Jiwa. Adanya perubahan regulasi di bidang kesehatan merupakan salah satu 

tantangan sekaligus sebagai peluang bagi Dinas Kesehatan, RS Provinsi dan UPT Dinas 

Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara dalam mengembangkan pelayanan bidang kesehatan 

di Kalimantan Utara. 

Adapun pengembangan pelayanan yang akan dilaksanakan  dalam lima tahun ke 

depan, terutama pada UPT Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara adalah : 

1. Pembangunan sarana kelengkapan Balai Pelatihan Kesehatan 

2. Pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda)  

3. Rencana Pembangunan Rumah Sakit Jiwa, Pembangunan gedung Bedah central dan 

jantung terpadu 

4. Pengembangan layanan di rumah sakit yang menjadi UPT Dinas Kesehatan Provinsi 

Kalimantan Utara, berupa penambahan pelayanan spesialistik tertentu sesuai dengan 

kelas rumah sakit, pelayanan Cathlab dan Radioterapi; 

5. Peningkatan dan pemenuhan sarana prasarana pelayanan kesehatan sesuai dengan 

peraturan perundangan yang berlaku, SIMRS yang akan dintegrasikan ke semua unit; 



73 
 

6. Peningkatan kelas rumah sakit menjadi tipe A dan peningkatan status akreditasi rumah 

sakit; 

7. Peningkatan status akreditasi Puskesmas agar dapat memberikan pelayanan yang 

sesuai standar; 

8. Pengembangan aplikasi pelatihan berbasis online; 

9. Adanya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dimulai secara serempak di 

seluruh Indonesia sejak 1 Januari 2014. Dalam pelayanannya di fasilitas kesehatan 

tingkat pertama, JKN sudah menggunakan Sistem Informasi Manajemen (SIM) pada saat 

pendaftaran secara online yang mengharuskan penggunaan provider internet. Aplikasi ini 

jelas memberikan manfaat bagi Puskesmas dalam menjalankan manajemen program 

dan manajemen pasien; 

10. BPJS memberikan kapitasi kepada Puskesmas berdasarkan jumlah peserta yang 

terdaftar di wilayah kerja Puskesmas. Besaran kapitasi yang diterima diperuntukan 60% 

untuk jasa pelayanan dan 40% untuk biaya operasional pelayanan kesehatan. Hal ini 

menjadi peluang bagi Puskesmas untuk melengkapi sarana dan prasarana dalam 

mendukung pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya. 

Terkait tugas pokok dan fungsi RSUD Tarakan memiliki permasalahan yang 

menghambat kinerja dalam pencapaian pembangunan daerah, Namun seiring 

berjalannya waktu peningkatan kinerja adalah syarat mutlat dalam pelaksanaan reformasi 

birokrasi dilingkungan pemerintahan sehingga setiap permasalahan yang ada harus 

diselesaikan sesuai dengan porsinya masing-masing. Selain itu tingginya sumber daya 

serta sarana prasarana yang dimiliki, maka RSUD Tarakan memiliki peluang besar untuk 

meningkatkan pelayanan kesehatan dalam mengawal pembangunan daerah menuju 

“Kaltara Berubah Maju Sejahtera”. 

Tantangan RSUD Tarakan berdasarkan analisis terhadap Renstra RPJMD Provinsi, 

telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis adalah sebagai berikut:stekebijakan pem masya, per 

a. Kurangnya minat dokter spesialis  untuk bertugas di Kalimantan Utara. 

b. Kurangnya kuota PNS untuk tenaga kesehatan. 

c. Kebutuhan anggaran yang besar untuk meningkatkan fasilitas sarana dan  

 prasarana pelayanan. 

d. Pola hidup masyarakat yang kurang baik 

e. Kurangnya pengetahuan pasien dan keluarga tentang psosedur pelayanan di Rumah 

Sakit. 

Sedangkan  peluang  RSUD  Tarakan  berdasarkan  analisis  terhadap Renstra RPJMD 
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Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, dan hasil analisis terhadap Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis adalah sebagai berikut:mbahkan  

a. aLokasi RS yang terletak di daerah transit dan kawasan strategis nasional  

  kawasan perbatasan. 

b. Tarif pelayanan RS sangat terjangkau dan juga melayani pasien dari asuransi 

kesehatan lainnya. 

c. Dapat bekerja sama dengan perusahaan swasta. 

d. Mendapat dukungan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. 

e. Gedung ruangan yang tersedia mampu menampung kegiatan rawat jalan dan rawat 

inap yang lengkap. 

f. Tersedianya peralatan kesehatan yang relatif lengkap dan berkualitas dibandingkan 

dengan rumah sakit lain di wilayah Utara Kalimantan. 

g. Jumlah dan jenis tenaga kesehatan relatif lengkap. 

h. Potensi pengembangan sarana masih sangat memungkinkan. 

Dalam rangka mendukung upaya peningkatan mutu dan jumlah tenaga kesehatan 

terutama dokter dan perawat, RSUD Tarakan berupaya meningkatkan status RS type B 

non Pendidikan menjadi RS type B Pendidikan. 
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BAB III 

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT 

DAERAH 
 
 

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Perangkat Daerah 

 

Permasalahan yang dihadapi Dinas Kesehatan dalam upaya pengembangan 

pelayanan bidang kesehatan yang didasarkan pada fungsi bidang pelayanan dapat 

diuraikan sebagai berikut. 

 

Tabel. 3.1 
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran 

Pembangunan Daerah 
 

NO MASALAH POKOK MASALAH AKAR MASALAH 

(1) (2) (3) (4) 

1 Status Kesehatan Ibu, 
Bayi, dan Anak Balita 
yang masih rendah 

Masih terdapat Angka Kematian 
Ibu (AKI) dan Angka Kematian 
Bayi (AKB) di wilayah Provinsi 
Kalimantan Utara 

- Kualitas pelayanan 
kesehatan ibu yang belum 
memadai  

      

- Belum semua ibu bersalin 
melahirkan di fasilitas 
kesehatan  

      

- 
Masih ada persalinan yang 
ditolong oleh dukun  

      

- Belum semua ibu nifas 
mendapat layanan 
berkualitas  

      

- Belum semua neonatal 
mendapat pelayanan 
berkualitas  

      

- Pemanfaatan buku KIA 
belum optimal, masih 
ada ibu hamil yang tidak 
memiliki buku KIA 

          

    

Gizi buruk dan stunting yang 
masih terjadi di masyarakat 

- Rendahnya akses terhadap 
makanan bergizi, 
rendahnya asupan vitamin 
dan mineral, dan buruknya 
keragaman pangan dan 
sumber protein hewani 
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- Rendahnya akses terhadap 
pelayanan kesehatan 
termasuk akses sanitasi 
dan air bersih 

2 Belum meratanya 
jumlah, jenis, dan 
mutu sumber daya 
manusia di bidang 
kesehatan 

Jumlah, sebaran, dan kualitas 
tenaga kesehatan masih belum 
merata khususnya  di wilayah 
Provinsi Kalimantan Utara.  

- Perencanaan kebutuhan 
SDM Kesehatan termasuk 
di dalamnya tenaga 
kesehatan belum 
dilaksanakan secara 
optimal oleh seluruh 
kab/kota termasuk Provinsi 

      

- Pelayanan spesialistik 
belum sepenuhnya 
dirasakan oleh masyarakat 
di wilayah tertentu 

      

- Masih kurangnya 
pembinaan terhadap 
mutu/kualitas tenaga 
kesehatan 

      

- Masih kurangnya 
pengetahuan dan 
keterampilan tenaga 
kesehatan 

      

- - Belum meratanya sebaran 
tenaga dokter di semua 
fasilitas layanan  

    -  

3 Masih Tinggi Angka 
Kesakitan 

Meningkatnya angka kesakitan 
dan angka kematian akibat 
penyakit tidak menular dan 
penyakit menular 

- Faktor risiko utama PTM 
adalah faktor metabolik 
(tekanan darah tinggi, gula 
darah tinggi, obesitas, 
dislipidemia, gangguan 
fungsi ginjal, malnutrisi 
pada maternal dan anak), 
faktor perilaku (perilaku 
diet, merokok, risiko 
kesehatan kerja, kurang 
aktivitas fisik, konsumsi 
alkohol), dan faktor 
lingkungan (polusi udara, 
kekerasan, kemiskinan). 

      

- Disamping itu juga pola 
makan tidak sehat dan 
kurangnya aktivitas fisik 

4 Pencegahan dan 
penanggulangan 
penyakit berpotensi 
kejadian luar biasa 
(KLB) belum sesuai 
standar 

Pelacakan dan respon kasus 
berpotensi KLB masih belum 
sesuai standar 

- Kurangnya kapasitas 
tenaga surveilans dalam 
pelacakan dan respon 
kasus berpotensi KLB  dan 
Wabah 
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- Kurangnya akomodasi 
dalam rangka pelacakan 
dan respon kasus ditingkat 
puskesmas, kab/kota dan 
provinsi 

  

Belum terstandarnya 
kemampuan dan kecepatan 
dalam pemeriksaan spesimen 

- Masih terbatasnya 
kemampuan laboratorium 
dalam pemeriksaan 
spesimen jenis KLB 
tertentu 

   

Adanya Potensi terjadi KKM di 
tiap wilayah dan perlunya 
mempersiapkan/meningkatkan 
kapasitas kab/kota dalam 
pencegahan dan pengendalian 
KKM 

- 
Belum Semua kab/kota 
menyusun dokumen 
rencana kontijensi 
pencegahan dan 
penanggulangan KKM 

    

Peningkatan kasus Covid-19 di 
Kalimantan Utara 

 - Sistem Informasi 
Surveilans berbasis Test 
PCR Belum Siap  

   

- Sistem Penyelidikan 
Epidemiologi sudah 
terbangun, namun belum 
terbiasa dengan penyakit 
infeksius 

   

- Sistem pelayanan 
kesehatan RS selama ini 
sudah terbangun 
menangani KLB, tetapi 
tidak dalam kapasitas 
menangani lonjakan hebat 
dan cepat 

   

- Sistem pelayanan 
kesehatan primer sudah 
terbangun menangani KLB 
penyakit biasa, namun 
belum siap menangani New 
Emerging Disease yang 
infeksius dan diagnosa 
PCR 

5 Masih rendahnya 
kualitas layanan 
kesehatan 

Fasilitas kesehatan dasar dan 
rujukan belum mampu 
memberikan pelayanan sesuai 
standar yang ditetapkan 

- Jumlah dan Jenis tenaga 
kesehatan di Puskesmas 
masih ada yang belum 
memenuhi standar 

    

  - Jenis dan jumlah Sarana, 
Prasarana dan Alat 
kesehatan masih ada yang 
kurang memenuhi standar. 
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  - Kurangnya tenaga 
pendamping akreditasi 
Puskesmas di Kabupaten. 

    

  - Kurangnya Komitmen 
manajemen RS  untuk ikut 
akreditasi 

    

  - 
Ketersediaan SDM (dokter 
spesialis) di RS kurang 

      - Rendahnya kompetensi 
tenaga Dinkes 
Prov/Kab/Kota akan 
akreditasi RS 

      

- Keterbatasan jumlah SDM 
di Rumah Sakit untuk 
memenuhi standar minimal 
sesuai klasifikasi jenis RS 

      

- Tingkat Kepatuhan RS 
untuk memenuhi 
persyaratan dan ketentuan 
dalam ijin operasional RS  
masih rendah 
(Kelengkapan SIP/SIK, Ijin 
IPAL, TPS B3, Ijin Listrik, 
Ijin Genset dll) 

 

Demikianlah pemaparan pokok masalah, masalah dan akar masalahnya. 

Berbasis lima hal tersebut dapat dikembangkan indikasi tujuan/sasaran, program 

dan kegiatan. Meskipun demikian untuk merumuskan isu-isu strategis, diperlukan 

telaah atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Gubernur 

dan Wakil Gubernur terpilih, telaah Renstra Kementerian Kesehatan dan Telaah 

Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (RTRW dan 

KLHS). 

 

3.2 . Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026, visi dan misi 

Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara yaitu: 

“Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera” 

 

Untuk mewujudkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 tersebut, maka telah 

dirumuskan 14 (empat belas) Misi sebagai berikut : 
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1. Mewujudkan Kalimantan Utara, yang aman, nyaman dan damai melalui 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik. 

2. Mewujudkan sistem Pemerintahan provinsi yang di topang oleh Tata Kelola 

Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisian, 

efektif,dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasiskan kinerja. 

3. Mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, 

kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktifitas dan berdaya saing dengan 

berbasiskan Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawaskan. 

4. Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dengan nilai 

tambah tinggi dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, secara efisien, 

terencana, menyeluruh, terarah, terpadu, dan bertahap dengan berbasiskan  

Ilmu Pengetahuan danTeknologi. 

5. Mewujudakan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, 

perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan 

produktifitas daerah dalam rangka pemerataanpembangunan. 

6. Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, dan mengurangi 

kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan 

berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, 

industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan 

infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas 

antar kabupaten/kota. 

7. Mewujudkan kualitas kerukunan kehidupan beragama dan etnis dengan 

berbagai latar belakang budaya dalam kerangka semangat Kebhinekaan di 

provinsi Kalimantan Utara. 

8. Mewujudkan ketahanan Energi dan pengembangan PLTA serta energi 

terbarukan dengan pemanfaatan potensi daerah. 

9. Mewujudkan peningkatan kualitas kesetaraan gender dan Melinial dalam 

pembangunan. 

10. Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM. 

11. Meningkatkan kinerja Pembangunan dan Investasi Daerah dengan melibatkan 

Pengusaha dan investor Lokal serta Nasional. 

12. Memberi bantuan pengembangan sektor produktif dan potensi strategis di 

setiap desa dan kelurahan melalui Pengembangan Produk lokal masing-

masing Kabupaten/Kota. 
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13. Mewujudkan pembangunan yang berbasiskan RT/Komunitas dalam upaya 

gerakan membangun desa menata kota, serta memberi Bantuan Keuangan 

kepada Kabupaten/Kota sebagai pilar provinsi sesuai kemampuan APBD 

setiap Tahun. 

14. Mewujudkan Tanjung Selor menjadi DOB sebagai Ibu Kota Provinsi 

Kalimantan Utara serta Beberapa DOB yang telah diusulkan yaitu. Kota 

Sebatik, Kabupaten Kabudaya, Kabupaten Kerayan, Kabupaten Apo Kayan. 

 

Setelah mengidentifikasi visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah 

Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026, Dinas Kesehatan Provinsi 

Kalimantan Utara mendukung dan berkontribusi dalam pelaksanaan misi ke-3 

(ketiga) yaitu mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, 

cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktifitas dan berdaya saing dengan  

berbasiskan Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawasan. Selanjutnya 

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara berperan dalam mewujudkan 

agenda prioritas 7 (tujuh) yaitu Peningkatan kualitas sumber daya manusia 

sehat, dan prioritas 10 (sepuluh) yaitu Mewujudkan pemberian tunjangan 

perbaikan penghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan 

kependidikan pada semua tingkatan satuan pendidikan, tenaga kesehataan serta 

tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan 

sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 

 
 

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota 
3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan 
 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kesehatan Provinsi 

Kalimantan Utara tidak lepas dari kebijakan yang diluncurkan oleh Kementrian 

Kesehatan (Kemenkes). Kebijakan Kemenkes sangat berpengaruh terhadap kebijakan 

kesehatan di provinsi. Sasaran Indikator Kemenkes juga merupakan sasaran yang harus 

dicapai oleh Dinas Kesehatan Provinsi. TA 

Kementerian Kesehatan tahun 2019-2024 dalam dokumen renstranya menetapkan 

dua tujuan yaitu:  

1) Meningkatnya status kesehatan masyarakat; dan  

2) Meningkatnya daya tanggap (responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap 

risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan.  
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Setiap Kabupaten/Kota di Indonesia memiliki kontribusi dalam upaya peningkatan 

status kesehatan masyarakat dengan indikator secara nasional yang akan dicapai 

adalah:  

a.  Menurunnya angka kematian ibu dari 346 menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup; 

b.  Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup;  

c.  Menurunnya persentase BBLR dari 10,2% menjadi 8%;  

d.  Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan 

masyarakat,     

 serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif; dan  

e.  Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.  

 

Tiga dari lima tujuan di atas saat ini telah diintegrasikan menjadi Indikator Kinerja 

Utama bagi perangkat daerah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara dengan 

penyesuaian target di tingkat Provinsi. Dua tujuan lainnya juga telah menjadi indikator 

kinerja pendukung dalam hal pencapaian IKU dan SPM bidang kesehatan. 

  

Tujuan dua dari Renstra Kementerian Kesehatan 2019-2024 memiliki ukuran yang 

akan dicapai yaitu : 

a. Menurunnya beban rumah tangga untuk membiayai pelayanan kesehatan setelah 

memiliki jaminan kesehatan, dari 37% menjadi 10%; dan 

b. Meningkatnya indeks responsiveness terhadap pelayanan kesehatan dari 6,80 

menjadi 8,00. Upaya yang dilaksanakan dinas kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 

dari kriteria pengukuran ini adalah dengan menetapkan cakupan kepesertaan JKN 

sebagai indikator kinerja yang pembiayaannya selain dari peserta mandiri juga 

melalui APBD (I dan II) dan APBN. 

 

Arah kebijakan Kementerian Kesehatan yang tertuang dalam renstra 2019-2024 

mengacu pada tiga hal penting yakni:  

1) Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (Primary Health Care). Puskesmas 

merupakan faskes yang berperan penting dalam penguatan ini dengan 4 jenis upaya 

yaitu: meningkatkan dan memberdayakan masyarakat, melaksanakan Upaya 

Kesehatan Masyarakat, melaksanakan Upaya Kesehatan Perseorangan, dan 

memantau dan mendorong pembangunan berwawasan kesehatan.  

2) Penerapan Pendekatan Keberlanjutan Pelayanan (Continuum of Care). Pendekatan 

ini dilaksanakan melalui peningkatan cakupan, mutu, dan keberlangsungan upaya 
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pencegahan penyakit dan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, remaja, usia kerja, 

dan usia lanjut. Tindak lanjut dari pendekatan ini yaitu adanya penetapan SPM 

kesehatan melalui peraturan menteri kesehatan, di mana penerapan SPM kesehatan 

merupakan bagian dari penilaian kinerja kepala daerah.  

3) Intervensi Berbasis Risiko Kesehatan. Acuan ini dijalankan melalui program-program 

khusus untuk menangani permasalahan kesehatan pada bayi, balita dan lansia, ibu 

hamil, pengungsi, dan keluarga miskin, kelompok-kelompok berisiko, serta 

masyarakat di daerah terpencil, perbatasan, kepulauan, dan daerah bermasalah 

kesehatan 

RA 

3.3.2. Telaahan Renstra Kabupaten/Kota 
 

Perencanaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota harus 

diselaraskan untuk mewujudkan sinergi pembangunan khususnya urusan Kesehatan. 

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi kalimantan Utara tahun 2021-2026 

memperhatikan renstra kabupaten/kota pada perangkat daerah yang melaksanakan 

urusan kesehatan.  Mengingat 4 (empat) kabupaten di wilayah provinsi kalimantan 

utara sedang menyusun RPJMD dan Renstra perangkat daerah maka penyelarasan 

perencanaan dilakukan melalui koordinasi. 

Adapun telaahan terhadap dari Renstra Dinas Kesehatan Kota Tarakan 

sebagai berikut : 

Dinas Kesehatan Kota Tarakan dalam penyusunan Renstra 2019-2024 menetapkan 

tujuan yaitu Meningkatkan sumber daya manusia yang terampil, mandiri, berkualitas, 

dan berdaya saing. Adapun sasaran program dan indikator kinerja sasaran dari upaya 

pencapaian tujuan ini adalah: 

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan, dengan indikator pencapaian SPM 

Kesehatan 100 % dan pemenuhan sumber daya kesehatan sesuai kebutuhan 

sampai dengan tahun 2019 sebesar 75% serta meningkatkan capaian program 

kesehatan masyarakat sebesar 75%; 

2. Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik, dengan indikator pencapaian Nilai 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memperoleh nilai BB dan Persentase 

Laporan Hasil Pemeriksaan ditindaklanjuti sebesar 90%; 

3. Meningkatnya Kepesertaan UHC, dengan indikator pencapaian kepesertaan 

masyarakat kota tarakan yang mempunyai kartu jaminan kesehatan sebesar 

100%. 
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3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Utara adalah arahan 

kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi 

penataan ruang wilayah Daerah yang merupakan dasar dalam penyusunan program 

pembangunan. Implikasi RTRW menjadi pedoman dalam pembangunan dan rujukan 

bagi penyusunan RPJPD dan RPJMD. Secara khusus implikasi RTRW di Dinas 

Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara dengan tugas pokok melaksanakan urusan 

pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah diantaranya dalam 

pengawasan terhadap perizinan lokasi pembangunan dalam hal ini rencana 

pembangunan Rumah Sakit serta rujukan bagi penyusunan rencana penanggulangan 

bencana. Beberapa permasalahan dan isu strategis dalam KLHS sedikit banyak juga 

memberikan implikasi pada pelaksanaan program kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi 

Kalimantan Utara. Kebijakan pola ruang dan struktur ruang RTRW, isu strategis KLHS 

serta rekomendasi yang diberikan dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut: 

 

Tabel 3.4 
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

No 

Hasil RTRW/KLHS 
Terkait dengan 

Tugas dan Fungsi 
Dinas Kesehatan 

Permasalahan 
Pelayanan Dinas 

Kesehatan 

Sebagai Faktor 

Penghambat Pendorong 

1 2 3 4 5 

 RTRW :    
1 Pemeliharaan dan 

perwujudan 
kelestarian fungsi dan 
daya dukung 
lingkungan hidup 
dengan strategi 
mengarahkan 
kawasan rawan 
bencana sebagai 
kawasan lindung 

Melaksanakan 
fungsi perumusan, 
pelaksanaan 
kebijakan, evaluasi 
dan pelaporan 
bidang kesehatan 
masyarakat, 
pencegahan dan 
pengendalian 
penyakit, pelayanan 
kesehatan serta 
sumber daya 
kesehatan. 

Pengembangan 
prasarana lingkungan 
permukiman untuk 
meningkatkan kualitas 
keterpaduan sistem 
penyediaan pelayanan 
regional untuk air bersih, 
persampahan, drainase 
dan limbah merupakan 
faktor pendorong dalam 
pelaksanaan program 
kegiatan di Dinas 
Kesehatan Provinsi 
Kalimantan Utara 
 
  

Kebijakan dan 
strategi RTRW 
dalam 
pengembangan 
kawasan lindung 
dan budidaya 
memberikan 
dampak positif 
bagi bidang 
kesehatan dalam 
mengurangi 
dampak akibat 
bencana sehingga 
menjadi faktor 
pendorong 
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GIS ( 

 KLHS :    
1. Penurunan angka 

kematian ibu, bayi, 
dan balita dengan 
upaya preventif dan 
promotif berbasis 
keluarga 

1. Pembangunan 
kesehatan 
belum 
berwawasan 
lingkungan 

1. Lemahnya 
Koordinasi dengan 
sektor terkait 
lingkungan 

1. Sasaran 
Renstra 
Kementerian 
Kesehatan 
adalah 
pembangunan 
berwawasan 
kesehatan 

2. Mencapai cakupan 
Kesehatan universal, 
termasuk 
perlindungan risiko 
keuangan, akses 
terhadap pelayanan 
kesehatan dasar yang 
baik, dan akses 
terhadap 
obat obatan dan 
vaksin dasar yang 
aman, efektif, 
berkualitas, dan 
terjangkau bagi 
semua orang 

2. Belum ada 
pemetaan 
terhadap akses 
pelayanan dasar 
bagi daerah 
yang sulit 
terjangkau 
pelayanan 
kesehatan 

2. Daerah yang 
terisolasi akses pada 
pelayanan 
kesehatan 

2. Kebutuhan 
akan 
pelayanan 
kesehatan 
mendapat 
prioritas dan 
jaminan dari 
Provinsi 

3. mengakhiri epidemi 
AIDS, tuberkulosis, 
malaria, dan penyakit 
tropis yang 
terabaikan, dan 
memerangi hepatitis, 
penyakit bersumber 
air, serta penyakit 
menular lainnya 

3. mengakhiri 
epidemi AIDS, 
tuberkulosis, 
malaria, dan 
penyakit tropis 
yang terabaikan, 
dan memerangi 
hepatitis, 
penyakit 
bersumber air, 
serta penyakit 
menular lainnya 

        

4. Peningkatan 
kesehatan 
masyarakat melalui 
peningkatan asupan 
gizi masyarakat 
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3.5. Penentuan Isu-isu Strategis 

Isu strategis merupakan permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan 

prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang karena memiliki 

dampak yang signifikan bagi daerah dan masyarakat. Adapun berdasarkan hasil telaah 

atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Gubernur dan Wakil 

Gubernur terpilih, telaah Renstra Kementerian Kesehatan dan Telaah Rencana Tata 

Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (RTRW dan KLHS), maka isu 

strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut : 

1. Penanganan pandemi dan pasca pandemi Covid-19  

2. Prevalensi penyakit menular utama (HIV/AIDS dan TB) yang masih tinggi serta 

meningkatnya penyakit tidak menular yang disebabkan oleh pola hidup tidak sehat. 

Prevalensi penyakit menular utama (HIV/AIDS, tuberkulosis dan malaria) masih tinggi 

disertai dengan ancaman emerging diseases akibat tingginya mobilitas penduduk. Pola 

hidup yang tidak sehat meningkatkan faktor risiko penyakit seperti obesitas, tekanan darah 

tinggi, dan masih tingginya merokok serta kurangnya aktivitas fisik, sehingga penyakit tidak 

menular (PTM) seperti stroke, jantung dan diabetes meningkat 

3. Penurunan AKI dan AKB 

Data di Kalimantan Utara Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2018 sebesar 

9,71/1000 kelahiran hidup dan tahun 2019 menjadi 12,2/1000 kelahiran hidup. Hal ini 

menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan untuk menekan AKB sudah menunjukkan 

kemajuan. Demikian juga pada periode yang sama, Angka Kematian Ibu (AKI) terus 

menunjukkan penurunan, pada tahun 2018 capaiannya sebesar 72,3/100.000 kelahiran 

hidup kemudian pada tahun 2019 menjadi 172,9/100.000 kelahiran hidup  

4. Prevalensi stunting yang masih tinggi  

Kasus jumlah balita status gizi buruk meskipun telah mengalami penurunan tetap menjadi 

isu penting dikarenakan tingkat prevalensi stunting di Kalimantan Utara pada tahun 2017 

terdapat kasus stunting sebesar 33,3% dan 2018 sebesar 26,9% serta Tahun 2019 sebesar  

(26,25%) dimana menunjukan tren penurunan dan dibawah dari rata-rata nasional. 

5. Distribusi tenaga kesehatan yang belum merata, baik dalam jumlah maupun jenis tenaga 

dikarenakan tenaga kesehatan hanya terkonsentrasi di pusat kota. 

6. Sistem rujukan pelayanan kesehatan masih belum optimal yang dilihat dari masih banyaknya 

antrian pasien di fasilitas pelayanan Kesehatan. 

7. Belum dimanfaatkannya infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam 

pelayanan Kesehatan Pemanfaatan TIK di bidang kesehatan masih belum optimal dimana 

data kesehatan belum terintegrasi. Selain itu, beberapa pemanfaatan platform digital seperti 
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telemedicine, telediagnosis dan teknologi kesehatan lainnya juga belum efektif digunakan di 

semua jenjang pelayanan kesehatan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA 
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 BAB IV  

TUJUAN DAN SASARAN 

Perumusan tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kalimantan 

Utara adalah hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara untuk tahun 2021-

2026. Berdasarkan Visi Misi tersebut maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak 

dicapai dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun kedepan. 

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026, visi dan misi Gubernur dan Wakil 

Gubernur Kalimantan Utara yaitu: 

“Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera” 
 

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka telah dirumuskan 14 (Empat Belas) Misi 

dimana Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara mendukung dan berkontribusi dalam 

pelaksanaan misi ke-3 (Ketiga) yaitu mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia 

yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktifitas dan berdaya saing 

dengan berbasiskan Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawaskan. Oleh 

karenanya, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara merumuskan tujuan yang ingin 

dicapai berdasarkan jenjang layanan Dinas Kesehatan dan sistem tata kelola yang 

diperlukan untuk menghasilkan layanan prima yaitu “Meningkatkan Derajat Kesehatan 

Masyarakat Yang Berkualitas dan Merata”. 

 

Adapun untuk keperluan pengukuran ketercapaian  tujuan  pembangunan Dinas 

Kesehatan diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus 

dicapai. Sasaran untuk tiap tujuan tersebut sebagai berikut: 

a. Meningkatnya Status Kesehatan Ibu dan Anak; 

b. Meningkatnya perluasan akses dan mutu serta pemerataan pelayanan kesehatan 

yang berkualitas; 

c. Menurunnya angka kesakitan.KESEHATAN PROV. KALIMANTAN UTARA 
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Tabel 4.1 

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 
 

 

       

NO TUJUAN SASARAN 
INDIKATOR TUJUAN / 

SASARAN 

KONDISI 
AWAL 

TARGET 
AWAL 

TARGET KINERJA  
TUJUAN/SASARAN  
PADA TAHUN KE- 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

 Meningkatkan Derajat 
Kesehatan Masyarakat 
Yang Berkualitas dan 
Merata  

 Angka kematian ibu (AKI) 
 
 
 
  

90.86 90.86 90.64 90.31 90 

 
 

89.30 
 

 

89.30 

 
 

 
 

Angka kematian bayi 
(AKB) 

23.34 23.34 20.75 17.25 15.78 14.50 14.50 

   Persentase stunting 25 25 20 16 12 10 10 

           

  Meningkatnya 
Status Kesehatan 
Ibu dan Anak 

Angka kematian ibu (AKI) 
 
 
 
  

90.86 90.86 90.64 90.31 90 

 
 

89.30 
 

 

89.30 

  
 

Angka kematian bayi 
(AKB) 

23.34 23.34 20.75 17.25 15.78 14.50 14.50 

   Persentase stunting 25 25 20 16 12 10 10 
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NO TUJUAN SASARAN 
INDIKATOR TUJUAN / 

SASARAN 

KONDISI 
AWAL 

TARGET 
AWAL 

TARGET KINERJA  
TUJUAN/SASARAN 
PADA TAHUN KE- 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (4) 

  Meningkatnya 
Perluasan Akses 
dan Mutu serta 
Pemerataan 
Pelayanan 
Kesehatan yang 
Berkualitas 

- Persentase Puskesmas 
yang terakreditasi 
paripurna 

65 65 72 84 95 97 97 

      

 -   Persentase RS yang   
     terakreditasi paripurna 

80 80 85 90 95 
 

97 
 

97 

              

    

Menurunnya 
Angka Kesakitan - Eliminasi Malaria 94 94 94 96 98 100 100 

      

- Persentase penderita 
HIV yang mendapatkan 
ARV 

90 90 90 92 94 95 95 

      

- Persentase 
keberhasilan 
pengobatan TB 

94 94 94 96 98 100 100 

      

  
- Jumlah kasus Covid-19 
  

3.803 2.500  2.000 1.500  1.000  500 100 

Sumber data : Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 
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BAB V 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

          Berdasarkan Permasalahan serta Isu strategis yang telah dikemukakan dalam Bab III, 

dikaitkan dengan target-target solusi yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran Dinas 

Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana diuraikan dalam Bab IV, maka dirumuskan 

strategi dan arah kebijakan selama 5 (Lima) tahun 2021-2026 dapat dijabarkan sebagai berikut : 

 

Tabel 5.1 
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan  

Tahun 2021-2026 
 

VISI (RPJMD) : 
TERWUJUDNYA PROVINSI KALIMANTAN UTARA YANG BERUBAH, MAJU 
DAN SEJAHTERA 

MISI KE 3 
(RPJMD) 

: 
Mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, 
kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktif dan berdaya saing dengan 
berbasiskan Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawasan 

Tujuan  Sasaran Strategi Arah Kebijakan  

Meningkatkan 
Derajat 
Kesehatan 
Masyarakat 
dengan 
Layanan 
Kesehatan 
yang 
berkualitas 
dan merata  

 1. Meningkatnya 
Status Kesehatan 
Ibu dan Anak 

2. Meningkatnya 
Perluasan Akses 
dan Mutu serta 
Pemerataan 
Pelayanan 
Kesehatan yang 
Berkualitas 

3. Menurunnya angka 
kesakitan 

 1. Pemenuhan upaya 
kesehatan 
perorangan dan 
upaya kesehatan 
masyarakat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Penyediaan fasilitas 
pelayanan, sarana, 
prasarana dan alat 
kesehatan untuk UKP 
rujukan, UKM dan UKM 
rujukan tingkat daerah 
provinsi 
 

2. Penyediaan layanan 
kesehatan untuk UKP 
rujukan, UKM dan UKM 
rujukan tingkat daerah 
provinsi 
 

3. Penyelenggaraan 
sistem informasi 
kesehatan secara 
terintegrasi 

 
4. Penerbitan izin Rumah 

Sakit kelas B dan 
fasilitas pelayanan 
kesehatan tingkat 
daerah provinsi 

 
5. Pengadaan Alat 

Kesehatan RS  
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2. Peningkatan 

kapasitas sumber 
daya manusia 
kesehatan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Sediaan farmasi, 

alat kesehatan dan 
makanan minuman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Pembangunan Gedung 
Bedah Central dan 
Jantung Terpadu serta 
Radioterapi 
 

7. Pengadaan SIMRS 
yang terintegrasi 

 
8. Menjadikan RSUD 

Tarakan Provinsi 
Kaltara Rumah Sakit 
Tipe A 

 
9. Pengadaan Kebutuhan 

Mesin Oksigen 
Generator untuk 
penanganan Covid -19 

10. Pengembangan 
Pelayanan dengan 
mengusulkan pengadan 
Alat Cathlab dan 
Radioterapi 

 
 
1. Perencanaan 

kebutuhan sumber daya 
manusia kesehatan 
untuk UKM dan UKP 
provinsi (Dokter 
Spesialsi dan 
SubSpesialis) 

 
 
2. Pengembangan mutu 

dan peningkatan 
kompetensi teknis 
sumber daya manusia 
kesehatan tingkat 
daerah provinsi 

 
 
1. Penerbitan pengakuan 

Pedagang Besar 
Farmasi (PBF) cabang 
dan cabang Penyalur 
Alat Kesehatan (PAK) 
 

2. Penerbitan izin usaha 
kecil obat tradisional 
(ukot) 
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4. Pemberdayaan 

masyarakat bidang 
kesehatan 

 
1. Advokasi, 

pemberdayaan, 
kemitraan, peningkatan 
peran serta masyarakat 
dan lintas sektor tingkat 
daerah provinsi 
 

2. Pelaksanaan 
Komunikasi informasi 
dan Edukasi (KIE) 
perilaku hidup bersih 
dan sehat dalam rangka 
promotif preventif 
tingkat daerah provinsi 

 
3. Pengembangan dan 

pelaksanaan upaya 
kesehatan bersumber 
daya masyarakat 
(UKBM) tingkat daerah 
provinsi 
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BAB VI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

 

Rencana program Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara berisi program-

program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah 

(RPJMD) maupun untuk pemenuhan layanan perangkat daerah dalam 

menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar kesehatan. Pagu indikatif sebagai 

wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan 

program dan kegiatan tahunan. Program-program yang telah disertai kebutuhan 

pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan oleh Dinas Kesehatan, UPT 

Instalasi Farmasi Provinsi dan Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan dalam 

penyusunan renstra tahun 2021-2026, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam 

kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya. 

Program prioritas untuk mendukung pelayanan Dinas Kesehatan, UPT Instalasi 

Farmasi Provinsi dan Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan pada periode Tahun 2021-

2026 terdiri dari Dinas Kesehatan 5 program 17 kegiatan 51 sub kegiatan, Instalasi Farmasi 

Provinsi 1 program 1 kegiatan 6 sub kegiatan, Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan 1 program 

15 kegiatan 61 sub kegiatan. Nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut 

disesuaikan dengan tugas dan fungsi berdasarkan jumlah dan jenis pejabat struktural di 

lingkungan Dinas Kesehatan, UPT Instalasi Farmasi Provinsi dan Rumah Sakit Umum 

Daerah Tarakan Provinsi Kalimantan Utara sehingga memudahkan untuk penyusunan 

cascading, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan evaluasi. Rincian program dan kegiatan 

yang akan dilaksanakan Dinas Kesehatan, UPT Instalasi Farmasi Provinsi dan Rumah 

Sakit Umum Daerah Tarakan Provinsi Kalimantan Utara disajikan pada tabel berikut : 

 

DINAS KESEHATAN 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. 

Program ini diarahkan untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan 

pengadministrasian dikantor (kegiatan rutin) di lingkungan OPD Dinas Kesehatan 

Provinsi Kalimantan Utara beserta UPTD. Adapun indikator kinerja program ini adalah 

tingkat layanan administrasi perkantoran. 

Kegiatan yaitu : 

 

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. 

Sub Kegiatan yaitu : 

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 
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b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD 

c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. 

Sub Kegiatan yaitu : 

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD 

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. 

Sub Kegiatan yaitu : 

a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah. 

Sub Kegiatan yaitu : 

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. 

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 

c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor. 

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. 

e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. 

5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. 

Sub Kegiatan yaitu : 

a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya. 

6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. 

Sub Kegiatan yaitu : 

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. 

b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. 

7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. 

Sub Kegiatan yaitu : 

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. 

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. 

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya. 
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2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan 

Masyarakat. 

Kegiatan yaitu : 

1) Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk 

UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi. 

Sub Kegiatan yaitu : 

a. Pembangunan Rumah Sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya. 

b. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya. 

c. Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan 

Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis 

Telemedicine, dll). 

2) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan 

Tingkat Daerah Provinsi. 

Sub Kegiatan yaitu : 

a. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis 

Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana. 

b. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian 

Luar Biasa (KLB). 

c. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak. 

d. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif. 

e. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut. 

f. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat. 

g. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga. 

h. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan. 

i. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan. 

j. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri 

dan Tradisional Lainnya. 

k. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular. 

l. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji. 

m. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan 

Jiwa (ODMK). 

n. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA. 

o. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat. 

p. Pengelolaan Surveilans Kesehatan. 

q. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas 

Kabupaten/Kota. 

r. Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat 
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Massal oleh Kabupaten/Kota. 

s. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab 

Rujukan/Nasional. 

t. Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan. 

3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi. 

Sub Kegiatan yaitu : 

a. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan. 

4) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat 

Daerah Provinsi. 

Sub Kegiatan yaitu: 

a. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan. 

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan. 

Kegiatan yaitu : 

1) Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP 

Provinsi. 

Sub Kegiatan yaitu : 

a. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan. 

2) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia 

Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi. 

Sub Kegiatan yaitu : 

a. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia 

Kesehatan. 

b. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan. 

 

4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman. 

Kegiatan yaitu : 

1) Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang 

Penyalur Alat Kesehatan (PAK). 

Sub Kegiatan yaitu : 

a. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan 

Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK. 

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. 

Kegiatan yaitu : 

1) Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan 

Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi. 

Sub Kegiatan yaitu : 

a. Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan 
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Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah 

Provinsi. 

2) Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan 

Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi. 

Sub Kegiatan yaitu : 

a. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan 

Sehat. 

3) Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat 

(UKBM) Tingkat Daerah Provinsi. 

Sub Kegiatan yaitu : 

a. Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM. 

 

UPT INSTALASI FARMASI PROVINSI 

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan 

Masyarakat 

Kegiatan yaitu : 

1) Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk 

UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi. 

Sub Kegiatan yaitu : 

a. Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan. 

b. Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan. 

c. Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan. 

d. Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan. 

e. Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta 

Fasilitas Kesehatan Lainnya. 

f. Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas 

Kesehatan Lainnya. 

 

UPTD RSUD TARAKAN 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. 

Kegiatan yaitu : 

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. 

Sub Kegiatan yaitu : 

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. 

b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. 

Sub Kegiatan yaitu : 
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a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. 

b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN. 

c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD. 

d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. 

e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan. 

f. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran. 

3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. 

Sub Kegiatan yaitu : 

a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD. 

b. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD. 

4) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah. 

Sub Kegiatan yaitu : 

a. Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah. 

b. Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan 

Kebijakan Retribusi Daerah. 

c. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah. 

5) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. 

Sub Kegiatan yaitu : 

a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai. 

b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya. 

c. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian. 

d. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian. 

e. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai. 

f. Pemulangan Pegawai yang Pensiun. 

g. Pemindahan Tugas ASN. 

h. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. 

i. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan. 

j. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan. 

6) Administrasi Umum Perangkat Daerah. 

Sub Kegiatan yaitu : 

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. 

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 

c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor. 

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. 

e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan. 

f. Penyediaan Bahan Material. 

g. Fasilitasi Kunjungan Tamu. 
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h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. 

i. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD. 

7) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. 

Sub Kegiatan yaitu : 

a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. 

b. Pengadaan Mebel. 

c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. 

d. Pengadaan Aset Tetap Lainnya. 

e. Pengadaan Aset Tak Berwujud. 

f. Pengadan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. 

g. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya. 

8) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. 

Sub Kegiatan yaitu : 

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat. 

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. 

c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 

d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. 

9) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. 

Sub Kegiatan yaitu : 

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. 

b. Pemeliharaan Mebel. 

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. 

d. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya. 

e. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud. 

f. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. 

10) Peningkatan Pelayanan BLUD. 

Sub Kegiatan yaitu : 

a. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD. 

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan 

Masyarakat. 

Kegiatan yaitu : 

1) Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk 

UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi. 

Sub Kegiatan yaitu : 

a. Pengembangan Rumah Sakit. 
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b. Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan 

Kesehatan. 

c. Pemeliharaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan 

Kesehatan. 

2) Penyediaan  Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan , UKM dan UKM Rujukan 

Tingkat Daerah Provinsi. 

Sub Kegiatan yaitu : 

a. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan. 

b. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan. 

c. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu 

(SPGDT). 

d. Pengelolaan Penelitian Kesehatan. 

3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi. 

Sub Kegiatan yaitu : 

a. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan. 

4) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat 

Daerah Provinsi. 

Sub Kegiatan yaitu : 

a. Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit. 

b. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan. 

3. Program Peningkatan  Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan. 

Kegiatan yaitu : 

1) Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP 

Provinsi. 

Sub Kegiatan yaitu : 

a. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan. 



Target  Rp Target  Rp Target  Rp Target  Rp Target  Rp Target   Rp  

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1

1 02 KESEHATAN                     131.051.674.893                        130.060.696.308                      105.973.000.000                   112.314.000.000                     119.193.500.000                     119.193.500.000 

1 02 01

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH PROVINSI

Persentase layanan 

Administrasi dan Operasional 

Perkantoran yang terpenuhi

Persen 95 100                       15.274.477.112 100                          16.082.500.000 100                        17.020.000.000 100                      18.060.000.000 100                       19.075.000.000 100                       19.075.000.000 
Dinas 

Kesehatan

Kalimantan 

Utara

Persentase Sarana dan 

Prasarana Aparatur yang 

memadai

95 100 100 100 100 100 100
Dinas 

Kesehatan

Kalimantan 

Utara

Persentase Dokumen 

perencanaan dan Keuangan 

yang tersusun

100 100 100 100 100 100 100
Dinas 

Kesehatan

Kalimantan 

Utara

1 02 01 1.01

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen 

Perencanaan, 

Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja yang disusun

Dokumen 6 6 387.500.000                           6 387.500.000                              6 425.000.000                            6 450.000.000                          6 475.000.000                           6 475.000.000                           Sekretariat
Kalimantan 

Utara

1 02 01 1.01 01

Penyusunan Dokumen

Perencanaan Perangkat

Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan 

yang disusun
Dokumen 3 3 250.000.000                           3 250.000.000                              3 250.000.000                            3 250.000.000                          3 250.000.000                           3 250.000.000                           Sekretariat

Kalimantan 

Utara

3. Menurunnya angka 

kesakitan

1 02 01 1.01 06

Koordinasi dan

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

Jumlah Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja yang disusun

Laporan 1 1 50.000.000                              1 50.000.000                                1 75.000.000                               1 75.000.000                            1 75.000.000                             1 75.000.000                             Sekretariat Tanjung Selor

1 02 01 1.01 07

Evaluasi Kinerja 

Perangkat

Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi 

Kinerja 
Laporan 2 2 87.500.000                              2 87.500.000                                2 100.000.000                            2 125.000.000                          2 150.000.000                           2 150.000.000                           Sekretariat Tanjung Selor

1 02 01 1.02

Administrasi 

Keuangan Perangkat 

Daerah

Jumlah Layanan Administrasi 

Keuangan Perangkat Daerah
Bulan 12 12 9.850.000.000                        12 10.275.000.000                         12 10.700.000.000                       12 11.225.000.000                    12 11.750.000.000                     12 11.750.000.000                     Sekretariat

Kalimantan 

Utara

1 02 01 1.02 01
Penyediaan Gaji dan

Tunjangan ASN

Jumlah layanan gaji dan 

tunjangan ASN yang dibayarkan
Bulan 12 12 8.000.000.000                        12 8.250.000.000                           8.500.000.000                         8.750.000.000                      9.000.000.000                        9.000.000.000                        Sekretariat Tanjung Selor

1 02 01 1.02 02

Penyediaan 

Administrasi

Pelaksanaan Tugas 

ASN

Jumlah perjalanan dinas ASN 

dan Non ASN dalam dan luar 

daerah

Kali 655 675 1.700.000.000                        700 1.850.000.000                           725 2.000.000.000                         750 2.250.000.000                      775 2.500.000.000                        775 2.500.000.000                        Sekretariat

 Kalimantan 

Utara/Luar 

Kalimantan 

Utara 

Jumlah Honorarium kegiatan 

yang dibayarkan
Bulan 12 12 12 12 12 12 12 Sekretariat  Tanjung Selor 

1 02 01 1.02 07

Koordinasi dan

Penyusunan Laporan

Keuangan

Bulanan/Triwulanan/ 

Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran 

yang disusun

Laporan 1 1 150.000.000                           1 175.000.000                              1 200.000.000                            1 225.000.000                          1 250.000.000                           1 250.000.000                           Sekretariat
Kalimantan 

Utara

1 02 01 1.05

Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat Daerah

Jumlah Layanan Administrasi 

Kepegawaian 
Bulan 12 12 60.120.000                              12 75.000.000                                12 100.000.000                            12 150.000.000                          12 175.000.000                           12 175.000.000                           Sekretariat

Kalimantan 

Utara/Luar 

Kalimantan 

Utara

1 02 01 1.05 09

Pendidikan dan 

Pelatihan

Pegawai Berdasarkan

Tugas dan Fungsi

Jumlah ASN yang mengikuti 

Pendidikan dan Pelatihan 

Pegawai Berdasarkan Tugas 

dan Fungsi

Orang 30 30 60.120.000                              35 75.000.000                                40 100.000.000                            45 150.000.000                          50 175.000.000                           50 175.000.000                           Sekretariat

Kalimantan 

Utara/Luar 

Kalimantan 

Utara

1 02 01 1.06
Administrasi Umum 

Perangkat Daerah

Jumlah Layanan Administrasi 

Umum Perangkat Daerah
Bulan 12 12 1.344.446.950                        12 1.495.000.000                           12 1.665.000.000                         12 1.825.000.000                      12 1.985.000.000                        12 1.985.000.000                        Sekretariat Tanjung Selor

1 02 01 1.06 01

Penyediaan Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Jumlah Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor yang disediakan

Unit 35 35 51.000.000                              40 65.000.000                                45                                75.000.000 50                           100.000.000 55                            125.000.000 55                            125.000.000 Sekretariat Tanjung Selor

1 02 01 1.06 02

Penyediaan Peralatan 

dan Perlengkapan 

Kantor

Jumlah Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor yang 

disediakan

Unit 35 35 194.622.675                           40 225.000.000                              45                              275.000.000 50                           300.000.000 55                            325.000.000 55                            325.000.000 Sekretariat Tanjung Selor

1 02 01 1.06 04
Penyediaan Bahan 

Logistik Kantor

Jumlah Penyediaan Bahan 

Logistik Kantor
Bulan 12 12 1.000.000.000                        12 1.100.000.000                           12 1.200.000.000                         12 1.300.000.000                      12 1.400.000.000                        12 1.400.000.000                        Sekretariat Tanjung Selor

1 02 01 1.06 05

Penyediaan Barang

Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Penyediaan Barang 

Cetakan dan Penggandaan
Bulan 12 12 45.034.275                              12 50.000.000                                12 55.000.000                               12 60.000.000                            12 65.000.000                             12 65.000.000                             Sekretariat Tanjung Selor

1 02 01 1.06 06

Penyediaan Bahan 

Bacaan dan Peraturan 

Perundang-undangan

Jumlah Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-undangan 

yang disediakan

Eksemplar 1 1 53.790.000                              1 55.000.000                                1 60.000.000                               1 65.000.000                            1 70.000.000                             1 70.000.000                             Sekretariat Tanjung Selor

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Meningkatkan 

Derajat 

Kesehatan 

Masyarakat 

yang 

berkualitas dan 

merata 

Meningkatnya 

perluasan akses 

dan mutu serta 

pemerataan 

pelayanan 

kesehatan yang 

berkualitas 

2.

1. Meningkatnya 

StatusKesehatan 

Ibu dan Anak

Tabel 6

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kesehatan

2 3

DINAS KESEHATAN

Unit Kerja 

Perangkat 

Daerah 

Penanggung 

jawab

Lokasi

2023 2024 2025 2026 Kondisi Kinerja pada akhir periode 

Tujuan Sasaran Kode

Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 - 2026

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 

2022Program, Kegiatan, 

dan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja, Tujuan, 

Sasaran, Program (outcome), 

Kegiatan, dan Sub Kegiatan 

(output)

Satuan

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan



1 02 01 1.07

Pengadaan Barang 

Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

Jumlah BMD yang diadakan Unit 3 3 248.530.162                           4 300.000.000                              5 350.000.000                            6 400.000.000                          7 450.000.000                           7 450.000.000                           Sekretariat Tanjung Selor

1 02 01 1.07 11

Pengadaan Sarana dan 

Prasarana Pendukung 

Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana 

Pendukung Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya yang 

diadakan

Unit 3 3 248.530.162                           4 300.000.000                              5 350.000.000                            6 400.000.000                          7 450.000.000                           7 450.000.000                           Sekretariat Tanjung Selor

1 02 01 1.08

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Jumlah Layanan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan

Daerah yang disediakan

Bulan 12 12 2.977.100.000                        12 3.100.000.000                           12 3.250.000.000                         12 3.400.000.000                      12 3.550.000.000                        12 3.550.000.000                        Sekretariat Tanjung Selor

1 02 01 1.08 02

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik

Jumlah Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik 

yang disediakan

Bulan 12 12 677.100.000                           12 700.000.000                              12 750.000.000                            12 800.000.000                          12 850.000.000                           12 850.000.000                           Sekretariat Tanjung Selor

1 02 01 1.08 04
Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Jasa Pelayanan Umum 

Kantor yang disediakan
Bulan 12 12 2.300.000.000                        12 2.400.000.000                           12 2.500.000.000                         12 2.600.000.000                      12 2.700.000.000                        12 2.700.000.000                        Sekretariat Tanjung Selor

1 02 01 1.09

Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Jumlah Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah yang 

disediakan jasa 

pemeliharaannya

Unit 32 32 406.780.000                           32 450.000.000                              32 530.000.000                            32 610.000.000                          32 690.000.000                           32 690.000.000                           Sekretariat Tanjung Selor

1 02 01 1.09 01

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan 

Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan yang disediakan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajaknya

Unit 32 32 220.000.000                           32 250.000.000                              32 300.000.000                            32 350.000.000                          32 400.000.000                           32 400.000.000                           Sekretariat Tanjung Selor

1 02 01 1.09 02

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, Pajak 

dan Perizinan 

Kendaraan Dinas

Operasional atau

Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 

Jasa yang disediakan jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinannya

Unit 32 32 68.780.000                              32 75.000.000                                32 80.000.000                               32 85.000.000                            32 90.000.000                             32 90.000.000                             Sekretariat Tanjung Selor

1 02 01 1.09 11

Pemeliharaan/ 

Rehabilitasi Sarana dan 

Prasarana

Pendukung Gedung

Kantor atau Bangunan

Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana 

Pendukung Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya yang 

dilakukan 

pemeliharaan/direhabilitasi

Unit 35 35 118.000.000                           40 125.000.000                              45 150.000.000                            50 175.000.000                          55 200.000.000                           55 200.000.000                           Sekretariat Tanjung Selor

1 02 02

PROGRAM 

PEMENUHAN UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT

Rasio daya tampung rumah 

sakit rujukan
Persen 0.091 0.141 113.065.807.530                    0.191 111.078.196.308                      0.241 85.803.000.000                       0.291 90.854.000.000                    0.341 96.368.500.000                     0.341 96.368.500.000                     

Dinas 

Kesehatan

Kalimantan 

Utara

Persentase RS Rujukan 

provinsi yang terakreditasi
Persen 100 100 100 100 100 100 100

Dinas 

Kesehatan

Kalimantan 

Utara

Persentase Pelayanan 

kesehatan  bagi penduduk 

terdampak krisis kesehatan 

akibat bencana dan/atau 

berpotensi bencana

Persen 100 100 100 100 100 100 100
Dinas 

Kesehatan

Kalimantan 

Utara

Persentase pelayanan 

kesehatan bagi orang yang 

terdampak dan Berisiko pada 

situasi KLB provinsi

Persen 100 100 100 100 100 100 100
Dinas 

Kesehatan

Kalimantan 

Utara

1 02 02 1.01

Penyediaan Fasilitas 

Pelayanan, Sarana, 

Prasarana dan Alat 

Kesehatan untuk UKP 

Rujukan, UKM dan 

UKM Rujukan Tingkat 

Daerah Provinsi

Jumlah RS Rujukan yang 

memenuhi sarana prasarana 

(SPA) sesuai standar

Unit 2 2 74.200.000.000                      2 71.700.000.000                         2 45.650.000.000                       2 49.985.000.000                    2 54.743.500.000                     2 54.743.500.000                     
Dinas 

Kesehatan

Kalimantan 

Utara

1 02 02 1.01 01

Pembangunan Rumah 

Sakit beserta sarana 

dan prasarana 

pendukungnya

Jumlah sarana dan prasarana 

pendukungnya yang dibangun
Unit 2 30.000.000.000                      2                  30.000.000.000                         - - - - - - - - Sekretariat Tanjung Selor

1 02 02 1.01 02
Pembangunan Fasilitas

Kesehatan Lainnya

Jumlah Fasilitas Kesehatan 

Lainnya Yang Dibangun
Unit 2 3 42.600.000.000                      2 40.000.000.000                         2 43.850.000.000                       2 48.085.000.000                    2 52.743.500.000                     2 52.743.500.000                     Sekretariat Tanjung Selor

1 02 02 1.01 06

Pengembangan

Pendekatan Pelayanan 

Kesehatan di DTPK 

(Pelayanan Kesehatan 

Bergerak, Gugus Pulau, 

Pelayanan Kesehatan

Berbasis Telemedicine, 

dll)

Jumlah lokasi pelayanan 

Kesehatan di DTPK (Pelayanan 

Kesehatan Bergerak, Gugus 

Pulau, Pelayanan Kesehatan 

Berbasis Telemedicine, dll)

Tempat 10 12 1.600.000.000                        14 1.700.000.000                           16 1.800.000.000                         18 1.900.000.000                      20 2.000.000.000                        20 2.000.000.000                        Yankes
Kalimantan 

Utara



1 02 02 1.02

Penyediaan Layanan 

Kesehatan untuk UKP 

Rujukan, UKM dan 

UKM Rujukan Tingkat 

Daerah Provinsi

Jumlah Layanan Kesehatan 

untuk UKP Rujukan, UKM 

dan UKM Rujukan Tingkat 

Daerah Provinsi

Bulan 12 12 38.465.807.530                      12 38.978.196.308                         12 39.753.000.000                       12 40.469.000.000                    12 41.225.000.000                     12 41.225.000.000                     
Dinas 

Kesehatan

Kalimantan 

Utara/Luar 

Kalimantan 

Utara

1 02 02 1.02 01

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan bagi 

Penduduk

Terdampak Krisis

Kesehatan Akibat 

Bencana dan/atau 

Berpotensi Bencana

Jumlah Desa/Kelurahan lokus 

bencana yang mendapatkan 

sosialisasi kejadian bencana

Desa/keluraha

n
5 10 800.000.000                           10 850.000.000                              10 900.000.000                            10 950.000.000                          10 1.000.000.000                        10 1.000.000.000                        Dinas Kesehatan

Kalimantan 

Utara

Jumlah Kab/Kota yang terlatih 

dalam Tim Gerak Cepat (TGC)
Kab/Kota 5 5 5 5 5 5 5 Dinas Kesehatan

Kalimantan 

Utara

Jumlah ketersediaan sarana 

prasarana kesehatan pada 

kondisi bencana atau 

berpotensi bencana

Jenis 35 35 35 35 35 35 35 Dinas Kesehatan
Kalimantan 

Utara

1 02 02 1.02 02

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan bagi 

Penduduk pada Kondisi 

Kejadian Luar Biasa 

(KLB)

Jumlah Kab/Kota yang 

melakukan pelayanan 

pencegahan pengendalian 

penyakit yang berpotensi KLB

Kab/Kota 5 5 400.000.000                           5 450.000.000                              5 500.000.000                            5 550.000.000                          5 600.000.000                           5 600.000.000                           Dinas Kesehatan
Kalimantan 

Utara

Jumlah ketersediaan bahan 

habis pakai dan logistik 

penunjang kesehatan lainnya 

untuk penanganan pencegahan 

penyakit berpotensi KLB di 

Kab/Kota

Jenis 10 10 11 12 13 14 14 Dinas Kesehatan
Kalimantan 

Utara

1 02 02 1.02 03
Pengelolaan Pelayanan

Kesehatan Ibu dan Anak
Jumlah kasus kematian ibu Kasus 18 25 850.000.000                           24 850.000.000                              23 870.000.000                            22 870.000.000                          20 900.000.000                           20 900.000.000                           Kesmas

 Kalimantan 

Utara 

Angka kematian bayi Kasus 21 15 14 13 12 11 11 Kesmas
 Kalimantan 

Utara 

1 02 02 1.02 04

Pengelolaan Pelayanan

Kesehatan Usia 

Produktif

Jumlah Kab/Kota yang mampu 

menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan usia reproduksi

Kab/Kota 4 4 350.000.000                           4 350.000.000                              4 350.000.000                            4 350.000.000                          5 350.000.000                           5 350.000.000                           Kesmas
Kalimantan 

Utara

1 02 02 1.02 05
Pengelolaan Pelayanan

Kesehatan Usia Lanjut

Jumlah Kabupaten/Kota yang 

menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan lanjut usia

Kab/Kota 1 3 300.000.000                           4 300.000.000                              4 320.000.000                            4 320.000.000                          5 350.000.000                           5 350.000.000                           Kesmas
Kalimantan 

Utara

1 02 02 1.02 06

Pengelolaan Pelayanan

Kesehatan Gizi 

Masyarakat

Jumlah Kab/Kota yang 

mendapatkan pengelolaan 

pelayanan kesehatan gizi 

masyarakat

Kab/Kota 5 5 1.000.000.000                        5 1.000.000.000                           5 1.020.000.000                         5 1.020.000.000                      5 1.050.000.000                        5 1.050.000.000                        Kesmas
Kalimantan 

Utara

1 02 02 1.02 07

Pengelolaan Pelayanan

Kesehatan Kerja dan

Olahraga

Jumlah Kab/Kota Yang 

melaksanakan Kesehatan Kerja 

dan Olahraga 

Kab/Kota 2 5 300.000.000                           5 300.000.000                              5 330.000.000                            5 330.000.000                          5 350.000.000                           5 350.000.000                           Kesmas
Kalimantan 

Utara

1 02 02 1.02 08
Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Lingkungan

Jumlah desa/kelurahan yang 

sudah terverifikasi Stop Buang 

Air Besar Sembarangan (SBS)

Desa/keluraha

n
55 60 200.000.000                           63 250.000.000                              66 300.000.000                            68 350.000.000                          70 400.000.000                           70 400.000.000                           Kesmas

Kalimantan 

Utara

1 02 02 1.02 09
Pengelolaan Pelayanan 

Promosi Kesehatan

Jumlah Kab/Kota yang 

mendapatkan dukungan sarana 

dan prasarana promosi 

kesehatan

Kab/Kota 5 5 1.376.196.308                        5 1.376.196.308                           5 1.500.000.000                         5 1.650.000.000                      5 1.800.000.000                        5 1.800.000.000                        Kesmas
Kalimantan 

Utara

1 02 02 1.02 10

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Tradisonal, 

Akupuntur, Asuhan 

Mandiri dan Tradisional 

Lainnya

Jumlah Fasyankes yang 

menyelenggarakan Kesehatan 

Tradisional

Unit 5 5 350.000.000                           5 350.000.000                              5 385.000.000                            5 420.000.000                          5 455.000.000                           5 455.000.000                           Yankes
Kalimantan 

Utara

1 02 02 1.02 11

Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Penyakit 

Menular dan Tidak 

Menular

Jumlah Kabupaten/kota dengan 

pelayanan kesehatan penyakit 

menular sesuai standar

Kab/Kota 5 5 464.611.222                           5 550.000.000                              5 650.000.000                            5 750.000.000                          5 850.000.000                           5 850.000.000                           P2P
Kalimantan 

Utara

Jumlah Kabupaten/kota yang 

melakukan deteksi dini faktor 

resiko penyakit tidak menular > 

80% populasi usia >15 tahun

Kab/Kota 5 5 5 5 5 5 5 P2P
Kalimantan 

Utara

Jumlah Kab/Kota yang 

melakukan Kawasan Tanpa 

Rokok (KTR)

Kab/Kota 5 5 5 5 5 5 5 P2P
Kalimantan 

Utara

Jumlah Kab/Kota >70% FKTP 

yang menyelenggarakan 

layanan upaya berhenti merokok

Kab/Kota 5 5 5 5 5 5 5 P2P
Kalimantan 

Utara

Jumlah Kab/Kota yang 

melakukan pelayanan terpadu 

PTM di >80% Puskesmas

Kab/Kota 5 5 5 5 5 5 5 P2P
Kalimantan 

Utara

1 02 02 1.02 12
Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Haji

Jumlah calon jamaah haji yang 

mencapai istithaah 

Calon Jamaah 

haji
416  414 150.000.000                            414 152.000.000                              414                              153.000.000 414 154.000.000                          414 155.000.000                           414 155.000.000                           P2P

Kalimantan 

Utara

1 02 02 1.02 13

Pengelolaan Pelayanan

Kesehatan Orang 

dengan Masalah 

Kesehatan Jiwa

(ODMK)

Jumlah penduduk usia >15 

tahun yang melaksanakan 

deteksi dini masalah kesehatan 

jiwa

Penduduk 256.032       593.796 200.000.000                                 594.000 215.000.000                              603.500                                  230.000.000 610.000    245.000.000                          623.485       250.000.000                           623.485     250.000.000                           P2P
Kalimantan 

Utara



1 02 02 1.02 14

Pengelolaan Pelayanan

Kesehatan Orang 

dengan Kecanduan 

NAPZA

Jumlah Orang penyalahguna 

NAPZA mendapatkan 

Pelayanan rehabilitasi medis

Orang 1.524 200 150.000.000                           280 160.000.000                              330                              170.000.000 450 185.000.000                          480 190.000.000                           480 190.000.000                           P2P
Kalimantan 

Utara

1 02 02 1.02 16
Pengelolaan Jaminan

Kesehatan Masyarakat

Jumlah masyarakat yang 

tercover dan tidak tercover 

BPJS PBI Provinsi

Jiwa 65.589          65.000 30.000.000.000                              65.000 30.000.000.000                                65.000 30.000.000.000                             65.000 30.000.000.000                              65.000 30.000.000.000                             65.000 30.000.000.000                     Yankes
Kalimantan 

Utara

1 02 02 1.02 17
Pengelolaan Surveilans 

Kesehatan

Jumlah Kab/Kota yang 

melakukan kewaspadaan dini, 

respon, penyelidikan 

epidemiologi terhadap penyakit 

berpotensi KLB

Kab/Kota 5 5 250.000.000                           5 300.000.000                              5                              350.000.000 5 400.000.000                          5 450.000.000                           5 450.000.000                           P2P
Kalimantan 

Utara

1 02 02 1.02 18

Koordinasi dan

Sinkronisasi Penerapan 

SPM Bidang Kesehatan 

Lintas Kabupaten/Kota

Jumlah Kab/Kota yang 

menerapkan SPM bidang 

kesehatan

Kab/Kota 5 5 575.000.000                           5 600.000.000                              5                              625.000.000 5 650.000.000                          5 675.000.000                           5 675.000.000                           Dinas Kesehatan
Kalimantan 

Utara

1 02 02 1.02 21

Investigasi Lanjutan

Kejadian Ikutan Pasca

Imunisasi dan 

Pemberian Obat Massal 

oleh

Kabupaten/Kota

Jumlah Kab/Kota yang 

mencapai imnunisasi dasar 

lengkap bayi 0-11 bulan, lanjutan 

Baduta usia 12-18 bulan, bulan 

imunisasi anak sekolah dan 

wanita usia subur 18-59 tahun

Kab/Kota 5 5 250.000.000                           5 300.000.000                              5                              350.000.000 5 400.000.000                          5 450.000.000                           5 450.000.000                           P2P
Kalimantan 

Utara

1 02 02 1.02 25

Pengambilan dan

Pengiriman Spesimen

Penyakit Potensial KLB 

ke

Lab Rujukan/Nasional

Jumlah Kab/Kota yang 

melakukan pengambilan, 

pengiriman spesimen, 

pengantaran, pemeriksaan dan 

pengawasan spesimen penyakit 

berpotensi KLB ke 

Laboratorium Rujukan

Kab/Kota 5 5 250.000.000                           5 275.000.000                              5                              300.000.000 5 325.000.000                          5 350.000.000                           5 350.000.000                           P2P

Kalimantan 

Utara/Luar 

Kalimantan 

Utara

1 02 02 1.02 26
Upaya Pengurangan 

Risiko Krisis Kesehatan

Layanan pencegahan dan 

pengendalian penyakit

berpotensi krisis kesehatan

Kab/Kota 5 5 250.000.000                           5 350.000.000                              5 450.000.000                            5 550.000.000                          5 600.000.000                           5 600.000.000                           P2P
Kalimantan 

Utara

1 02 02 1.03

Penyelenggaraan 

Sistem Informasi 

Kesehatan secara 

Terintegrasi

Jumlah Dokumen Data dan 

Informasi Kesehatan yang 

dikelola

Dokumen 1 1 50.000.000                              1 50.000.000                                1 50.000.000                               1 50.000.000                            1 50.000.000                             1 50.000.000                             Sekretariat
Kalimantan 

Utara

1 02 02 1.03 01
Pengelolaan Data dan 

Informasi Kesehatan

Jumlah Dokumen Data dan 

Informasi Kesehatan yang 

dikelola

Dokumen 1 1 50.000.000                              1 50.000.000                                1 50.000.000                               1 50.000.000                            1 50.000.000                             1 50.000.000                             Sekretariat
Kalimantan 

Utara

1 02 02 1.04

Penerbitan Izin 

Rumah Sakit Kelas B 

dan Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan 

Tingkat Daerah 

Provinsi

Jumlah Rumah Sakit dan 

Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan yang 

Mendapatkan Ijin

Unit 54 5 350.000.000                           5 350.000.000                              5 350.000.000                            5 350.000.000                          5 350.000.000                           5 350.000.000                           Yankes
Kalimantan 

Utara

1 02 02 1.04 03

Peningkatan Mutu

Pelayanan Fasilitas

Kesehatan

Jumlah Faskes yang 

mendapatkan pendampingan 

pra dan pasca akreditasi

Fasyankes 54 5 350.000.000                           5 350.000.000                              5 350.000.000                            5 350.000.000                          5 350.000.000                           5 350.000.000                           Yankes
Kalimantan 

Utara

1 02 03

PROGRAM 

PENINGKATAN 

KAPASITAS SUMBER 

DAYA MANUSIA 

KESEHATAN

Persentase puskesmas di 

kabupaten/kota yang 9 jenis 

tenaga kesehatannya sesuai 

standar

Persen 53 62.5 700.000.000                           71.5 750.000.000                              80 800.000.000                            89.5 850.000.000                          100 1.000.000.000                        100 1.000.000.000                        
Dinas 

Kesehatan

Kalimantan 

Utara

1 02 03 1.01

Perencanaan 

Kebutuhan Sumber 

Daya manusia 

Kesehatan untuk UKM 

dan UKP Provinsi

Jumlah SDM Kesehatan di 

wilayah DTPK yang 

mendapatkan peningkatan 

kesejahteraan 

Orang 0 1000 500.000.000                           1100 550.000.000                              1200 600.000.000                            1300 650.000.000                          1400 700.000.000                           1400 700.000.000                           Yankes
Kalimantan 

Utara

1 02 03 1.01 01

Pemenuhan Kebutuhan 

Sumber Daya Manusia 

Kesehatan

Jumlah SDM Kesehatan di 

wilayah DTPK yang 

mendapatkan peningkatan 

kesejahteraan 

Orang 0 1000 500.000.000                           1100 550.000.000                              1200 600.000.000                            1300 650.000.000                          1400 700.000.000                           1400 700.000.000                           Yankes
Kalimantan 

Utara

1 02 03 1.02

Pengembangan Mutu 

dan Peningkatan 

Kompetensi Teknis 

Sumber Daya Manusia 

Kesehatan Tingkat 

Daerah Provinsi

Jumlah Kab/Kota yang 

mendapatkan Peningkatan 

Kompetensi dan Kualifikasi 

Sumber Daya Manusia 

Kesehatan

Kab/Kota 5 5 200.000.000                           5 200.000.000                              5 200.000.000                            5 200.000.000                          5 300.000.000                           5 300.000.000                           Yankes
Kalimantan 

Utara

1 02 03 1.02 01

Peningkatan 

Kompetensi dan 

Kualifikasi Sumber Daya 

Manusia Kesehatan

Jumlah Kab/Kota yang 

mendapatkan Peningkatan 

Kompetensi dan Kualifikasi 

Sumber Daya Manusia 

Kesehatan

Kab/Kota 5 5 150.000.000                           5 150.000.000                              5 150.000.000                            5 150.000.000                          5 150.000.000                           5 150.000.000                           Yankes
Kalimantan 

Utara

1 02 03 1.02 02

Pembinaan dan 

Pengawasan Sumber 

Daya Manusia 

Kesehatan

Jumlah monitoring dan evaluasi 

program Dokter Program 

Internship dan Program 

Nusantara Sehat

Kali 4 4 50.000.000                              4 50.000.000                                4 50.000.000                               4 50.000.000                            5 150.000.000                           5 150.000.000                           Yankes
Kalimantan 

Utara

1 02 04

PROGRAM SEDIAAN 

FARMASI, ALAT 

KESEHATAN DAN 

MAKANAN MINUMAN

Persentase Pedagang Besar 

farmasi (PBF) Cabang Yang 

Memenuhi Ketentuan 

Perijinan Berusaha

Persen 100 100 100.000.000                           100 125.000.000                              100 150.000.000                            100 175.000.000                          100 200.000.000                           100 200.000.000                           
Dinas 

Kesehatan

Kalimantan 

Utara



1 02 04 1.01

Penerbitan 

Pengakuan Pedagang 

Besar Farmasi (PBF) 

Cabang dan Cabang 

Penyalur Alat 

Kesehatan (PAK)

Jumlah Pedagang Besar 

Farmasi (PBF) Cabang dan 

Cabang Penyalur Alat 

Kesehatan (PAK) yang 

memperoleh pengakuan

Distributor 4 6 100.000.000                           7 125.000.000                              8 150.000.000                            9 175.000.000                          10 200.000.000                           10 200.000.000                           Yankes
Kalimantan 

Utara

1 02 04 1.01 01

Pengendalian dan

Pengawasan serta 

Tindak Lanjut Penerbitan 

Pengakuan PBF 

Cabang dan Cabang 

PAK

Jumlah PBF Cabang dan 

cabang PAK yang dikendalikan 

dan diawasi

Distributor 4 6 100.000.000                           7 125.000.000                              8 150.000.000                            9 175.000.000                          10 200.000.000                           10 200.000.000                           Yankes
Kalimantan 

Utara

1 02 05

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 

BIDANG KESEHATAN

Persentase 

lembaga/kelompok 

masyarakat yang 

mendapatkan advokasi 

kesehatan, pemberdayaan 

dan penggalangan kemitraan

Persen 100 100 1.911.390.251                        100 2.025.000.000                           100 2.200.000.000                         100 2.375.000.000                      100 2.550.000.000                        100 2.550.000.000                        
Dinas 

Kesehatan

Kalimantan 

Utara

1 02 05 1.01

Peningkatan Upaya 

Advokasi Kesehatan,

Pemberdayaan,

Penggalangan 

Kemitraan,

Peran Serta 

Masyarakat

dan Lintas Sektor 

Tingkat Daerah 

Provinsi

Jumlah dunia usaha yang 

memanfaatkan CSR nya 

untuk program kesehatan

Perjanjian 

Kerjasama 

(PKS)

3 5 328.290.104                           10 375.000.000                              15 425.000.000                            20 475.000.000                          25 525.000.000                           25 525.000.000                           Kesmas
Kalimantan 

Utara

Jumlah organisasi 

kemasyarakatan yang 

memanfaatkan sumber 

dayanya untuk mendukung 

kesehatan

Perjanjian 

Kerjasama 

(PKS)

0 3 6 9 12 15 15 Kesmas
Kalimantan 

Utara

1 02 05 1.01 01

Peningkatan Upaya

Advokasi Kesehatan,

Pemberdayaan,

Penggalangan 

Kemitraan, Peran Serta 

Masyarakat

dan Lintas Sektor 

Tingkat Daerah Provinsi

Jumlah dunia usaha yang 

memanfaatkan CSR nya untuk 

program kesehatan

Perjanjian 

Kerjasama 

(PKS)

3 5 328.290.104                           10 375.000.000                              15 425.000.000                            20 475.000.000                          25 525.000.000                           25 525.000.000                           Kesmas
Kalimantan 

Utara

Jumlah organisasi 

kemasyarakatan yang 

memanfaatkan sumber dayanya 

untuk mendukung kesehatan

Perjanjian 

Kerjasama 

(PKS)

0 3 6 9 12 15 15 Kesmas
Kalimantan 

Utara

1 02 05 1.02

Pelaksanaan 

Komunikasi Informasi 

dan Edukasi (KIE) 

Perilaku Hidup Bersih 

dan Sehat dalam 

rangka Promotif 

Preventif Tingkat 

Daerah Provinsi

Jumlah Kab/Kota yang 

melaksanakan kampanye 

GERMAS melalui 

Penggerakan Masyarakat

Kab/Kota 3 3 947.924.067                           4 1.000.000.000                           5 1.100.000.000                         5 1.200.000.000                      5 1.300.000.000                        5 1.300.000.000                        Kesmas
Kalimantan 

Utara

1 02 05 1.02 01

Penyelenggaraan 

Promosi Kesehatan dan 

Perilaku Hidup Bersih 

dan Sehat

Jumlah kebijakan publik 

berwawasan kesehatan
Kab/Kota 5 3 947.924.067                           4 1.000.000.000                           5 1.100.000.000                         5 1.200.000.000                      5 1.300.000.000                        5 1.300.000.000                        Kesmas

Kalimantan 

Utara

Jumlah Kab/kota yang 

menerapkan kebijakan 

GERMAS dengan tiga kriteria

Kab/Kota 3 3 4 5 5 5 5 Kesmas
Kalimantan 

Utara

1 02 05 1.03

Pengembangan dan 

Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Bersumber 

Daya Masyarakat 

(UKBM) Tingkat 

Daerah Provinsi

Jumlah Kab/Kota yang 

melakukan Pengembangan 

Upaya Kesehatan Bersumber 

Daya Masyarakat (UKBM)

Kab/Kota 5 5 635.176.080                           5 650.000.000                              5 675.000.000                            5 700.000.000                          5 725.000.000                           5 725.000.000                           Kesmas
Kalimantan 

Utara

1 02 05 1.03 01
Bimbingan Teknis dan

Supervisi UKBM

Jumlah desa yang 

memanfaatkan alokasi dana 

desa minimal 10% untuk UKBM

Desa 20 179 635.176.080                           224 650.000.000                              268 675.000.000                            313 700.000.000                          358 725.000.000                           358 725.000.000                           Kesmas
Kalimantan 

Utara

Jumlah kab/kota yamg memiliki 

Posyandu aktif minimal 80% 

dari jumlah Posyandu

Kab/Kota 0 2 3 4 5 5 5 Kesmas
Kalimantan 

Utara

Jumlah kab/kota yang 

melaksanakan pembinaan 50% 

Posyandu aktif

Kab/Kota 0 2 3 4 5 5 5 Kesmas
Kalimantan 

Utara



1

1 02 KESEHATAN                          3.307.668.000                            4.150.000.000                           4.750.000.000                        5.300.000.000                         5.600.000.000                         5.600.000.000 

1 02 02

PROGRAM 

PEMENUHAN UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT

Persentase Puskesmas 

dengan Ketersediaan obat 

essensial

Persen 90 92 3.307.668.000                        94 4.150.000.000                           96 4.750.000.000                         96,50 5.300.000.000                      97 5.600.000.000                        97 5.600.000.000                        
Dinas 

Kesehatan

Kalimantan 

Utara

1 02 02 1.01

Penyediaan Fasilitas 

Pelayanan, Sarana, 

Prasarana dan Alat 

Kesehatan untuk UKP 

Rujukan, UKM dan 

UKM Rujukan Tingkat 

Daerah Provinsi

Jumlah Kabupaten/Kota 

dengan persentase 

ketersediaan obat essensial

5 5 2.057.668.000                        5 3.300.000.000                           5 3.800.000.000                         5 4.250.000.000                      5 4.450.000.000                        5 4.450.000.000                        

1 02 02 1.01 11

Pengadaan Sarana di

Fasilitas Layanan

Kesehatan

Jumlah Rencana Kebutuhan 

Obat (RKO)  
Dokumen 12 11 257.668.000                           12 1.100.000.000                           12 1.200.000.000                         12 1.300.000.000                      12 1.200.000.000                        12 1.200.000.000                        

UPTD Instalasi 

Farmasi
Tanjung Selor

1 02 02 1.01 12

Pengadaaaan 

Prasarana

Fasilitas Layanan

Kesehatan

Jumlah prasarana IFK Unit 12 400.000.000                           12 500.000.000                              12 600.000.000                            12 700.000.000                          12 750.000.000                           12 750.000.000                           
UPTD Instalasi 

Farmasi
Tanjung Selor

1 02 02 1.01 18

Pemeliharaan Sarana

Fasilitas Layanan

Kesehatan

Jumlah pemusnahan obat,  

vaksin, perbekalan kesehatan 

dan pets kontrol yang dilakukan

Kali 2 2 500.000.000                           2 600.000.000                              2 700.000.000                            2 750.000.000                          2 800.000.000                           2 800.000.000                           
UPTD Instalasi 

Farmasi
Tanjung Selor

1 02 02 1.01 19

Pemeliharaan 

Prasarana

Fasilitas Layanan

Kesehatan

Jumlah pemeliharaan alat 

kesehatan dan aset tetap di 

UPTD Instalasi Farmasi

Unit 12 111 200.000.000                           111 300.000.000                              111 400.000.000                            111 500.000.000                          111 600.000.000                           111 600.000.000                           
UPTD Instalasi 

Farmasi
Tanjung Selor

1 02 02 1.01 21

Distribusi Alat 

Kesehatan,

Obat, Vaksin, Makanan 

dan Minuman serta 

Fasilitas Kesehatan 

Lainnya

Jumlah layanan penyediaan jasa 

distribusi obat, vaksin

dan perbekalan kesehatan

Bulan 12 12 700.000.000                           12 800.000.000                              12 900.000.000                            12 1.000.000.000                      12 1.100.000.000                        12 1.100.000.000                        
UPTD Instalasi 

Farmasi

Kalimantan 

Utara

1 02 02 1.01 22

Pengadaan Obat, 

Vaksin, Makanan dan 

Minuman serta Fasilitas 

Kesehatan Lainnya

Jumlah obat, vaksin dan 

perbekalan kesehatan yang 

diadakan

Jenis 0 12 743.832.000                           12 800.000.000                              12 900.000.000                            12 1.000.000.000                      12 1.100.000.000                        12 1.100.000.000                        
UPTD Instalasi 

Farmasi

Kalimantan 

Utara

1

1 02 KESEHATAN                  299.107.686.674                     559.365.000.000                        501.315.000.000                      532.865.000.000                   531.115.000.000                     543.265.000.000                     543.265.000.000 

1 02 01

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH PROVINSI

Persentase layanan 

Administrasi dan Operasional 

Perkantoran yang terpenuhi

Indeks                  254.603.075.823 100                    405.590.000.000 100                       386.540.000.000 100                     417.090.000.000 100                   414.340.000.000 100                    425.490.000.000 100                    425.490.000.000 

Dinas 

Kesehatan 

UPTD RSUD 

Tarakan Prov 

Kaltara

Tarakan

1 02 01 1.01

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen Perencanaan, 

Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja  yang disusun

Dokumen                          139.850.000 14                             200.000.000 14                                200.000.000 14                              200.000.000 14                           200.000.000 14                            200.000.000 14                            200.000.000 

1 02 01 1.01 01

Penyusunan Dokumen

Perencanaan Perangkat

Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan 

yang disusun
Dokumen                            47.550.000 8                             100.000.000 8                                100.000.000 8                              100.000.000 8                           100.000.000 8                            100.000.000 8                            100.000.000 

1 02 01 1.01 07

Evaluasi Kinerja 

Perangkat

Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi 

Kinerja
Laporan                            92.300.000 6                             100.000.000 6                                100.000.000 6                              100.000.000 6                           100.000.000 6                            100.000.000 6                            100.000.000 

1 02 01 1.02

Administrasi 

Keuangan Perangkat 

Daerah

Jumlah Layanan Administrasi 

Keuangan 
Bulan                     85.535.769.512 12                       87.300.000.000 12                          87.850.000.000 12                        88.400.000.000 12                      85.650.000.000 12                       88.800.000.000 12                       88.800.000.000 

1 02 01 1.02 01
Penyediaan Gaji dan

Tunjangan ASN

Jumlah layanan gaji dan 

tunjangan ASN yang dibayarkan
Bulan

                    77.606.434.512 

12

                      85.000.000.000 

12

                         85.000.000.000 

12

                       85.000.000.000 

12

                     85.000.000.000 

12

                      85.000.000.000 

12

                      85.000.000.000 

1 02 01 1.02 02

Penyediaan 

Administrasi

Pelaksanaan Tugas 

ASN

Jumlah Penyediaan 

Administrasi Pelaksanaan 

Tugas ASN

Bulan                       7.929.335.000 12                          2.000.000.000 12                            2.500.000.000 12                           3.000.000.000 12                           300.000.000 12                         3.500.000.000 12                         3.500.000.000 

1 02 01 1.02 03

Pelaksanaan 

Penatausahaan dan 

Pengujian / Verifikasi 

Keuangan SKPD

Jumlah layanan Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD

Bulan                                               - 12                             100.000.000 12                                150.000.000 12                              200.000.000 12                           150.000.000 12                            100.000.000 12                            100.000.000 

1 02 01 1.02 05

Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun 

SKPD

Jumlah Laporan Keuangan 

Akhir Tahun SKPD yang 

dikoordinasikan penyusunannya

Laporan                                               - 1                               50.000.000 1                                  50.000.000 1                                50.000.000 1                             50.000.000 1                               50.000.000 1                               50.000.000 

1 02 01 1.02 06

Pengelolaan dan 

Penyiapan Bahan 

Tanggapan 

Pemeriksaan

Jumlah Bahan Tanggapan 

Pemeriksaan yang 

dikoordinasikan kesiapannya

Dokumen                                               - 1                               50.000.000 1                                  50.000.000 1                                50.000.000 1                             50.000.000 1                               50.000.000 1                               50.000.000 

1 02 01 1.02 08

Penyusunan Pelaporan 

dan Analisis Prognosis 

Realisasi Anggaran

Jumlah laporan dan analisis 

Prognosis Realisasi Anggaran
Laporan                                               - 2                             100.000.000 2                                100.000.000 2                              100.000.000 2                           100.000.000 2                            100.000.000 2                            100.000.000 

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

UPTD RSUD TARAKAN

UPTD INSTALASI FARMASI KESEHATAN (IFK) PROVINSI

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR



1 02 01 1.03

Administrasi Barang 

Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah

Jumlah Layanan Administrasi 

Barang Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah

Bulan                                               - 12                               70.000.000 12                                  70.000.000 12                                70.000.000 12                             70.000.000 12                               70.000.000 12                               70.000.000 

1 02 01 1.03 01

Penyusunan 

Perencanaan Kebutuhan 

Barang Milik Daerah 

SKPD

Jumlah Perencanaan Kebutuhan 

Barang Milik Daerah SKPD 

yang disusun

Dokumen                                               - 1                               20.000.000 1                                  20.000.000 1                                20.000.000 1                             20.000.000 1                               20.000.000 1                               20.000.000 

1 02 01 1.03 05

Rekonsiliasi dan 

Penyusunan Laporan 

Barang Milik Daerah 

pada SKPD

Jumlah Laporan Barang Milik 

Daerah pada SKPD yang 

direkonsiliasi/disusun

Laporan                                               - 1                               50.000.000 1                                  50.000.000 1                                50.000.000 1                             50.000.000 1                               50.000.000 1                               50.000.000 

1 02 01 1.04

Administrasi 

Pendapatan Daerah 

Kewenangan 

Perangkat Daerah

Jumlah Layanan Administrasi 

Pendapatan Daerah 

Kewenangan Perangkat Daerah

Bulan                                               - 12                               50.000.000 12                                  50.000.000 12                                50.000.000 12                             50.000.000 12                               50.000.000 12                               50.000.000 

1 02 01 1.04 01

Perencanaan 

Pengelolaan Retribusi 

Daerah

Jumlah dokumen Perencanaan 

Pengelolaan pendapatan RS 

yang disusun

Dokumen                                               - 1                               25.000.000 1                                  25.000.000 1                                25.000.000 1                             25.000.000 1                               25.000.000 1                               25.000.000 

1 02 01 1.04 02

Analisa dan 

Pengembangan 

Retribusi Daerah, serta 

Penyusunan Kebijakan 

Retribusi Daerah

Jumlah dokumen analisa dan 

pengembangan retribusi 

daerah, serta kebijakan retribusi 

daerah yang disusun

Dokumen                                               - 1                               25.000.000 1                                  25.000.000 1                                25.000.000 1                             25.000.000 1                               25.000.000 1                               25.000.000 

1 02 01 1.04 07
Pelaporan Pengelolaan 

Retribusi Daerah

Jumlah laporan Pengelolaan 

Retribusi Daerah yang susun
Laporan                                               - 1                               25.000.000 1                                  25.000.000 1                                25.000.000 1                             25.000.000 1                               25.000.000 1                               25.000.000 

1 02 01 1.05

Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat Daerah

Jumlah Layanan Administrasi 

Kepegawaian 
Bulan                       5.443.456.000 Bulan                          6.120.000.000 Bulan                            5.620.000.000 Bulan                           5.620.000.000 Bulan                        5.620.000.000 Bulan                         5.620.000.000 Bulan                         5.620.000.000 

1 02 01 1.05 01

Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Disiplin 

Pegawai

Jumlah Sarana dan Prasarana 

Disiplin Pegawai yang diadakan
Unit                                               - 3                          1.000.000.000 3                                500.000.000 3                              500.000.000 3                           500.000.000 3                            500.000.000 3                            500.000.000 

1 02 01 1.05 02

Pengadaan Pakaian 

Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapannya

Jumlah  Pakaian Dinas Beserta 

Atribut Kelengkapannya yang 

diadakan

Setel                                               - 820                             500.000.000 820                                500.000.000 820                              500.000.000 820                           500.000.000 820                            500.000.000 820                            500.000.000 

1 02 01 1.05 03

Pendataan dan 

Pengolahan 

Administrasi 

Kepegawaian

Jumlah Pendataan dan 

Pengolahan Administrasi 

Kepegawaian 

Bulan                                               - 12                               50.000.000 12                                  50.000.000 12                                50.000.000 12                             50.000.000 12                               50.000.000 12                               50.000.000 

1 02 01 1.05 04

Koordinasi dan 

Pelaksanaan Sistem 

Informasi Kepegawaian

Jumlah Sistem Informasi 

Kepegawaian yang 

dimutakhirkan

Sistem                                               - 1                               25.000.000 1                                  25.000.000 1                                25.000.000 1                             25.000.000 1                               25.000.000 1                               25.000.000 

1 02 01 1.05 05

Monitoring, Evaluasi dan 

Penilaian Kinerja 

Pegawai

Jumlah laporan Monitoring, 

Evaluasi, dan Penilaian Kinerja 

Pegawai yang disusun

Laporan                                               - 1                               25.000.000 1                                  25.000.000 1                                25.000.000 1                             25.000.000 1                               25.000.000 1                               25.000.000 

1 02 01 1.05 06

Pemulangan Pegawai 

yang Pensiun
Jumlah Pegawai Pensiun yang 

difasilitasi pemulangannya
Orang                                               - 11                               10.000.000 11                                  10.000.000 11                                10.000.000 11                             10.000.000 11                               10.000.000 11                               10.000.000 

1 02 01 1.05 08
Pemindahan Tugas ASN Jumlah Pemindahan Tugas ASN 

yang difasilitasi
Kegiatan                                               - 3                               10.000.000 3                                  10.000.000 3                                10.000.000 3                             10.000.000 3                               10.000.000 3                               10.000.000 

1 02 01 1.05 09

Pendidikan dan 

Pelatihan

Pegawai Berdasarkan

Tugas dan Fungsi

Jumlah ASN yang mengikuti 

Pendidikan dan Pelatihan 

Pegawai Berdasarkan Tugas 

dan Fungsi

Orang                       4.486.980.000 500                          3.000.000.000 500                            3.000.000.000 500                           3.000.000.000 500                        3.000.000.000 500                         3.000.000.000 500                         3.000.000.000 

1 02 01 1.05 10

Sosialisasi Peraturan 

Perundang-Undangan
Jumlah Sosialisasi Peraturan 

Perundang-Undangan
Kegiatan                                               - 10                             500.000.000 10                                500.000.000 10                              500.000.000 10                           500.000.000 10                            500.000.000 10                            500.000.000 

1 02 01 1.05 11

Bimbingan Teknis 

Implementasi Peraturan 

Perundang-Undangan

Jumlah ASN yang mengikuti 

Bimbingan Teknis Implementasi 

Peraturan Perundang-Undangan

Orang                          956.476.000 150                          1.000.000.000 150                            1.000.000.000 150                           1.000.000.000 150                        1.000.000.000 150                         1.000.000.000 150                         1.000.000.000 

1 02 01 1.06
Administrasi Umum 

Perangkat Daerah

Jumlah Layanan Administrasi 

Umum Perangkat Daerah
Bulan                                               - 12                          1.700.000.000 12                            1.700.000.000 12                           1.700.000.000 12                        1.700.000.000 12                         1.700.000.000 12                         1.700.000.000 

1 02 01 1.06 01

Penyediaan Komponen

Instalasi 

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Jumlah Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor yang disediakan

Unit                                               - 12                               50.000.000 12                                  50.000.000 12                                50.000.000 12                             50.000.000 12                               50.000.000 12                               50.000.000 

1 02 01 1.06 02

Penyediaan Peralatan 

dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah  Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor yang 

disediakan

Unit                                               - 10                          1.000.000.000 10                            1.000.000.000 10                           1.000.000.000 10                        1.000.000.000 10                         1.000.000.000 10                         1.000.000.000 

1 02 01 1.06 04

Penyediaan Bahan 

Logistik

Kantor

Jumlah Penyediaan Bahan 

Logistik Kantor
Bulan                                               - 12                             100.000.000 12                                100.000.000 12                              100.000.000 12                           100.000.000 12                            100.000.000 12                            100.000.000 

1 02 01 1.06 05

Penyediaan Barang

Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Penyediaan Barang 

Cetakan dan Penggandaan
Bulan                                               - 12                             100.000.000 12                                100.000.000 12                              100.000.000 12                           100.000.000 12                            100.000.000 12                            100.000.000 

1 02 01 1.06 06

Penyediaan Bahan 

Bacaan

dan Peraturan 

Perundangundangan

Jumlah Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-undangan 

yang disediakan

Eksemplar                                               - 5                               50.000.000 5                                  50.000.000 5                                50.000.000 5                             50.000.000 5                               50.000.000 5                               50.000.000 

1 02 01 1.06 07
Penyediaan Bahan 

Material

Jumlah Penyediaan 

Bahan/Material
Bulan                                               - 12                               50.000.000 12                                  50.000.000 12                                50.000.000 12                             50.000.000 12                               50.000.000 12                               50.000.000 

1 02 01 1.06 08
Fasilitasi Kunjungan 

Tamu

Jumlah fasilitasi Kunjungan 

Tamu
Bulan                                               - 12                               50.000.000 12                                  50.000.000 12                                50.000.000 12                             50.000.000 12                               50.000.000 12                               50.000.000 



1 02 01 1.06 09

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

Jumlah Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD

Bulan                                               - 12                             100.000.000 12                                100.000.000 12                              100.000.000 12                           100.000.000 12                            100.000.000 12                            100.000.000 

1 02 01 1.06 10
Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD

Jumlah Penatausahaan Arsip 

Dinamis pada SKPD
Bulan                                               - 1                             200.000.000 1                                200.000.000 1                              200.000.000 1                           200.000.000 1                            200.000.000 1                            200.000.000 

1 02 01 1.07

Pengadaan Barang 

Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

Jumlah BMD yang diadakan Unit                       1.703.250.000 177                       93.600.000.000 177                          64.500.000.000 177                        74.500.000.000 177                      54.500.000.000 177                       62.500.000.000 177                       62.500.000.000 

1 02 01 1.07 02

Pengadaan Kendaraan 

Dinas Operasional atau 

Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 

yang

diadakan

Unit 1.703.250.000                     5 100.000.000                           5 1.000.000.000                           5 1.000.000.000                         5 1.000.000.000                      5 1.000.000.000                        5 1.000.000.000                        

1 02 01 1.07 05
Pengadaan Mebel

Jumlah Mebel yang diadakan Unit -                                              100 500.000.000                           100 500.000.000                              100 500.000.000                            100 500.000.000                          100 500.000.000                           100 500.000.000                           

1 02 01 1.07 06

Pengadaan Peralatan 

dan Mesin Lainnya
Jumlah Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang diadakan
Unit -                                              50 1.000.000.000                        50 1.000.000.000                           50 1.000.000.000                         50 1.000.000.000                      50 1.000.000.000                        50 1.000.000.000                        

1 02 01 1.07 07

Pengadaan Aset Tetap 

Lainnya
Jumlah Aset Tetap Lainnya yang 

diadakan
Unit -                                              10 1.000.000.000                        10 1.000.000.000                           10 1.000.000.000                         10 1.000.000.000                      10 1.000.000.000                        10 1.000.000.000                        

1 02 01 1.07 08

Pengadaan Aset Tak 

Berwujud
Jumlah Aset Tak Berwujud yang 

diadakan
Unit -                                              1 1.000.000.000                        1 1.000.000.000                           1 1.000.000.000                         1 1.000.000.000                      1 1.000.000.000                        1 1.000.000.000                        

1 02 01 1.07 09

Pengadan Gedung 

Kantor atau Bangunan 

Lainnya

Jumlah Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya yang 

diadakan

Unit -                                              1 80.000.000.000                      1 50.000.000.000                         1 60.000.000.000                       1 40.000.000.000                    1 48.000.000.000                     1 48.000.000.000                     

1 02 01 1.07 10

Pengadaan Sarana dan 

Prasarana Pendukung 

Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana 

Pendukung Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya yang 

diadakan

Unit -                                              10 10.000.000.000                      10 10.000.000.000                         10 10.000.000.000                       10 10.000.000.000                    10 10.000.000.000                     10 10.000.000.000                     

1 02 01 1.08

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Jumlah Layanan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan

Daerah yang disediakan

Bulan 6.000.000.000                     12 12.250.000.000                      12 12.250.000.000                         12 12.250.000.000                       12 12.250.000.000                    12 12.250.000.000                     12 12.250.000.000                     

1 02 01 1.08 01

Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat
Jumlah layanan Jasa Surat 

Menyurat yang disediakan
Bulan -                                              12 50.000.000                              12 50.000.000                                12 50.000.000                               12 50.000.000                            12 50.000.000                             12 50.000.000                             

1 02 01 1.08 02

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber 

Daya

Air dan Listrik

Jumlah Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik 

yang

disediakan

Bulan 6.000.000.000                     12 6.000.000.000                        12 6.000.000.000                           12 6.000.000.000                         12 6.000.000.000                      12 6.000.000.000                        12 6.000.000.000                        

1 02 01 1.08 03

Penyediaan Jasa 

Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor yang

disediakan

Bulan -                                              12 200.000.000                           12 200.000.000                              12 200.000.000                            12 200.000.000                          12 200.000.000                           12 200.000.000                           

1 02 01 1.08 04
Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Jasa Pelayanan Umum 

Kantor yang disediakan
Bulan -                                              12 6.000.000.000                        12 6.000.000.000                           12 6.000.000.000                         12 6.000.000.000                      12 6.000.000.000                        12 6.000.000.000                        

1 02 01 1.09

Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Jumlah Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah yang 

disediakan jasa

pemeliharaannya

Unit 5.780.750.311                     12 4.300.000.000                        12 4.300.000.000                           12 4.300.000.000                         12 4.300.000.000                      12 4.300.000.000                        12 4.300.000.000                        

1 02 01 1.09 02

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, Pajak 

dan

Perizinan Kendaraan 

Dinas

Operasional atau

Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 

Jasa

yang disediakan jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak

dan Perizinannya

Unit 375.160.000                         20 500.000.000                           20 500.000.000                              20 500.000.000                            20 500.000.000                          20 500.000.000                           20 500.000.000                           

1 02 01 1.09 05 Pemeliharaan Mebel
Jumlah Mebel yang dilakukan 

pemeliharaan
Unit -                                              12 150.000.000                           12 150.000.000                              12 150.000.000                            12 150.000.000                          12 150.000.000                           12 150.000.000                           

1 02 01 1.09 06
Pemeliharaan Peralatan 

dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang dilakukan

pemeliharaan

Unit 1.000.000.000                     12 500.000.000                           12 500.000.000                              12 500.000.000                            12 500.000.000                          12 500.000.000                           12 500.000.000                           

1 02 01 1.09 07
Pemeliharaan Aset 

Tetap Lainnya

Jumlah Aset Tetap Lainnya yang 

dilakukan pemeliharaan
Unit -                                              12 100.000.000                           12 100.000.000                              12 100.000.000                            12 100.000.000                          12 100.000.000                           12 100.000.000                           

1 02 01 1.09 08
Pemeliharaan Aset Tak 

Berwujud

Jumlah Aset Tak Berwujud yang 

dilakukan pemeliharaan
Unit -                                              1 50.000.000                              1 50.000.000                                1 50.000.000                               1 50.000.000                            1 50.000.000                             1 50.000.000                             

1 02 01 1.09 09

Pemeliharaan / 

Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan 

Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana 

Pendukung Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya yang 

dilakukan 

pemeliharaan/direhabilitasi

Unit 4.405.590.311                     2 3.000.000.000                        2 3.000.000.000                           2 3.000.000.000                         2 3.000.000.000                      2 3.000.000.000                        2 3.000.000.000                        

1 02 01 1.10
Peningkatan 

Pelayanan BLUD
Jumlah Layanan BLUD Bulan 150.000.000.000                 12 200.000.000.000                    12 210.000.000.000                      12 230.000.000.000                     12 250.000.000.000                  12 250.000.000.000                   12 250.000.000.000                   

1 02 01 1.10 01

Pelayanan dan 

Penunjang Pelayanan 

BLUD

Jumlah Layanan dan Penunjang 

Pelayanan BLUD
Bulan 150.000.000.000                 12 200.000.000.000                    12 210.000.000.000                      12 230.000.000.000                     12 250.000.000.000                  12 250.000.000.000                   12 250.000.000.000                   

1 02 02

PROGRAM 

PEMENUHAN UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT

Prosentase Pemenuhan 

Program  Upaya Kesehatan 

Perorangan dan Upaya 

Kesehatan Masyarakat 

%                     33.584.610.851 80                     138.775.000.000 85                          98.775.000.000 87                        98.775.000.000 90                      98.775.000.000 95                       98.775.000.000 95                       98.775.000.000 



1 02 02 1.01

Penyediaan Fasilitas 

Pelayanan, Sarana, 

Prasarana dan Alat 

Kesehatan untuk UKP 

Rujukan, UKM dan 

UKM Rujukan Tingkat 

Daerah Provinsi

Tersedianya Fasilitas 

Pelayanan, Sarana, 

Prasarana dan Alat 

Kesehatan untuk UKP 

Rujukan, UKMRujukan 

Tingkat Daerah Provinsi

Unit 29.480.540.001                   167 135.000.000.000                    167 95.000.000.000                         167 95.000.000.000                       167 95.000.000.000                    167 95.000.000.000                     167 95.000.000.000                     

1 02 02 1.01 03
Pengembangan Rumah 

Sakit

Jumlah Pengembangan Rumah 

Sakit yang diadakan
Unit -                                              1 80.000.000.000                      1 40.000.000.000                         1 40.000.000.000                       1 40.000.000.000                    1 40.000.000.000                     1 40.000.000.000                     

1 02 02 1.01 10

Pengadaan Alat 

Kesehatan/ Alat 

Penunjang Medik 

Fasilitas Layanan 

Kesehatan

Jumlah Alat Kesehatan/ Alat 

Penunjang Medik Fasilitas 

Layanan Kesehatan yang 

diadakan

Unit 26.887.800.001                   105 50.000.000.000                      105 50.000.000.000                         105 50.000.000.000                       105 50.000.000.000                    105 50.000.000.000                     105 50.000.000.000                     

1 02 02 1.01 17

Pemeliharaan Alat 

Kesehatan/ Alat 

Penunjang Medik 

Fasilitas Layanan 

Kesehatan

Jumlah Alat Kesehatan/ Alat 

Penunjang Medik Fasilitas 

Layanan Kesehatan yang 

dipelihara

Unit 2.592.740.000                     61 5.000.000.000                        61 5.000.000.000                           61 5.000.000.000                         61 5.000.000.000                      61 5.000.000.000                        61 5.000.000.000                        

1 02 02 1.02

Penyediaan  Layanan 

Kesehatan untuk UKP 

Rujukan , UKM dan 

UKM Rujukan Tingkat 

Daerah Provinsi

Jumlah Layanan Kesehatan 

untuk UKP Rujukan, UKM 

dan UKM Rujukan Tingkat 

Daerah Provinsi

                         109.500.000                             625.000.000                                625.000.000                              625.000.000                           625.000.000                            625.000.000                            625.000.000 

1 02 02 1.02 08
Pengelolaan Pelayanan 

Kesehatan Lingkungan

Jumlah Bulan Pengelolaan 

Pelayanan Kesehatan 

Lingkungan RS

Bulan -                                              12 500.000.000                           12 500.000.000                              12 500.000.000                            12 500.000.000                          12 500.000.000                           12 500.000.000                           

1 02 02 1.02 09
Pengelolaan Pelayanan 

Promosi Kesehatan 

Jenis Pelayanan Pelayanan 

Promosi Kesehatan  yang 

dikelola

Dokumen 109.500.000                         1 50.000.000                              1 50.000.000                                1 50.000.000                               1 50.000.000                            1 50.000.000                             1 50.000.000                             

1 02 02 1.02 23

Penyediaan dan 

Pengelolaan Sistem 

Penanganan Gawat 

Darurat Terpadu 

(SPGDT)

Jumlah Sistem Penanganan 

Gawat Darurat Terpadu 

(SPGDT) yang disediakan dan 

dikelola

Dokumen -                                              1 25.000.000                              1 25.000.000                                1 25.000.000                               1 25.000.000                            1 25.000.000                             1 25.000.000                             

1 02 02 1.02 28
Pengelolaan Penelitian 

Kesehatan

Jumlah Penelitian Kesehatan 

yang dilakukan
Penelitian -                                              5 50.000.000                              5 50.000.000                                5 50.000.000                               5 50.000.000                            5 50.000.000                             5 50.000.000                             

1 02 02 1.03

Penyelenggaraan 

Sistem Informasi 

Kesehatan secara 

Terintegrasi

Jumlah Dokumen Data dan 

Informasi Kesehatan yang 

dikelola

Dokumen -                                              1 50.000.000                              1 50.000.000                                1 50.000.000                               1 50.000.000                            1 50.000.000                             1 50.000.000                             

1 02 02 1.03 01
Pengelolaan Data dan 

Informasi Kesehatan

Jumlah Dokumen Data dan 

Informasi Kesehatan yang 

dikelola

Dokumen -                                              1 50.000.000                              1 50.000.000                                1 50.000.000                               1 50.000.000                            1 50.000.000                             1 50.000.000                             

1 02 02 1.04

Penerbitan Izin Rumah 

Sakit Kelas B dan 

Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan Tingkat 

Daerah Provinsi 

Terlaksananya Penerbitan 

Izin Rumah Sakit Kelas B dan 

Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan Tingkat Daerah 

Provinsi 

Dokumen 3.994.570.850                     2 3.100.000.000                        2 3.100.000.000                           2 3.100.000.000                         2 3.100.000.000                      2 3.100.000.000                        2 3.100.000.000                        

1 02 02 1.04 02
Peningkatan Tata Kelola 

Rumah Sakit

Jumlah Dokumen Tata Kelola 

Rumah Sakit yang dilakukan 

pengembangan dan 

peningkatan

Dokumen -                                              1 100.000.000                           1 100.000.000                              1 100.000.000                            1 100.000.000                          1 100.000.000                           1 100.000.000                           

1 02 02 1.04 03

Peningkatan Mutu 

Pelayanan Fasilitas 

Kesehatan

Jumlah Dokumen  Mutu 

Pelayanan Fasilitas Kesehatan 

RS 

Dokumen 3.994.570.850                     1 3.000.000.000                        1 3.000.000.000                           1 3.000.000.000                         1 3.000.000.000                      1 3.000.000.000                        1 3.000.000.000                        

1 02 03

Program Peningkatan  

Kapasitas Sumber 

Daya Manusia 

Kesehatan

Prosentase Pemenuhan 

Program Peningkatan  

Kapasitas Sumber Daya 

Manusia Kesehatan

%                     10.920.000.000 70                       15.000.000.000 75                          16.000.000.000 80                        17.000.000.000 85                      18.000.000.000 90                       19.000.000.000 90                       19.000.000.000 

1 02 03 1.01

Perencanaan 

Kebutuhan Sumber 

Daya manusia 

Kesehatan untuk UKM 

dan UKP Provinsi

Terselenggaranya 

Perencanaan Kebutuhan 

Sumber Daya manusia 

Kesehatan untuk UKM dan 

UKP Provinsi 

Orang 10.920.000.000                   70 15.000.000.000                      75 16.000.000.000                         80 17.000.000.000                       85 18.000.000.000                    90 19.000.000.000                     90 19.000.000.000                     

1 02 03 1.01 01

Pemenuhan Kebutuhan 

Sumber Daya Manusia 

Kesehatan

Jumlah SDM Kesehatan  yang 

diberikan tunjangan/insentif  

untuk pemenuhan dokter 

Spesialis/Sub Spesialis

Orang 10.920.000.000                   70 15.000.000.000                      75 16.000.000.000                         80 17.000.000.000                       85 18.000.000.000                    90 19.000.000.000                     90 19.000.000.000                     

Keterangan : Instansi

Program

Kegiatan

Sub Kegiatan
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BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

 
 

 
Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari  kegiatan/program/ sasaran 

sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Ukuran keberhasilan 

pembangunan atau umumnya disebut dengan kinerja suatu daerah membutuhkan 

indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja 

adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, 

program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), 

dampak (impact). Lebih lanjut, indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif 

yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu tujuan/sasaran, program, dan 

kegiatan. 

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang 

ukuran keberhasilan Dinas Kesehatan dalam mendukung tercapainya visi dan misi 

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 yang 

ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah dan indikator kinerja 

penyelenggaraan perangkat daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) 

selama 5 tahun. 

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) 

terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang kesehatan di Provinsi 

Kalimantan Utara sebagaimana tabel berikut: 
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                Tabel 7.1 

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada 

Tujuan dan Sasaran RPJMD 

 

 
 
 

NO 

 
 
 

INDIKATOR 

 

 
KONDISI 
KINERJA 

2021 

        TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN  
KONDISI 
KINERJA 

PADA 
AKHIR 

PERIODE 
RPJMD 

 
 

2022 

 
 

2023 

 
 

2024 

 
 

2025 

 
 

2026 

 
1 

Angka Harapan Hidup 72,59 72,63 72,68 72,73 72,78 72,78 72,78 

 
 

Indikator Tujuan :        

1 
Angka Kematian Ibu (AKI) 

per 100.000 kelahiran 

hidup 

90.86 90.46 90.31 90 89.30 89.30 89.30 

2 
Angka Kematian Bayi 
(AKB) per 1000 kelahiran 

hidup 

23.34 20.75 17.25 15.78 14.50 14.50 14.50 

3 Persentase stunting 25 20 16 12 10 10 10 

 Indikator Sasaran:        

1 Angka Kematian Ibu (AKI) 90.86 90.46 90.31 90 89.30 89.30 89.30 

2 Angka Kematian Bayi 
(AKB) 

23.34 20.75 17.25 15.78 14.50 14.50 14.50 

3 Persentase stunting 25 20 16 12 10 10 10 

4 
Persentase Puskesmas 
yang terakreditasi 
paripurna 

65 72 84 95 97 97 97 

5 
Persentase RS yang 
terakreditasi paripurna 

80 85 90 95 97 97 97 

6 Eliminasi Malaria 94 94 96 98 100 100 100 

7 
Persentase penderita HIV 
yang mendapatkan ARV 

90 90 92 94 95 95 95 

8 
Persentase keberhasilan 
pengobatan TB 

94 94 96 98 100 100 100 

 
Indikator Kinerja 
Program : 

       

1 Rasio daya tampung 
rumah sakit rujukan 

0,091 0,141 0,191 0.241. 0,291 0,341 0,341 

2 
Persentase RS Rujukan 
provinsi yang 
terakreditasi 

100 100 100 100 100 100 100 
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NO INDIKATOR 
KONDISI 
KINERJA 

2021 

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 
KONDISI 
KINERJA 

PADA 
AKHIR 

PERIODE 
RPJMD 

2022 2023 2024 2025 2026 

3 

Persentase Pelayanan 
kesehatan  bagi 
penduduk terdampak 
krisis kesehatan akibat 
bencana dan/atau 
berpotensi bencana 

100 100 100 100 100 100 100 

4 

Persentase pelayanan 
kesehatan bagi orang 
yang terdampak dan 
Berisiko pada situasi KLB 
provinsi 

100 100 100 100 100 100 100 

 
5 

Persentase puskesmas di 
kabupaten/kota yang 9 
jenis tenaga 
kesehatannya sesuai 
standar 

53 62.5 71.5 80 89.5 100 100 

6 

Persentase Pedagang 
Besar farmasi (PBF) 
Cabang Yang Memenuhi 
Ketentuan Perijinan 
Berusaha 

100 100 100 100 100 100 100 

7 

Persentase lembaga 
/kelompok masyarakat 
yang mendapatkan 
advokasi kesehatan, 
pemberdayaan dan 
penggalangan kemitraan 

85 100 100 100 100 100 100 

 
Indikator Kinerja 
Kegiatan : 

       

1 

Jumlah RS Rujukan yang 
memenuhi sarana 
prasarana (SPA) sesuai 
standar 

2 2 2 2 2 2 2 

2 

Jumlah Layanan 
Kesehatan untuk UKP 
Rujukan, UKM dan UKM 
Rujukan Tingkat Daerah 
Provinsi 

12 12 12 12 12 12 12 

3 
Jumlah Dokumen Data 
dan Informasi Kesehatan 
yang dikelola 

1 1 1 1 1 1 1 

4 

Jumlah Rumah Sakit dan 
Fasilitas Pelayanan 
kesehatan yang 
Mendapatkan Ijin 
 
 

54 5 5 5 5 5 5 
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NO INDIKATOR KONDISI 

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI 
KINERJA 

PADA 
AKHIR 

PERIODE 
RPJMD 

2022 2023 2024 2025 2026 

5 

Jumlah SDM Kesehatan 
di wilayah DTPK yang 
mendapatkan 
peningkatan 
kesejahteraan 

0 1000 1100 1200 1300 1400 1400 

6 

Jumlah Kab/Kota yang 
mendapatkan 
Peningkatan Kompetensi 
dan Kualifikasi Sumber 
Daya Manusia Kesehatan 

5 5 5 5 5 5 5 

7 

Jumlah Pedagang Besar 
Farmasi (PBF) Cabang 
dan Cabang Penyalur 
Alat Kesehatan (PAK) 
yang memperoleh 
pengakuan 

4 6 7 8 9 10 10 

8 
Jumlah dunia usaha yang 
memanfaatkan CSR nya 
untuk program kesehatan 

3 5 10 15 20 25 25 

9 

Jumlah organisasi 
kemasyarakatan yang 
memanfaatkan sumber 
dayanya untuk 
mendukung kesehatan 

0 3 6 9 12 15 15 

10 

Jumlah Kab/Kota yang 
melaksanakan kampanye 
GERMAS melalui 
Penggerakan Masyarakat 

3 3 4 5 5 5 5 

11 

Jumlah Kab/Kota yang 
melakukan 
Pengembangan Upaya 
Kesehatan Bersumber 
Daya Masyarakat 
(UKBM) 

5 5 5 5 5 5 5 
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BAB VIII 

PENUTUP 
 

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan, UPT Instalasi Farmasi Provinsi 

dan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Provinsi Kalimantan Utara tahun 

2021-2026 ini, merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD 

Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026, dan merupakan rangkaian rencana 

tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai. 

Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus 

diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan 

dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan, UPT Instalasi Farmasi 

Provinsi dan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. 

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan, UPT Instalasi Farmasi Provinsi 

dan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Provinsi Kalimantan Utara tahun 

2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat 

Daerah, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas 

kinerja Perangkat Daerah. Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya 

lain yang dimiliki Perangkat Daerah, penyusunan Renstra diharapkan mampu 

mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan zaman. 

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Dinas Kesehatan, UPT Instalasi 

Farmasi Provinsi dan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Provinsi 

Kalimantan Utara tahun 2021-2026 ini, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, 

dan mampu mendorong pencapaian Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara 

Tahun 2021-2026 yaitu: 

“Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera”. 

                                                                                            Tanjung Selor, Juli 2021 
                                                                                            Kepala Dinas 
 

 

                                                                                            Usman, SKM, M.Kes 
                                                                                            Pembina Utama Muda/IVc 
                                                                                            NIP 196808171993121004 
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